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Mengingat

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional melakukan pemutakhiran Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan  Nasional tentang Pemutakhiran
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);



Menetapkan

6. Peraturan Pémerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMUTAKHIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020.



(1)

(2)

3)

Pasal 1

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
merupakan dokumen pemutakhiran Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2020 yang didasarkan pada
penetapan Undang Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
pemutakhiran terhadap:

a. Kerangka Ekonomi Makro dan arah kebijakan
fiskal;

Sasaran dan Target Pengembangan Wilayah,;
Integrasi Pendanaan;

Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan;

o a0 o

Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas
Pembangunan Nasional; dan

f. Sasaran, Indikator, Target, dan Arah Kebijakan

Pembangunan Bidang,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, Lampiran II
dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.



(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
digunakan oleh:

a. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagai instrumen
pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan nasional; dan

b. menteri/kepala lembaga untuk melakukan
perubahan Rencana Kerja Kementerian/
Lembaga Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

melaporkan pelaksanaan pemutakhiran Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2020 kepada Presiden.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Menteri ini  dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1757

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-—

o

RR. Rita Erawati



PERIHAL

SALINAN
LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI
NASIONAL/KEPALA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN
2020

MATRIKS SUBSTANSI PEMUTAKHIRAN RKP 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

BAB 2. SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

2.1 Evaluasi RKP Tahun 2018

L.

Prioritas Nasional
Pembangunan Wilayah

(Perubahan narasi pada
Paragraf 4 Halaman 11.3)

PN Pembangunan Wilayah memfokuskan pada upaya penurunan tingkat
kemiskinan di daerah tertinggal. Pencapaian PN Pembangunan Wilayah
menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2018. Sasaran ...

PN Pembangunan Wilayah memfokuskan pada upaya penurunan tingkat
kemiskinan di daerah tertinggal. Pencapaian PN Pembangunan Wilayah
menunjukkan kinerja yang cukup baik pada tahun 2018. Sasaran ...

2.2 Kerangka Ekonomi Makro
2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2020

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,5 persen pada tahun

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3 persen pada tahun

2 (Perubahan data pada 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.
Paragraf 3, Halaman 11.15}
3 GNI per Kapita (Atlas GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.330 - 4,360 GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.320 per
’ Method) per kapita pada tahun 2020. kapita pada tahun 2020.
(Perubahan data pada
Paragraf 1, Halaman I1.16)
4, Tingkat Inflasi Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,01 persen. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,1 persen.
(Perubahan data pada
Paragraf 2, Halaman I1.16)
5. Nilai Tukar Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil sesuai | Di tengah tekanan eksternal, pergerakan nilai tukar diupayakan tetap stabil

(Perubahan data pada
Paragraf 2, Halaman 11.16)

fundamentalnya, mencapai rata-rata Rp14.000-14.500 per USD pada tahun 2020.

sesual fundamentalnya, mencapai rata-rata Rp14.400 per USD pada tahun
2020.




NO PERIHAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Tingkat Pengangguran
Terbuka (Perubahan data
pada Paragraf 3, Halaman
11.16)

menjadi 0,375 - 0,380 pada tahun 2020.

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun
menjadi 8,5 - 9,0 persen dan 4,8 — 5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

menjadi 0,375 - 0,380 pada tahun 2020,

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun
menjadi 8,5 - 9,0 persen dan 4,8 - 5,0 persen, dengan tingkat rasio gini menurun

2.2 Kerangka Ekonomi Makro
2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2020

2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020

7 Sasaran Ekonomi Makro . | Uraian L . Umisn

2020 (Perubahan data tahun Perkiraan Besaran-besaran Pokok Perkiraan Besaran-besaran Pokok

2020 pada Pertumbuhan PDB (%) 52-5,5 Pertumbuhan PDB (%) 5.3

Tabel 2.5 Sasaran Ekonomi Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode 2,0-40 Laju inflasi, IHK {%): Akhir Periode 3,

£ Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rala-Rata 14,000 - 14.500 Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata 14.400

Makro Tahun 2020, Halaman (Rp/USD) (Rp/ |

11.17 dan 11.18) Neraca Pernbayaran Neraca Pembayaran
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) 69-92 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) 4,3
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%) 7.6-94 Pertumbuhan Impor Nonmigas (%) 5,2
Cadangan Devisa (USD milar) 121,83 -122,6 Cadangan Devisa (USD milar) 123,7
- dalam bulan imper (termasuk utang LN Pemerintah) 59-6,0 - dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah) 6,9
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) 27-29 Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) 28
Keuangan Negara Keuangan Negara
Penerimaan Perpajakan (% PLEB) 10,57 - 11,18 Penerimaan Perpajakan (% PLIB) 10,69
Belanja Modal (% PDB) 1,43 -1,58 Belanja Modal (% PDB) 1,20
Subsidi Energi (% PDB) 0,82 - 0,83 Subsidi Energi (% FDB) 0,72
Keseimbangan Primer (% PDB) 0,00-0,23 Keseimbangan Primer (% PDB) (0,07)
Surplus/Defisit AFBN (% PDB) (1,75) - (1,52) Surplus/Defisit APBN (% FDB) (1,76)
Stok Utang Pemerintah (% PDB) 30,10 - 20,40 Stok Utang Pemerintah (% PDB) 29,45
Investasi Investasi
Peringkat Indonesia pada EODB Menuju 40 Peringkat Indonesia pada EODB Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,9~-7,3 Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,0
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) B75,1 - 890,3 Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 880,0
Target Pembangunan ) Target Pembangunan
Tingkat Kemiskinan (%) 85-90 Tingkat Kemiskinan (%) 8,5-9,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,8 - 5,1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 48-50




PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

TAHUN 2020

Rasio Gini (nilai) 0,375 - 0,380 Rasio Gini (nilai) 0,375 - 0,380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 72,51 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 72,51
Sumber; Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN /Bappenas [diolah), 2019

8. Pertumbuhan Ekonomi Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 — 5,5 persen pada | Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun
(Perubahan data pada tahun 2020 2020
Paragraf 1, Halaman 11.18)

9. Pertumbuhan Industri Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong | Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong
Pengolahan utamanya oleh industri pengolahan yang diharapkan mampu tumbuh 4,9 - 5,4 | utamanya oleh industri pengolahan yang diharapkan mampu tumbuh 5,0 persen
(Perubahan data pada persen pada tahun 2020. pada tahun 2020.

Paragraf 1, Halaman I1.19)

10. Pertumbuhan Sektor Sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,7 - 3,9 persen, melalui modernisasi | Sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,7 persen, melalui modernisasi pertanian
Pertanian Pengolahan pertanian dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
(Perubahan data pada
Paragraf 1, Halaman 11.19)

11. Pertumbuhan Sektor Pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 1,8 - 2,0 persen didukung oleh | Pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 1,9 persen didukung oleh
Pertambangan peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri | peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan
(Perubahan data pada hilir. industri hilir.

Paragraf 1, Halaman I1.19)

12. Pertumbuhan Sektor-sektor Sementara itu, transformasi sektor jasa yang didorong oleh pengembangan inovasi | Sementara itu, transformasi sektor jasa yang didorong oleh pengembangan inovasi
Jasa (Perubahan data pada dan teknologi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor, seperti perdagangan | dan teknologi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor, seperti perdagangan
Paragraf 2, Halaman 11.19) sebesar 5,3 - 5,7 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,1 — 7,5 persen, dan | sebesar 5,5 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,3 persen, dan

transportasi dan pergudangan sebesar 7,0 - 7,1 persen. transportasi dan pergudangan sebesar 7,0 persen.

13. Pertumbuhan Sektor Sektor konstruksi akan tumbuh 5,6 — 5,9 persen seiring dengan masih berlanjutnya | Sektor konstruksi akan tumbuh 5,7 persen seiring dengan masih berlanjutnya
Konstruksi (Perubahan data | pembangunan infrastruktur. pembangunan infrastruktur.
pada Paragraf 2, Halaman
11.19)

14. Sasaran Pertumbuhan PDB : Usd
Sisi Produksi 2020 Pertumbuhan PDB (%) 52-55 Pertumbuhan PDB (%) 5,3

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,7-3,9 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3.7
Pertambangan dan Penggalian 1,8-20 Pertambangan dan Penggalian 1,9




PERIHAL

(Perubahan data dan sumber
data pada Tabel 2.6 Sasaran
Pertumbuhan PDB Sisi
Produksi Tahun 2020
{Persen), Halaman 11.19)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Industri 49-54
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es 4,1-4,4
Pengadaan Air 39-42
Konstruksi 56-59
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda 5,3-5,7
Motor
Transportasi dan Pergudangan 7.0-7,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,8-06,3
Informasi dan Koemunikasi 71-7,5
Jasa Keuangan 6,1 -6,6
Real Estate 48-5,1
Jasa Perusahaan B3-86
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 4,4-47
Jasa Pendidikan 51-54
Jasa Keschatan dan Kegiatan Sosial T.5—T.7
90-9.1

Jasa Lainnya
Sumber: APEN 2020 dan perhitungan Bappenas, 2019

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Industri 5,0
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es 4,2
Pengadaan Air 4,0
Konstruksi o
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda 5,5
Motor

Transportasi dan Pergudangan 7,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,0
Informasi dan Komunikasi T3
Jasa Keuangan - 6,3
Real Estate 4,0
Jasa Perusahaan 8,3
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 4,5
Jasa Pendidikan 5,1
Jasa Keschatan dan Kegiatan Sosial 7,5
Jasa Lainnya 8,0

Sumber; APBN 2020 dan perhitungan Bappenas, 2019

Pertumbuhan Investasi

Dari sisi pengeluaran, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan

Dari sisi pengeluaran, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan

15.
(Perubahan data pada didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencapai 6,9 - 7,3 persen. didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencapai 6,0 persen.
Paragraf 1, Halaman [1.20)
16. Sasaran Pertumbuhan PDB i Uraian 2020 Uraian 2020
Sisi 'Penge]uaran 2020 Pertumbuhan PDB (%) 5,2-5,5 Pertumbuhan PDB (%) 5,3
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 49-5,1 Konsumsi Rurmah Tangga dan LNPRT 4.9
[Peruhaha.n data dan sumber Konsumsi Pemerintah 4,1-43 Konsumsi Pemerintah 4,3
data pada Tabel 2.7 Sasaran Investasi (PMTE) 6,0-7,3 Investasi (PMTEB) 6,0
Pertumbuhan PDB Sisi Ekspor Barang dan Jasa 4,7 -6,7 Ekspor Barang dan Jasa 3,7
Pengeluaran Tahun 2020 Impor Barang dan Jasa 55-17,1 Impor Barang dan Jasa 3.2
(Persen), Halaman [1.19) Sumber; APBN 2020 dan perhitungan Bappenas, 2019 Sumber; APBN 2020 dan perhitungan Bappenas, 2019
17. Pertumbuhan Ekspor Barang | Dengan kebijakan tersebut, ekspor barang dan jasa diharapkan tumbuh 4,7 - 6,7 | Dengan kebijakan tersebut, ekspor barang dan jasa diharapkan tumbuh 3,7
dan Jasa persen pada tahun 2020. persen pada tahun 2020.
(Perubahan data pada
Paragraf 2, Halaman 11.20)
18. Pertumbuhan Impor Barang Sementara, impor barang dan jasa tumbuh rata 5,5 — 7,1 persen didorong oleh | Sementara, impor barang dan jasa tumbuh rata 3,2 persen didorong oleh

dan Jasa

peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.




(Perubahan data pada
Paragraf 2, Halaman 11.20)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

19,

Pertumbuhan Konsumsi
Pemerintah

(Perubahan data pada
Paragraf 3, Halaman 11.20)

Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar
4,1 - 4,3 persen pada tahun 2020.

Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar
4,3 persen pada tahun 2020.

—

20.

Menjaga Stabilitas
Makroekonomi dari Sisi
Eksternal

(Perubahan data dan narasi
pada Paragraf 4, Halaman
11.20)

Ketidakpastian ekonomi global yang bersumber dari normalisasi kebijakan moneter
AS dan Uni-Eropa serta perang dagang antara AS dan China akan mendorong defisit
transaksi berjalan pada tahun 2020 berada di rentang 2,7 — 2,9 persen dari PDB.
Sementara, cadangan devisa diperkirakan masih akan meningkat pada rentang
USD121,3 miliar - USD122,6 miliar pada tahun 2020. Peningkatan cadangan devisa
didorong oleh surplusnya neraca pembayaran, seiring dengan peningkatan surplus
neraca modal dan finansial yang meningkat pada rentang USD34,9 miliar - USD35,1
miliar. Peningkatan surplus tersebut didorong oleh peningkatan arus investasi
langsung pada rentang USD21,9 miliar — USD23,7 miliar.

Ketidakpastian ekonomi global yang bersumber dari normalisasi. kebijakan
moneter AS dan Uni-Eropa serta perang dagang antara AS dan China akan
mendorong defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 berada di level 2,8 persen
dari PDB. Sementara, cadangan devisa diperkirakan masih akan meningkat di
level USD123,7 miliar pada tahun 2020. Peningkatan cadangan devisa didorong
oleh surplusnya neraca pembayaran, seiring dengan peningkatan surplus neraca
modal dan finansial yang menecapai USD34,9 miliar. Peningkatan surplus tersebut
didorong oleh peningkatan arus investasi langsung mencapai USD22,0 miliar.

21.

Menjaga Stabilitas
Makroekonomi dari Domestik
(Perubahan data dan narasi

pada Paragraf 1, Halaman
11.21)

Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang terkendali. Pada
tahun 2020, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang target yang ditetapkan,
yaitu sebesar 3,0+1 persen (yoy).

Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga vang terkendali. Pada
tahun 2020, tingkat inflasi diperkirakan mencapai 3,1 persen (yoy).

22.

Tingkat Pengangguran
Terbuka

(Perubahan data pada
Paragraf 1, Halaman 11.22)

Pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7
— 3,0 juta orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,8 —
5,1 persen.

Pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak
2,7 - 3,0 juta orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran
4,8 — 5,0 persen.

2.2 Kerangka Ekonomi Makro
2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

23.

1_2.2.3.1 Kebutuhan Investasi

Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kebutuhan investasi
yang diperlukan sekitar Rp6.006,1 - Rp6.024,0 triliun. Dari total kebutuhan
investasi tersebut, investasi pemerintah menyumbang sekitar 6,9 — 8,1 persen.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kebutuhan
investasi yang diperlukan sekitar Rp5.962,3 triliun. Dari total kebutuhan investasi
tersebut, investasi pemerintah menyumbang sekitar 6,2 persen. Selain dari
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(Perubahan data pada
Paragraf 4, Halaman [1.22)
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Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang
sekitar 8,7 - 9,3 persen, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sekitar 82,6 -
84,4 persen.
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pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sekitar 8,5
persen, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sekitar 85,4 persen,

24, Kebutuhan Investasi

(Perubahan data pada Tabel
2.8 Kebutuhan Investasi
Tahun 2020, Halaman [1.23)

' Share (Persen)
100,00

Total Kebutuhan Investasi

a. Investasi Pemerintah 6,9-8,1
b. Investasi BUMN 8,7-93
[+ Investasi Swasta B2,6 - 84,4

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Share (Persen)

Total Kebutuhan Investasi 100,0
a. Inwestasi Pemerintah 6,2
b, Investasi BUMN 8,5
c. Investasi Swasta 85,4

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2010

2.2 Kerangka Ekonomi Makro

2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

25, Sumber Pembiayaan
Investasi

(Perubahan data pada
Paragraf 1, Halaman 11.23)

Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber
pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 75,5 — 76,8 persen dari total pembiayaan
investasi.

Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber
pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 76,3 persen dari total pembiayaan
investasi.

Kebutuhan Investasi

(Perubahan data pada Tabel
2.9 Sumber Pembiayaan
Investasi Tahun 2020,
Halaman [1.23)

26.

_ Uraian
Kredit Perbankan

7.5-8.2

Penerbitan Saham 1,1

Penerbitan Obligasi 88-9,1
Dana Internal BUMN 58-6,1
Dana Internal Masyarakat 75,5-76,8

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Uraian

Krit Perbankan : . 7.8
Penerbitan Saham 1,1
Penerbitan Obligasi 9,2
Dana Internal BUMN 5,6

Dana Internal Masyarakal 76,3
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diclah), 2019
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2.3 Arah Pengembangan Wilayah
2.3.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

27, Sasaran Pertumbuhan
Ekonomi Wilayah (Dalam ' i : ! 1 i 3 e
Persen) (perubahan data Sumatera | i | 5 W B i || [RMEe ! s | b =/ e 28
pada Tabel 2.1, Halaman Jawa-Bali 5,6 5,7 : 5,7 5,8 [| | vawa-Bali 5,6 _ 5,7 5,6 5,4
11.24). Seharusnya Tabel 210 | FRGai Tt - | & oo B0 ume ) T ae s . o o e | Pifedeageee ot L g TR s e
Kalimantan 4,3 3,9 5,3 4.1 Kalimantan 4,3 39 5,6 6,4
Sulawesi 78 e | 6,5 ' 7,0 Sulawesi | 7,0 6.7 6,6 6,8
Ml ' 6,7 ' 6,8 4 6,0 ' 6,7 [ | Maluku i 6.7 6,8 ! 6,1 - 6,1
Papua | 4,5 7.0 | -14,7 6,0 Papua . 4.5 i 7.0 | -13,1 ? 6:0 X
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019, BPS, 2019 Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas [diolah), 2019; BPS, 2019
Keterangan: Angka tahun 2017 dan 2018 merupakan angka realisasi (BPS, diolah), Angka tahun Keterangan: Angka tahun 2017 dan 2018 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun
2019 adalah realisasi Triwulan 1 2019, y-o-y (BPS, diolah) 2019 adalah realisasi Triwulan 111 2019, e-to-c (BPS, diolah)
2.3 Arah Pengembangan Wilayah
2.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera
28. Target Pengembangan oy Wilayah L T ' ' 2020 | '-' L 2017 2018 2019

Wilayah Sumatera

. = : ‘ _ ! o
(perubahan data pada Tabel | Pertumbuhan Bkonomi (%) Lle, T 160 L N, L Lol B R S e il RSO S R OO T o) (S
2.2, Halaman 11.26). Persentase Penduduk Miskin (%) | 10,5 102 | o 9,2 Persentase Penduduk Miskin (%) | 108 | 10,2 a7 [ 9,2
Seharusnya Tabel 2.11 Pengangguran Terbuka (%) BT 4.9 49 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 52 | s 19 49

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2010 Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019
Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW I (y-o-y, BPS) Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW III (c-to-c, BPS)
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2.3 Arah Pengembangan Wilayah
2.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

29, Target Pengembangan

2017

2018 C 2018°

5.7

Wilayah Jawa-Bali ; | ;
{pet‘ubahim data pada Tabel LPE (%) | 5,6 8.7 Laju Pertumbuhan Ekonormi (%) 5,6

2.3, Halaman 11.28) Kemiskinan (%) 9,2 8,7 . B4 7.7 Persentase Penduduk Miskin (%) 9,2 8,7 8,4 _
Seharusnya Tabel 2.12 TPT (%) - | B9 G R Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 50 ol N (PR ORI

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019, BPS, 2019

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019, BPS, 2019
Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW III (c-to-c, BPS)

Keterangan: *) Angka realisasi (BPS);, **) Angka realisasi TW | (y-o-y, BPS)

2.3 Arah Pengembangan Wilayah
2.3.4 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

30. Target Pengembangan

[ aoar | oonm . dotp | oan

- Wilsyah

2,1

0,7

Wilayah Nusa Tenggara ; ; 5 et :
(perubahan data pada Tabel il e |3 ! £ 1 & B et S el | I ! a1 £SR  T
2.4, Halaman I1.29) Kemiskinan (%) | 183 | e | 17,7 | 158 Persentase Penduduk Miskin (%) | 183 179 | 177 15,8
! e — TR L T L LA A | W ik , | -0
Seharusnya Tabel 2.13 TPT (%) | 33 ' 33 e ) 3,0 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ! 33 33 l 3,2 3,0
Sumber; Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019, BPS, 2019 o

=0 i3 ; e P N . 1
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019

Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); ** Angka realisasi T'W | (v-0-y, BPB) Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW 111 (c-to-¢, BPS)

2.3 Arah Pengembangan Wilayah
2.3.5 Arah Pengembangan Wilayah Kalimantan
a1, Target Pengembangan Wilayah 2018° | 2019 2020 Wilagah | 2017 | 2018 acte 2020
Wilayah Kalimantan 1l f ; g
(perubahan data pada Tabel LPE (%) 4,3 39 || Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,3 3,9 |
2.5, Halaman 11.31) | Kemniskinan (%) 6,2 | 4,1 57 f 5,4 1| | Persentase Penduduk Miskin (%) |' 6,2 4,1
! - M t RCP— I, - : | - L. - - i 8 - - S—— Y — ———— -
Seharusnya Tabel 2.14 | TPT (%) | 5,0 | %8 470 4 4,5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,0 48 | 47 [ 4,5
_ Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 . —

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019-:, BPs, 2019
Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); *) Angka realisasi TW 1 (y-o-y, BPS)

Keterangan: *) Angka realisasi (BPS), **) Angka realisasi TW 111 (c-to-¢, BPS)
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2.3 Arah Pengembangan Wilayah
2.3.6 Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

32.

Target Pengembangan

data pada Tabel 2.6,
Halaman 11.33)

Seharusnya Tabel 2.15

2.3 Arah Pengembangan Wilayah

Wilayah Sulawesi (perubahan

2017

| LPE (%) i

|l 78 | sz
= T L i, ST e e T
| Kemiskinan (%) | 10,9 10,4
| TPT (%) 49 47

‘Sumber: Kementerian PPN /Bappenas [diolah), '2019;- BPS, 2019
Keterangan: *) Angka realisasi (BPS), **) Angka realisasi TW | (y-o-y, BPS)

6,5%
10,0
4,6

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

7,0 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 7.0 6,7 6,6
9.8 Persentase Penduduk Miskin (%) 10,9 10,4 10,0
4,6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.5 4.7 4,6

Sumber: Kementerian PPN fBappenas {riinlﬂ-h}, 201'(]; BPS, 2019
Keterangan: *) Angka realisasi (BPS), **) Angka realisasi TW Il (c-to-¢, BPS)

6,6
9,8
4,6

2.3.7 Arah

Pengembangan Wilayah Maluku

33.

Target Pengembangan
Wilayah Maluku (perubahan
data pada Tabel 2.7,
Halaman 11.34)

Seharusnya Tabel 2.16

2.3 Arah Pengembangan Wilayah

| LPE (%)

6,7 6,8
Kemiskinan (%) 13,4 13,3
. TPT (%) 7.6 6,2

‘Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019, BPS, 2019
Keterangan: *) Angka realisasi (BPS), *4 Angka realisasi TW | (y-o-y, BPS)

6,0%
13,0
5,9

i Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Persentase Penduduk Miskin (%)

; 5,7 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,6

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019, BPS, 2019
Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW 11 (c-to-c, BPS)

2.3.8 Arah Pengembangan Wilayah Papua

34.

Target Pengembangan
Wilayah Papua (perubahan
data pada Tabel 2.8,

LPE (%) | 4,5 i 7.0 -14,7% | : Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4.5 i 7,0 | -13,1~ 6,0
Halaman 11.36) Kemiskinan (%) 26,7 26,4 24,5 23,3 || Persentase Penduduk Miskin (%) . 26,7 26,4 B 24,5 23,3
Seharusnya Tabel 2.17 — : : : il . () } L | !
TPT (%) . 4,2 | as B | 3,2 | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 1,2 [ 3,8 3.7 ! 3,2
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2019 Sumber; Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019; BPS, 2010 —r ] -
Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); * Angka realisasi TW | (y-o-y, BPS) Keterangan: *) Angka realisasi (BPS); **) Angka realisasi TW 111 [c-to-c, BPS)
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2.4 Pendanaan Pembangunan
2.4.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga

35.

Pagu Belanja
Kementerian/Lembaga
(Perubahan data dan narasi
pada paragraf 2, Halaman
11.37)

Penyusunan Pagu Anggaran K/L untuk tahun 2020 mengacu pada pemenuhan
prioritas sebagaimana dijabarkan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas,
Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas RKP Tahun 2020. Pada tahun 2020, telah
dialokasikan melalui Belanja KL sebesar Rp. 337,3 Triliun untuk mendanai Prioritas
Nasional RKP 2020.

Tabel 2.10
Integrasi Pendanaan Alokasi Pada Prioritas Nasional

Belanja KL Tahun 2020

; Belanje KL
.. PRIORITAS NASIONAL . [Pagn Aoggeran)
Rp. Trillun
01 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kermiskinan 157,1
02 | Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah | 755 |
— i ot s e e IR el m— | ]
| 03 Niia_i Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan 24.4
= | Kerja |
| 04 | Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 43,7
[o}53 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 36,6

; : : 3 3373
Sumber: Surat Bersama (SB) Menteri [‘PNﬂicpa! [hnaacmci uanan ntang u
Anggaran K/L Tahun 2020, diolah

Keterangan:

1. Alokasi Pada Prioritas Nasional dirinei sampai dengan proyek di Kementerian/Lembaga,

2.  Alokasi Pada Prioritas Nasional bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran akan
dilakukan sampai dengan penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanasn
lainnya.

3. Rincian Integrasi Pendanaan Alokasi Pada Prioritas Nasional Belanja KL TA 2020 menjadi
bagian dari Suplemen RKFP 2020,

Pada APBN 2020, Pagu Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp.909,6 Triliun dengan
Belanja Operasional Rp. 301,4 Triliun dan Belanja Non Operasional Rp. 608,2
Triliun. Pemanfaatan Belanja K/L utamanya diarahkan pada pemenuhan
prioritas sebagaimana dijabarkan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas,
Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas RKP Tahun 2020.
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36.

Arah Kebijakan Dana
Transfer ke Daerah dan Dana
Desa

(Halaman 11.39)

1.

Mendorong peningkatan peran TKDD dalam mewujudkan pusat pertumbuhan
ekonomi daerah, mempercepat penyediaan infrastruktur publik, meningkatkan
konektivitas antar wilayah, memperkuat kualitas SDM, mendorong daya saing
di daerah melalui inovasi dan insentf yang mendukung iklim imvestasi, serta
meningkatkan produktivitas dunia usaha yang berorientasi ekspor;

Memperkuat pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai
kewenangan desentralisasi, antara lain melalui: (a) peningkatan kualitas
pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan; dan (b) penyempurnaan
formula DAU dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan
pelayanan publik di daerah;

Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung
implementasi kebijakan desentralisasi, antara lain melalui: (a) penguatan fokus
pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah
melalui pendidikan, kesehatan (termasuk pengentasan stunting), air minum,
sanitasi, perlindungan sosial serta infrastruktur daerah dan pelayanan publik
lainnya; (b) refocusing bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; serta
(c) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK Non Fisik
berdasarkan kinerja pelaksanaan,

Meningkatkan dan memperkuat pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID), Dana
Otonomi Khusus, Dana Tambahan dalam rangka Otsus (DTO), serta Dana
Keistimewaan D.l.Yogyakarta, antara lain melalui: (a) penyederhanaan dan
refocusing penentuan kategori/indikator penilaian DID vang lebih
mencerminkan kinerja pemerintah daerah, untuk mendukung pelaksanaan
program/kegiatan yang menjadi bagian dari tujuan dan prioritas nasional;
serta (b) peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas
pengelolaan Dana Otsus, DTO, dan Dana Keistimewaan DIY; serta

Memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain melalui: (a) penyempurnaan
formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata dan mendorong percepatan
pengentasan kemiskinan desa dan ketimpangan; dan (b) mengarahkan
penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa,

S
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Memperkuat pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalamm mendanai
kewenangan desentralisasi, antara lain melalui: (a) peningkatan kualitas
pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan; dan (b) penyempurnaan
formula DAU dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan
sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan publik di daerah; dan (c)
mendorong pengalokasian DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) sekurang
- kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur.

Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung
implementasi kebijakan desentralisasi dan menjaga ketercapaian output,
antara lain melalui: (a) penguatan fokus pemanfaatan DTK untuk
meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan,
kesehatan (termasuk pengentasan stunting), air minum, sanitasi,
perlindungan sosial serta infrastruktur daerah dan pelayanan publik
lainnya; (b) refocusing bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik;
serta (c) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK Non
Fisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian output; (iv) peningkatan
akurasi data sasaran dan biaya satuan DAK Nonfisik untuk meningkatkan
kualitas pengalokasian; dan (v) penguatan kebijakan afirmasi untuk
mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan pubik di daerah
dengn kriteria tertentu.

Meningkatkan dan memperkuat pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID),
Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan dalam rangka Otsus (DTQ), serta
Dana Keistimewaan D.l.Yogyakarta, antara lain melalui: (a) DID diarahkan
untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi bagian dari
tujuan dan prioritas nasional, kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah,
inovasi pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, peningkatan
kesejahteraan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan mandatory
spending, serta (b) peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan
efektivitas pengelolaan Dana Otsus, DTO, dan Dana Keistimewaan DIY; serta

Memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain melalui: (a)
penyempurnaan formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata dan
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mendorong percepatan pengentasan kemiskinan desa dan ketimpangan; dan
(b) mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan
publik di desa, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan
pembangunan antardesa.

2.4 Pendanaan Pembangunan
2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2.4.2.1 Dana Perimbangan

37,

Arah Kebijakan Dana Bagi
Hasil (DBH)

(Halaman 11.40)

meningkatkan pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan;
memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan kondisi kas negara
dan kas daerah;

menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen
percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar komitmen sesuai dengan
rencana penerimaan pajak dan SDA yang dibagihasilkan dan potensi daerah
penghasil;

meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH;
menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibagihasilkan ke daerah;

membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata
kepada seluruh kabupaten/kota;

menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan,
dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB
atas kabel bawah laut;

penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan Undang - Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai untuk mendanai: (a) Peningkatan
kualitas bahan baku; (b) Pembinaan industri; (¢) Pembinaan lingkungan sosial;
(d) Sosialisasi ketentuan di bidang ecukai; dan/atau (e) Pemberantasan barang
kena cukai ilegal, dengan prioritas Bidang Kesehatan untuk mendukung
Program JKN dalam Pembinaan Lingkungan Sosial sebesar minimal 50 persen;
mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari
semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil untuk
membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah
provinsi tersebut, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang
kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai dengan
kondisi keuangan negara;

menggunakan pagu triwulan IV (berdasarkan prognosis penerimaan negara)
untuk penyelesaian kurang bayar (KB) DBH tahun sebelumnya;
menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk
mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas
layanan kesehatan;

memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan, mendukung program perhutanan sosial, dan kegiatan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

memperkuat implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU (tidak
termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik, melalui
perbaikan mekanisme kepatuhan daerah; serta

mempercepat penyelesaian KB DBH yang memperhitungkan lebih bayar DBH
dalam roadmap tiga tahun (tahun pertama 2020] dengan memperhatikan
kondisi keuangan negara
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meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA Kehutanan-
Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA Dana
Reboisasi yang masih ada di kas daerah sampai d engan tahun 2016 yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan menyempurnakan peraturan
pelaksanaannya;

menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan
earmarked 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang
pendidikan;

mempertegas penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar 9 persen yang
merupakan bagian daerah untuk mendanai kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas daerah (block grant); serta

. memperkuat sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan

DBH yang penggunaannya sudah ditentukan.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
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38.

Arah Kebijakan Dana
Alokasi Umum (DAU)

(Halaman II. 41)

a. pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan

kepastian pendanaan bagi APBD mengingat sampai saat ini sebagian besar
sumber pendapatan daerah masih bergantung dari alokasi DAU;

penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar, bobot

variabel kebutuhan fiskal, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta

memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap
daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan
pembangunan dan pelayanan publik;

pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di
daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana, konektivitas
antardaerah, dan percepatan pembangunan antardaerah guna meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
penyediaan layanan publik di daerah,;

pengalokasian DAU untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah,
perbaikan dan peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan kualitas
SDM dan daya saing di daerah meliputi bantuan pendanaan untuk; i)
penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa, ii) Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK), dan iii) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); serta
penambahan peran DAU melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
efektif berupa pendanaan kelurahan serta pendanaan kecamatan untuk

a. pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk
memberikan kepastian pendanaan bagi APBD;

b. penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar,
bobot variabel kebutuhan fiskal, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta
memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap
daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan
pembangunan dan pelayanan publik;

c. memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU;

d. pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di
daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik,
konektivitas antardaerah,peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi
kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurangkurangnya 25
persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja
infrastruktur, disertai pengetatan kepatuhan berupa pengenaan sanksi atas
ketidakpatuhan penyampaian laporan dan pemenuhan alokasi minimal DTU
untuk infrastruktur tersebut;

e. mendukung kebijakan bantuan pendanaan bagi daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif melalui penambahan
peran DAU berupa: (a) DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan; (b)
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kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap anggaran Dana Desa dan DAU DAU Tambahan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala
tambahan bantuan pendanaan kelurahan. desa dan perangkat desa; dan (¢) DAU Tambahan bantuan pendanaan untuk
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
39. Arah Kebijakan Dana Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran | Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana vang dialokasikan dalam APBN kepada

Alokasi Khusus (DAK) Fisik
(Halaman 11.42)

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional. DAK fisik mendorong percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang
terkait dengan pelayanan dasar dan tematik sesuai dengan Prioritas Nasional.
Untuk tahun 2020, DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu DAK Reguler, DAK
Penugasan dan DAK Afirmasi.

daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga
ketercapaian output, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar
publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pencapaian
prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan
dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan
publik antardaerah. Untuk tahun 2020, DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu
DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi.

Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2020 antara lain yaitu:

a.  DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras
dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan
infrastruktur pelayanan publik;

b.  menerapkan konvergensi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik dan
Dana Desa untuk kegiatan penanganan stunting, serta program Indonesia
bersih dan sehat (air minum, sanitasi, dan kesehatan);

c.  memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK
Fisik;

d. meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

e. memperkuat kebijakan afirmasi utamanya infrastruktur konektivitas daerah
tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau keeil
terluar, percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
serta

melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa
bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan dalam rangka mendukung
pencapaian prioritas nasional.
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Subbidang, dan Menu
Kegiatan DAK Fisik Tahun
2020

DAK Afirmasi bidang
Perumahan dan Permukiman

(Halaman I1.45)
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Bidang DAK dan Arah
Hobijukan
Perumahan dan

- Permukiman

Meningkatkan kualitas
hidup masyarakal melalui
penyediaan perumahan

. dan permukiman layak di

kawasan permukiman
kumuh yang mermniliki SK
Kawasan Kumuh serta
mendukung pelayanan

dasar daerah

kabupaten/kota pada SPM
Perumahan Rakyat

(2)

(4)

()

Menn Hegiatan
Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara
swadaya di kawasan
permukiman kumuh, sebagai pengganti rurmah rusak
total atau di atas kavling tanah matang untuk
memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a)
kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap,
dinding dan lantai; ¢) akses air minum
layak; serta d) akses sanitasi layak.
Bantuan peningkatan kualitas rumah
secara swadaya di kawasan permukiman kurmuh,
dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk
memenuhi keemnpat indikator kelayakan rumah: a)
kecukupan
luas tempat tinggal, b) jenis bahan atap, dinding dan
lantai; ¢) akses air minum layak; serta d) akses sanitasi
layak, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas
berupa tanah,
Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara
swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program
pemerintah dacrah kabupaten /kota, sebagai pengganti
rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang
untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah:
a) kecukupan luas tempat tinggal, b) jenis bahan atap,
dinding dan lantai; ¢} akses air minum layak, serta d)
akses sanitasi layak,
Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara
swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, sebagai
pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah
matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan
rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan
atap,
dinding dan lantai; ¢) akses air minum
layak; serta d) akses sanitasi layak,
Bantuan peningkatan kualitas rumah
secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana,
dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk
memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a)
kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap,
dinding dan lantai; ¢) akses air minum layak; serta d)
akses sanitasi layak,

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Bidang DAK dan Arab
Hebijakan

Perumahan dan
Permukiman
Meningkatkan kualitas
hidup masyarakat melalui
penyediaan perumahan
dan permukiman beserta
PSU layak di permukiman
kumuh yang termasuk
dalam SK Direktur

| Jenderal Cipta Karya

Nomor
110/KPTS/DC/2016
lentang Penetapan Lokasi
Program Kota Tanpa
Kumuh dan/fatau memiliki
SK Kawasan Kumuh serta
mendukung pelayanan
dasar daerah
kabupaten/kota pada SFM
Perumahan Rakyat.

@

(4

(5)

TAHUN 2020

. Menu Kegistun

Bantuan pembangunan baru rumah layak huni bagi
rumah tangga yang membangun rumah secara '
gwadaya di kawasan permukiman kumuh di atas
kavling tanah matang untuk memenuhi indikator
kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan
terutama struktur atap, lantai, dinding; b) kesehatan
terutama akses air minum dan sanitasi layak; c)
kecukupan luas tempat tinggal.

Bantuan peningkatan kualitas rurmah layak huni
bagi rumah tangga yang memperbaiki rumah secara
swadaya di kawasan permukiman kumuh di atas
kavling tanah matang untuk memenuhi indikator
kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan
terutama struktur atap, lantai, dinding, b) kesehatan
terutarna akses air minum dan sanitasi layak; ¢}
kecukupan luas tempat tinggal, diprioritaskan untuk
rumah dengan lantai terluas berupa tanah,

Bantuan pembangunan baru rumah layak huni bagi
rumah tangga yang terkena relokasi program
pemerintah daerah kabupaten/kota terkait
penanganan permukiman kumuh dan/ atau ilegal
vang memperbaiki rumah secara swadaya di atas
kavling tanah matang untuk memenuhi indikator
kelayakan rumah: a) keselamatan bangunan
terutama struktur atap, lantai, dinding; b) keschatan
terutama akses air minum dan sanitasi layak; c)
kecukupan luas tempat tinggal.

Bantuan pembangunan baru rumah layak huni bagi
rumah tangga terdampak bencana yang membangun
rumah secara swadaya di atas kavling tanah matang
untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a)
keselamatan bangunan terutama struktur atap,
lantai, dinding, b) kesehatan terutama akses air
minum dan sanitasi layak; ¢) kecukupan luas tempat
tinggal.

Bantuan peningkatan kualitas rumah layak huni
bagi rumah tangga terdampak bencana yang
memperbaiki rumah secara swadaya untuk
memenuhi indikator kelayakan rumah: a)
keselamatan bangunan terutama struktur atap,
lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air
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i

Tabel 2.19 Bidang,
Subbidang, dan Menu

Kegiatan DAK Fisik Tahun

2020
DAK Afirmasi bidang

Perumahan dan Permukiman

(Halaman 11.47)

Sumber: Kementerian i‘I’N,’F?a]![mrma'[rliugﬁ,_‘.—!{]](_!

1 3 i i

Perumahan dan

| hidup masyarakat melalui

penyediaan perumahan
dan permukiman (beserta
PSU]) layak di daerah
tertinggal, pulaupulau
kecil terluar, dacrah
perbatasan negara, seria
Frovinsi Papua dan Papua
Baral.

diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas
berupa tanah,

(6] Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk
peremajaan kawasan kumuh danfatau permukiman
kembali masyarakat pada permukiman ilegal, baik
secara in situ maupun relokasi.

Subbidang Penyedinan Rumah Swadaya

(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara
swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara
swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di
atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat
indikator kelayakan rumah: a)
kecukupan luas ternpat tinggal; b) jenis bahan atap,
dinding dan lantai; ¢) akses air minum layak; serta d)
akses sanitasi layak.

(2)  Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya,
dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk
memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a)
kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap,
dinding cdlan lantai; ¢) akses air minum layak; serta d)
akses sanitasi layak,

(3)  diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas
berupa tanah,

(4) Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi
kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan
rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan
melalui DAK Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun
2019).

Subbidang Pembangunan Rumah Khusus
Pembangunan rumah khusus, untuk rumah ASN, tenaga
pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan
Papua Barat

‘Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

3

Bidang DAK dan Arah

Kebijakan
Perumahan dan
Permukiman
Meningkatkan kualitas
hidup masyvarakat melalui
penyediaan perumahan
dan permukiman beserta
FSU layak dalam rangka
pencegahan kumuh di
daerah tertinggal, pulau-

o pulau kecil terluar, daerah

perbatasan negara, serta
Provinsi Papua dan Papua
Barat,

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas .({'I.iol.f.%' hj, 2019

TAHUN 2020

minum dan sanitasi layalk; ¢) kecukupan luas tempat
tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai
| terluas berupa tanah,

(6) Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk
peremajaan kawasan kurnuh dan/atau permukiman
kembali masyarakat pada permukiman illegal, baik
secara insitu maupun relokasi,

Sumlx:lr: Kementerian Pl ’N,’Bappcnaa.[d iolah), 2019

Menu Kegiutan

Subbidang Penyediaan Rumah Swadays

(1) Bantuan pembangunan baru rumah layak huni
secara swadaya di atas kavling tanah matang untuk
memenuhi indikator kelayakan rumah: a)
keselamatan bangunan terutama struktur atap,
lantai, dinding;, b) kesehatan terutama akses air
minum dan sanitasi layak; c) kecukupan luas tempat
tinggal.

(2)  Bantuan peningkatan kualitas rumah secara
swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak
huni untuk memenuhi indikator kelayakan rumah: a)
keselamatan bangunan terutama struktur atap,
lantai, dinding; b) kesehatan terutama akses air
minum dan sanitasi layak, ¢) kecukupan luas tempat
tinggal, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai
terluas berupa tanah,

(3)  Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan,

bagi kab/kota yang telah melaksanakan

pembangunan rumah swadaya secara berkelompok

dalam 1 hamparan melalui DAK Afirmasi pada tahun

sebelummnya (tahun 2019),

Subbidang Pembangunan Rumah Khusus
Pembangunan rumah khusus, beserta PSU skala rumah
yang layak di daerah tertinggal, pulau - pulau kecil
terluar, dacrah perbatasan negara untuk rumah ASN,
tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua

| dan Papua Barat dengan tipe 36,
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Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang
merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan kepada daerah untuk
mendukung operasional layanan publik yang merupakan urusan daerah dan
dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan,
antara lain: (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus
Guru PNSD di Daerah Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (5)
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (8)
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan; (10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan
Menengah (P2UKM); (11) Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); (12)
Dana Pelayanan Kepariwisataan; serta (13) Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah
aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih berkualitas,
maka tahun 2020 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan
DAK Nonfisik, antara lain melalui:

a. pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan
jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di
bidang pendidikan dan kesehatan;

b. penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran
penerima dan unit cost,

c. pengalokasian berdasarkan peningkatan kualitas kinerja;
penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja untuk seluruh jenis

DAK Nonfisik dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta
upaya mengurangi SiLPA DAK Nonfisik di daerah;

e. mendorong pemanfaatan DAK non fisik untuk peningkatan kualitas SDM,
daya saing darah dan penguatan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan
kuantitas dan kualitas layanan publik; serta

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik

yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah

sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas
masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas, antara lain:
(1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus Guru PNSD di
Daerah Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (5) Tunjangan
Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (8) Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
(10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM];
(11) Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); (12) Dana Pelayanan
Kepariwisataan; serta (13) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum
dan Taman Budaya.

Arah kebijakan umum DAK Nenfisik tahun 2020 yaitu:

a. mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan
nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya;

b. mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan
mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan
kesehatan melalui pengalokasian berbasis output;

c. melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran berdasarkan
kinerja pelaksanaan dan capaian output;

d.  menyempurnakan unit cost dan data sasaran yang mencerminkan
kebutuhan riil daerah;

e. memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan
kuantitas dan kualitas layanan publik;

£ menambah menu kegiatan pengawasan makanan dan sarana
pelayanan kefarmasian pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan; serta
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f. mendorong pemanfaatan media teknologi informasi untuk peningkatan

output layanan dan efisiensi biaya layanan.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

memperkuat peran K/L teknis dalam melaksanakan monitoring
evaluasi dan memantau capaian output pelaksanaan di daerah serta
melihat dampaknya terhadap capaian outcome di daerah.

2.4 Peadanaan Pembangunan
2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2.4.2.2 Dana Insentif Daerah

43.

Arah Kebijakan Dana Insentif
Daerah (DID)

(Halaman [1.56)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian
dan perbaikan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum
pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun

arah kebijakan DID adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD untuk
peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan
program/kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan dan prioritas nasional,
kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan pembiayaan kreatif, kualitas
belanja daerah, inovasi dan keunggulan daerah, kualitas pelayanan
masyarakat, kesejahteraan, kemudahan investasi dan kegiatan ekspor,
kualitas pengelolaan lingkungan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan
mandatory spending dan pelaporan; dan

2. Penyederhanaan dan pengjaman formula pengalokasian DID yang lebih

mencerminkan prestasi dan kinerja daerah.

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana vang dialokasikan dalam APBN

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas
pencapaian dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah,
pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan

masyarakat. Adapun arah kebijakan DID adalah sebagai berikut:
1. memperkuat peran insentif untuk memperbaiki pengelolaan TKDD;
2. mendukung kebijakan dan prioritas nasional,

3. penyederhanaan dan refocusing kategori/indikator yang lebih
mencerminkan kinerja pemerintah daerah;

4. mendorong inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan kepada
masyarakat;

5. mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekspor;

6. mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif
(creative financing);

7. mendorong peningkatan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah;

8. mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama
untuk mendukung pengurangan sampah plastik.
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2.4 Pendanaan Pembangunan
2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2.4.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta
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a4, Arah Kebijakan Dana Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat
Otonomi Khusus dan diberikan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana
Keistimewaan D.l.Yogyakarta | telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Otsus Papua
(Halaman 11.56) dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk mendanai bidang kesehatan dan
pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana
Tambahan Otonomi Khusus (DTO) yang terutama ditujukan untuk pembiayaan
pembangunan infrastruktur transportasi,

Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang
terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus adalah:

1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Otsus
Papua, Papua Barat, dan Aceh serta DTO Papua dan Papua Barat dalam
pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang di daerah;

2. mendorong pemanfaatan Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dengan fokus dan prioritas untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;

3. meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja
pelaksanaan;

4. meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional
melalui pembahasan usulan dengan kementerian /lembaga terkait;

5. mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah
secara akuntabel dan transparan;

6. memperkuat monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui sinergi dengan
kementerian /lembaga terkait secara berkelanjutan;

7. memperkuat peran APIP dalam penyusunan ]apora.n penyaluran; serta

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat
diberikan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomeor 35 Tahun 2008, tentang Otsus
Papua dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk mendanai bidang
kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat
juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang terutama ditujukan
untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan Dana Otenomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, vang
terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan
pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus adalah:

1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran;

2. mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan;

3. meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja
pelaksanaan;

4.  memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait;

5. meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional

melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait;

6. memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan

7.  memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran
APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun
2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain
wewenang yang ditentukan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah, yaitu:
(1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan
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8. mempersiapkan exit strateqy terhadap implementasi Dana Otsus Papua dan

Papua Barat yang akan berakhir pada tahun 2021.

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun
2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain
wewenang vang ditentukan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah, yaitu:
(1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan
Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan;
dan (5) tata ruang.

Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan DIY adalah:

1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan
Keistimewaan DIY;

Dana

2. meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; serta

mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah

daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.
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Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4)
pertanahan; dan (5) tata ruang.

Arah kebijjakan untuk Dana Keistimewaan DIY adalah:

1. meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana
Keistimewaan DIY;

2. meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi, serta

mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah
daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

2.4 Pendanaan Pembangunan
2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2.4.2.4 Dana Desa

45.

Arah Kebijakan Dana Desa
(Halaman 11.57)

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan sejalan dengan prioritas
nasional dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Penggunaan Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah
desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan
kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas
Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana Desa ditetapkan
sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap
sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan
negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah sebagai
berikut.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan sejalan dengan
prioritas nasional dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku. Penggunaan Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil
keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang
RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa mengacu
pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan
Desa. Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke
Daerah (on top) secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan
sesuai dengan kemampuan negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah
sebagai berikut.




NO

PERIHAL

ii.

iii.

iv.

V.

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Dana Desa berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional pembangunan
Desa, mempercepat pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;

Mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui
penyempurnaan kebijakan pengalokasian dana desa terutama penyesuaian
bobot alokasi dasar dan alokasi formula, serta pemberian afirmasi secara
proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal;
Penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana Desa juga akan dilakukan
dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, serta fokus pada
upaya:

(1)
()
(3)
(4)

(5)

pencapaian sasaran nasional pembangunan desa;
percepatan penanggulangan kemiskinan;
pengembangan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;

peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik di
desa, termasuk pada pusat pertumbuhan terpadu antar desa yang
dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa; serta

afirmasi pada desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin
tinggi; dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik desa.

Menyederhanakan regulasi administratif terkait Desa,

Menyempurnakan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa sesuai daftar
Kewenangan Desa untuk mendanai:

(1)

(2)

Bidang pembangunan desa yang lebih diarahkan untuk menciptakan
lapangan kerja bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah
menganggur, dan kepala keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita
melalui skema swakelola dan padat karya tunai, juga termasuk
penanganan bencana dan moral hazard di Desa serta pemenuhan sarana
prasarana permukiman (air minum dan sanitasi) dan pelayanan dasar
baik kesehatan dan Pendidikan;

Bidang pemberdayaan masyarakat desa yang diarahkan untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat desa termasuk komunitas adat
terpencil melalui perhutanan sosial, pengembangan potensi ekonomi lokal
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menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan
pemerataan dan keadilan; memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan
desa sangat tertinggal serta kemiskinan; dan memperhatikan kinerja desa
dalam pengelolaan anggaran Dana Desa;

meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan
masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa;

memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan
aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan
sistem pengawasan;

meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga
pendamping;

mengoptimalkan peran pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam
pengelolaan Dana Desa; dan (vi)

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui
penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja
penyaluran.
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desa dan kawasan perdesaan yang dapat berupa kegiatan ekonomi kreatif
desa, pemberdayaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama;

(3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa; serta
(4) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

Dana desa dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan kawasan
perdesaan terutama pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa
yang dilaksanakan  melalui mekanisme  kerjasama  antar  desa,
Program /kegiatan yang dapat dibiayai adalah program/kegiatan yang telah
tercantum dalam dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan;
Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan
penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan
dan capaian output,

Meningkatkan upaya pemerintah dalam Perencanaan Partisipatif desa dan
Swakelola desa melalui pendampingan, pelatihan dan pembinaan pada aparat
dan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah;

Memperkuat supervisi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan serta
pengawasan Dana Desa agar Desa menggunakan Dana Desanya sesuai
prioritas penggunaan Dana Desa;

Meningkatkan kesiapan kelembagaan pengelola Dana Desa, kapasitas
perangkat desa, serta tenaga pendamping; serta

Meningkatkan upaya koordinasi dan sinergi lintas pusat dan daerah baik dari
sisi regulasi maupun fasilitasi salah satunya dengan meningkatkan
penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi desa:

a. Penggunaan Dana Desa perlu mempertahankan kearifan lokal,
menumbuhkan gotong royong dan meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat Desa serta mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan;

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilaksanakan secara swakelola, padat karya tunai dengan
mengikutsertakan masyarakat desa vang miskin, menganggur, setengah
menganggur, dan kepala keluarga yang memiliki ibu hamil dan atau balita
sebagai upaya mendukung pencegahan stunting;
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c. Penggunaan Dana Desa tetap mengacu pada Prioritas Nasional dan
Prioritas Daerah, Potensi Desa (SDM, SDA, Aset Desa), Kebutuhan dan
Permasalahan Desa, Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik dan sesuai
dengan Kewenangan Desa; serta

Sinergi pembinaan dan pengawasan baik pusat dan daerah untuk peningkatan
kualitas penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah
kabupaten/kota melaksanakan fungsi pembinaan dengan dikoordinasikan oleh
Bappeda.
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2.4 Pendanaan Pembangunan

2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan PINA)

46. Judul subbab
(Halaman 11.59)

2.4.3  Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan PINA)

2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan Pembiayaan
Kreatif)

47. Paragraf 1 dan 2
(Halaman 11.59)

Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang
tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Indonesia membutuhkan
dana investasi aspek pendanaan, untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut,
pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD diperkirakan hanya dapat memenuhi
kebutuhan pendanaan sekitar 86,1 persen dari kebutuhan total investasi.
Sementara pendanaan sekitar 13,9 persen diperoleh dari tarif pengguna (user fees).

Sementara itu, dari aspek pembiayaan target investasi infrastruktur tersebut dapat
dipenuhi oleh anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD sebesar 52,5 persen.
Sementara melalui pembiayaan oleh swasta baik dari swasta murni maupun
mengkombinasikan anggaran pemerintah dan swasta melalui skema KPBU maupun
dari sumber nonanggaran pemerintah melalui skema Pembiayaan Kreatif sebesar
42,6 persen dan melalui dana BUMN sebesar 4,9 persen,

Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur
yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Indonesia
membutuhkan dana investasi untuk memenuhi kebutuhan investasi dan
mencapai target stok infrastruktur hingga 50 persen. Dana yang dibutuhkan
berkisar lebih dari 6400 Trilliun Rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan investasi
tersebut, dapat dipenuhi melalui anggaran APBN dan APBD serta pemerolehan
dari tarif pengguna (user fees).

Sementara itu, dari aspek pembiayaan target investasi infrastruktur tersebut
dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah melalui APBN/D, BUMN/D dan
Swasta. Sementara melalui pembiayaan oleh swasta bak dari swasta murni
maupun mengkombinasikan anggaran pemerintah dan swasta melalui skema
KPBU maupun dari sumber nonanggaran pemerintah melalui skema
Pembiayaan Kreatif.

2.4 Pendanaan Pembangunan

2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan PINA)
2.4.3.2 Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)
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Kerangka Kebijakan
Pendanaan Infrastruktur

(Halaman 11.63)
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1. Kebijakan Tarif

Dalam meningkatkan kapasitas pendanaan, pemerintah dapat meningkatkan
tingkat tarif untuk menambah kapasitas penerimaan dalam menutup kesenjangan
pendanaan untuk infrastruktur. Reformasi tarif dapat meningkatkan kemampuan
dan minat sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur.
Peningkatan tingkat tarif akan memberi tambahan pendanaan yang tersedia untuk
investasi infrastruktur melalui user fees.
2. Kebijakan Anggaran Pemerintah
a. Peningkatan Kapasitas Fiskal
Peningkatan kapasitas fiskal dilakukan melalui reformasi pajak oleh
pemerintah pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peningkatan kapasitas fiskal diharapkan dapat menutup kesenjangan
pendanaan pemerintah.
a. Realokasi Anggaran Belanja Pemerintah
Realokasi anggaran belanja pemerintah diharapkan dapat menambah
sumber pendanaan dan menutup kesenjangan dalam pendanaan investasi
infrastruktur. Kebijakan realokasi anggaran belanja pemerintah di
antaranya:
i. Realokasi belanja subsidi pemerintah;
ii. Realokasi belanja antar waktu KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha dalam skema availabilty payment); serta

iii. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

1. Kebijakan Tarif
Dalam meningkatkan kapasitas pendanaan, pemerintah dapat meningkatkan
tingkat tarif untuk menambah kapasitas penerimaan dalam menutup
kesenjangan pendanaan untuk infrastruktur. Reformasi tarif dapat
meningkatkan kemampuan dan minat sektor swasta untuk berinvestasi dalam
proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan tingkat tarif akan memberi tambahan
pendanaan yang tersedia untuk investasi infrastruktur melalui user fees.

2. Kebijakan Anggaran Pemerintah
a. Peningkatan Kapasitas Fiskal
Peningkatan kapasitas fiskal dilakukan melalui reformasi pajak oleh
pemerintah pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Peningkatan kapasitas fiskal diharapkan dapat menutup kesenjangan
pendanaan pemerintah.
a. Realokasi Anggaran Belanja Pemerintah
Realokasi anggaran belanja pemerintah diharapkan dapat menambah
sumber pendanaan dan menutup kesenjangan dalam pendanaan
investasi infrastruktur. Kebijakan realokasi anggaran belanja
pemerintah di antaranya:
i.  Realokasi belanja subsidi pemerintah;
ii.  Realokasi belanja antar waktu KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha dalam skema availabilty payment); serta
iii.  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Kebijakan Optimasi Pemanfaatan Aset Pemerintah
Optimasi pemanfaatan aset Pemerintah dapat dilakukan untuk menambah
sumber pendanaan pemerintah. Aset-aset Pemerintah dapat dimanfaatkan
untuk menjadi sumber pendanaan dengan memanfaatkan skema yang
tercantum pada dengan PP No. 27 tahun 2014.

49,

Kata PINA di halaman 11.59,
.61, 1.62, 11.63

PINA

Pembiayaan Kreatif
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BAB 3. TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN
3.3 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2020
50. Pendekatan baru dalam 1. Dalam lima tahun terakhir, PN dan Program Prioritas (PP) di dalam RKP selalu 1. Dalam lima tahun terakhir, PN dan Program Prioritas (PP) di dalam RKP
penyusunan RKP Tahun berubah baik jumlah maupun nomenklaturnya Padahal, merujuk pada selalu berubah baik jumlah maupun nomenklaturnya. Padahal, merujuk
2020 dan RKP-RKP Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP adalah pada Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP
selanjutnya pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya
(Perubahan pada Poin 1 perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan melacak perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya
pada halaman 111.3) ' sasaran PN secara konsisten. Untuk itu, maka PN dan PP RKP ditetapkan tetap pembiayaan sasaran PN secara konsisten. Untuk itu, maka PN dan PP RKP
selama satu periode pelaksanaan RPJMN, meski Kegiatan Prioritas (KP) dapat ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN, meski Kegiatan
berubah seiring kebutuhan. Prioritas (KFP) dapat berubah seiring kebutuhan. Ketetapan ini tidak berlaku
pada RKP 2020 karena merupakan RKP transisi yang telah lebih dulu
dibahas bersama dan disetujui oleh DPR-RI pada saat rancangan
teknokratik RPJMN 2020-2024 tengah disusun.
3.4 Sasaran Pembangunan
51 | Tabel3.1 s i T N EE et e i 5
Indikator Pembangunan Pertumbuhan ekonomi (%) 52-55 Pertumbuhan ekonomi (%)  5,2-55
Tahun 2020 Tingkat pengangguran terbuka (%) ' 48-35,1 Tingkat pengangguran terbuka (%) 48-50
{Perubahan pada Tingkat .
Pengangguran Terbuka, pada Angka kemiskinan (%) 8,5-9,0 Angka kemniskinan (%) 8,5-9,0
halaman I1.4) Rasio gini (indcks) 0,375 - 0,380 Rasio gini (indeks) ' 0,375 - 0,380
Indeks pembangunan manusia (1PM) 72,51 Indeks pembangunan manusia (IPM) ' 72,51
Sumber: Kementerian PPNBappenas (diclah), 2019 Sumber: Kementerian PPNBappenas (diolah), 2019
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BAB 4. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
4.1.1 Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

52.

Sasaran dan Indikator KP
Kesejahteraan Sosial dari PP
Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan

(Perubahan data pada Tabel
4.3 Sasaran dan Indikator KP
Kesejahteraan Sosial dari PP
Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan, Poin
3.g, Halaman IV.6)

3.g. Jumlah keluarga Komunitas Adat yang memperoleh pemberdayaan sebanyak
2.500 kepala keluarga

3.g. Jumlah keluarga Komunitas Adat yang memperoleh pemberdayaan
sebanyak 2.667 kepala keluarga

53.

Sasaran dan Indikator KP
Penguatan Sistem Layanan
Terpadu dan Pendampingan
dari PP Perlindungan Sosial
dan Tata Kelola
Kependudukan

(Perubahan data pada Tabel
4.3 Sasaran dan Indikator KP
Penguatan Sistem Layanan
Terpadu dan Pendampingan
dari PP Perlindungan Sosial
dan Tata Kelola
Kependudukan, Poin 4.b,
4.d, 4.g, 4. h Halaman IV.6-
1V.7)

4.b. Jumlah daerah yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu sebanyak 180 kabupaten/kota

4.b. Jumlah daerah yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu sebanyak 220 kabupaten/kota

4.d. Jumlah pendamping yang memperoleh Pelatihan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga sebanyak 15.000 pendamping

4.d. Jumlah pendamping yang memperoleh Pelatihan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga sebanyak 12.000 pendamping

4.g. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan profesinya sebanyak
30.000 pendamping

4.g. Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang telah dibina/dikembangkan
profesinya sebanyak 27.695 orang

4.h, Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi sebanyak 3.000
lembaga

4.h. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi sebanyak 5.000
lembaga
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

54. Kerangka Regulasi, PP 2. KP Kesejahteraan Seosial: penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang | 2. KP Kesejahteraan Sosial: penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah
Perlindungan Sosial dan Tata | Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan serta peraturan perundangan lainnya | tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Aksesibilitas terhadap
Kelola Kependudukan, KP baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang | Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan Bencana bagi Penyandang
Kesejahteraan Sosial, merupakan aturan turunan/pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 | Disabilitas serta peraturan perundangan lainnya bailk Peraturan Pemerintah,
Halaman V.33 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri vang merupakan aturan
turunan /pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas.
55, Perubahan target 2.g. Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi sebanyak 536.763 orang. K/L | 2.g. Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi sebanyak 365.380 orang.

mahasiswa

penerima bantuan Bidikmisi
dan K/L Pelaksana pada
Tabel 4.3 Sasaran dan
Indikator KP dari PP

(Halaman 1V.5)

Pelaksana: Kemenristekdikti; Kemenag

K/L Pelaksana: Kemendikbud; Kemenag

4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
4.1.2 Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

56.

Tabel 4.4

Sasaran dan Indikator PP
Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan

a. Capaian indikator
tahun 2017-2018 dan
Target 2020

b. Sumber data

(Halaman IV.9 - IV.10)

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017~ 2018« 20194 2020m
s [ Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi
masyarakat
Prevalensi stunting/ pendek Persen NJA < 30810 24,84 27,10
dan sangat pendek pada
balita
Angka kelahiran Per wanita 2,28 2,13 2,11 2,10
lotal (Total Fertility usia subur
Rate/TFR) (15-49
tahun)
Angka prevalensi Persen 57,209 N/A « 61,36 61,78

pemakaian kontrasepsi
modern (Contraceptive
Prevalence Rate] mCPR)

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017% 2018~ 20194 20200
; 41 Meningkatnya status keschatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi
masyarakat
Prevalensi stunting/ Persen N/A 30,81 N/A A 27,10
pendek dan sangat
pendek pada balita
Angka kelahiran total Per wanita 2,40 6 2,387 2,28 2,26
[Total Fertility Rate/TFR) usia subur
(15-49
tahun)
Prevalensi pemakaian Persen 57,200 570 61,36 61,78

kontrasepsi modern
(Contraceptive Prevalence
Rate/ mCPR)
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Kebutuhan ber-KB yang Persen 10,600 NA A 9,00 8,60
tidak terpenuhi (Unmet
Need)

2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular
Persentase merokok Persen N/A 9,10 N/A < 9,1
penduduk usia 10-18 tahun
Jumlah kabupaten Kabupaten / 272 285 300 315
kota yang mencapai Kota

eliminasi malaria

3 Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan
berkualitas

Persentase [asilitas Persen 26 4 44 A 239 60
kesehatan tingkat pertama

terakreditasi

Persentase rumah sakit Persen 534 602 TO4 75
terakreditasi

Persentase obat yang Persen N/A 4 80,99 a41 B2.8

memenuhi syarat
Persentase makanan yvang Persen N/A @ 719 ap,1 9 74

memenuhi syarat

Sumber: 1) Risel Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018, 2) Laporan Kementerian Keschatan, 2018, 3)
Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis - Kemenkes, 2017, 4) Riset Tenaga Kesehatan, 2017,
5) Laporan Badan POM, 2018; 6) Survei Demograli dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2017,

Keterangan: * Realisasi; **) Target

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020
Kebutuhan ber-KB yang Persen 10,608 12,407 9,00 8,60
tidak terpenuhi (Unmet
Need)

2, Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular
Persentase merokok Persen N/A @ 9,11 NfA e 9,10
penduduk usia 10-18
tahun
Jumlah kabupaten/ Kabupaten/ 2723 2852 300 2 325
kota yang mencapai Kota
eliminasi malaria

3. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan
berkualitas
Persentase fasilitas Persen 264 402 534 65

kesehatan lingkat
pertama terakreditasi

Persentase rumah sakit Persen 534 632 TO 4 80
terakreditasi
Persentase obat vang Persen N/A & 80,9 3 a4 0 80,8

memenuhi syarat

Persenlase makanan vang Persen NfA 4 713 a0,1 0 76
memenuhi syaral

Sumber: 1) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 2) Laporan Kementerian Kesehatan, 2018,
3) Global TB Report, 2017, 4) Riset Tenaga Kesehatan, 2017; 5) Laporan Badan POM (dengan
metode lama), 2018, 6) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2017, 7) Survei Kinerja
Akuntabilitas Program BKKBN (2018-2019).

Keterangan: * Realisasi; **) Target

S57.

Gambar 4.6

Kerangka PP Peningkatan
Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan

(Halaman IV.11)

KP 4: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

KP 4: Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
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58. Keterangan Kerangka
(Halaman IV.11)
59, Tabel 4.5 Sasaran dan

Indikator KP dari PP
Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan

a. Indikator, target,
satuan, dan lokasi

b. Sumber datae
(Halaman IV.11 - IV.13)

No.  Keglutan Prioritas

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui 5 (lima)
KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.6, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak, Keluarga Berencana [(KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan
Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4) Penguatan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan Sistem Kesehatan
dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran/ R
Indikator Tarcot Setun

1. Peningkatan Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan

Kesehatan Ibu, Anak, reproduksi

Keluarga Berencana

(KB}, dan Kesehatan

Reproduksi
Persentase 856 Persen 34 Provingi Kemenkes
kunjungan
neonatal

3. Peningkatan
Pengendalian
Fenyakit

Meningkatnya pengendalian penyakit

Cakupan 80 34 Provinsi Kemenkes
penernuan dan

pengobatan TBC

(TBC treatment

coverage)

Jumlah 52 Kabupaten/ N/A
kabupaten/ Kata

kota yang

memiliki

cakupan deteksi

dini faktor

resiko PTM

minimal B0%

Persen

Pekerja yang 3,000 Pekerja Pusat Kemenalker

mendapat-kan
pening-katan

Lokasl  K/L Peluksuun |

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui 5 (lima)
KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.6, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anals, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan
Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4)
Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan
Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Chaeeeny ; S ea
Todthacoy . TORSE. Rutaan o

Nc?.. _kegtst@: Prioritas | Batanaiia

1. Peningkatan Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan
Kesehatan Ibu, Anak, reproduksi
Keluarga Berencana
(KB}, dan Kesehatan
Reproduksi

Cakupan 26 Persen 34 Provinsi Kemenkes
kunjungan

neonatal

3.  Peningkatan
Pengendalian
Penyalkit

Meningkatnya pengendalian penyakit

Persentase a0 Persen 34 Provinsi Kemenkes
angka

keberhasilan

pengobatan TBC

(TBC Success

Rate)

Jumlah 52 Kabupaten/ 52 |
kabupaten/ kota Kota Kabupaten/ |
vang memiliki Kota |
cakupan deteksi

dini faktor

resiko Penvakit

Tidak Menular

(PTM)
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Persentase
puskesmas
dengan
ketersediaan
obat esensial

Jumlah
kabupaten f
kota yang
telah me-
lakukan
perbaikan tata
kelola pem-
bangunan
kesehatan

Persentase
sampel ma-
kanan yang
diperiksa
sesuai standar
dan memenuhi
syarat

Persentase
sampel obat,
obat
tradisional,
kosmetik dan
suplemen
kesehatan
yang diperiksa
sesuai standar
dan memenuhi
syaral

86,6

78

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Persen

Kabupaten/
Kota

Persen

Persen

34
Provinsi

10
Kabupaten/
Kota

34
Provinsi

34
Previnsi

BPOM

TAHUN 2020
Jumlah 25 Kabupaten/ 25
kabupaten/kot Kota Kabupaten/
a yang telah Kota

mela-kukan
per-baikan tata
kelola pem-
bangunan
keschatan

Persenlase 75 Persen 34 Provinsi
sampel

makanan yang

diperiksa dan

diuji sesuai

standar

Persentase 82 Persen 24 Provinsi
sampel obat,

obat

tradisional,

kosmelik dan

suplemen

keschatan

yang diperiksa

sesuai standar

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

BPOM
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4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
4.1.3 Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Investasi

60.

Perubahan indikator dan
target pada Sasaran PP “1.
Meningkatnya Partisipasi
Pendidikan”

Tabel 4.6 Sasaran dan
Indikator PP Pemerataan
Layanan Pendidikan
Berkualitas dan
Pengembangan Iptek-Inovasi

(Halaman 1V.15)

Satuan

Meningkatnya Partisipasi Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah Tahun
Harapan Lama Sekolah Tahun
Angka Partisipasi Kasar Persen

[APK) PAUD **%)

Angka Partisipasi Kasar Persen
(APK) 8D/MI/sederajat

Angka Partisipasi Kasar Persen
(APK) SMP/MTs/sederajat

Angka Partisipasi Kasar Persen
(APK) SMA/SMK/MA/
sederajat

Angka Partisipasi Kasar Persen
(APK) PT

Angka Melek Huruf (AMH) persen
penduduk usia 15 tahun
keatas

2017

12,85

34,36

108,50

90,23

79,12

29,93

20187

8,57
13,03

40,70

107,37

01,37

79,00

31,61

95,05

2019

8,70
13,20

42,77

107,34

92,05

80,78

33,39

96,40

20207

8,82
13,04
44,84

107,12

92,73

81,52

35,26

96,85

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Sasaran/ Indikator Batusn

Meningkatnya Partisipasi Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah Tahun

penduduk usia 15 tahun

ke atas

Harapan Lama Sekolah Tahun
Persentase anak kelas 1 Persen

SD/MI/SDLDB yang pernah
mengikuti pendidikan anak
usia dini ([TK/RA/BA/
PAUD)

Tingkat Penyelesaian Persen
S0/MI/sederajat

Tingkal Penyelesaian Persen
SMP/MTs/ sederajat

Tingkat Penyelesaian Persen
SMA/SMEK/MA/ sederajat

Angka Partisipasi Kasar Persen
(APK) PT

2017

12,85

74,8

92,42

81,41

57,42

29,93

2018°

12,92

74,50

91,80

81,70

61,52

30,19

2019

8,64

91,80

81,70

61,52

31,78

20201

8,74

13,24

75,60

093,66

85,65

67,82

33,39
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

61. Perubahan indikator dan 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatnya Kualitas Pendidikan
" 1 =g = : L | i B el Chat £18 = Shals
ge.’t pada Sasarar! 2. Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi Persen 10,1 13,6 17,2 21,6 Nilai rata-rata hasil PISA
Meningkatnya Kualitas st AL
Pendidikan” a, Matemaltika nilai n/a nfa 388,7 nfa
Persentase SD/MI/Sederajat yang Persen 76,8 78,7 80,6 84,4
Tabel 4.6 Sasaran dan Berakreditiat nintmal B b. Membaca nilai n/a n/a 398.5 n/a
Indikator PP Pemerataan i s
Layanan Pendidikan :bmiﬂL?E;S'MF"IMTSr’?&wcm'ial vang Persen 70,1 72,9 75,7 81,3 ¢, Bains nilai nfa nfa 403,3 n/a
Berkualitas dan PR EERIBALTIITRA Proporsi anak di atas standar kompetensi minimum dalam test PISA
Pengembangan Iptek-Inovasi Persentase SMA/SMK/MA/ Sederajat vang  Persen 71,0 73,4 759 80,86 ) T
berakreditasi minimal B a, Matematika persen nfa nfa 35,33 nj/a
(Halaman IV.15) "
Persentase prodi PT yang berakreditasi Persen 51,1 53,9 58,9 63,9 b. Membaca PRIacH nfa n/a 474 n/fa
minimal B **+4) . Sains persen n/a n/a 47,00 n/a
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Kelerangan: *) Realisasi; **) Target Keterangan: *) Realisasi; **) Target
62. Perubahan target sertifikasi 3.e. Jumlah dosen yang lulus sertifikasi sebanyak 10.000 Orang 3.e. Jumlah dosen yang lulus sertifikasi sebanyak 8.000 Orang
dosen Tabel 4.7 Sasaran dan
Indikator KP
(Halaman IV.18)
63. Perubahan target PRKN Tabel | 7.a. Jumlah hasil incvasi Prioritas Riset Nasional sebanyak 7 Produk Inovasi 7.a. Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional sebanyak 1 Produk Inovasi
4.7 Sasaran dan Indikator KP
(Halaman IV.19)
64. Perubahan K/L pelaksana KP / Indikator K/L Pelaksana KP / Indikator H/L Pelaksana

akibat perubahan
nomenklatur K/L pada Tabel
4.7, KP2, KP3, KP4, dan KP5.
(Halaman IV.17 - 1V.19)

2 Alirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

* Kemendikbud
* Kemenag

* Kemen ESDM

* Kemenkominfo
* Kemen PUFR

* PLN

2 Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

* Kemendikbuod
+ Kemenag

* Kemen ESDM
+ Kemenkominfo
* Kemen PUPR

* PLN




PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

* Kemendagri * Kemendagri

PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

* Pemda = Pemda

* Kemenristekdikti

3 Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3 Peningkatan Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4 Penjaminan Mutu Pendidikan

5 Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas

Indikator:

a. Persentase lulusan perguruan tinggi vang
langsung bekerja

b.  Persentase lulusan perguruan tinggi
bersertilikasi kompetensi dan profesi

a.  Jumlah publikasi ilmiah di jurnal
internasional bereputasi

Kemendikbud
Kemenag
Kemenristekdikti
Kemen PANRB
Kemendagri

Pemda

Kemendikbud
Kemenag

Kemen PANRB
Kemendagri
Kemenristekdikti
Permda

Kemenristekdikti
Kemenag
Kemenkominfo
Kementan
Kemenperin
BATAN
Kemendag
Kemenkes

Kemenhub

Kemenristekdikti

Kemenag

Penjaminan Mutu Pendidikan

Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas

Indikator:

a. Persentase lulusan perguruan tinggi yang
langsung bekerja

b, Persentase lulusan perguruan Linggi
bersertifikasi kompetensi dan profesi

a. Jumlah publikasi ilmiah di jurnal
internasional bereputasi

* Kemendikbud
= Kemenag

¢ Kemen PANEB
* Kemendagn

* Pemda

* Kemendikbud
* Kemenag

*  Kemen PANRB
* Kemendagri

+ Pemrwda

« Kemendikbud
= Kemenag

* Kemenkominfo
+ Kementan

*  Kemenperin

= BATAN

* Kemendag

* Kemenkes

* Kemenhub

* Kemendikbud

* Kemenag
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b, Jumlah prototipe dar perguruan tinggi

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

65.

Perubahan K/L pelaksana
akibat perubahan
nomenklatur K/L pada Tabel
4.7, KP7

(Halaman IV.17 - IV.19)

KP / Indikator

Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi

a. Jumlah hasil inovasi Prioritas Risel
Nasional

b, Jumlah aplikasi pendaftaran paten
[resident)

¢, Persentase SDM Iplek berkualifikasi 83

d.  Jumlah tenant yang dibina menjadi
Perusahaan Pernula Berbasis Teknologi

e. Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

* Kemenristekdikti

Kemenristekdikti
LIPI

BPPT

LAPAN

BATAN

BAFETEN
Kemenristekdikt
LIP1

BPPT

LAPAN

BATAN

BAPETEN
Kemenkurnham

Kemenristekdilkti
LIP1
BPPT

Kemenristekdikti
LAP1
BPPT

Kemenristekdikti

K/L Pelaksana

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

b, Jumlah prototipe dari perguruan tinggi * Kemendikbud

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diclah), 2019
Keterangan: *) Realisasi, *) Target

KP |/ Indikator K/L Peluksana

7 Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi

a. Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset * Kemenristek /BRIN
| Nasional . LIFI
|
« BPPT
* LAPAN
= BATAN

* BAPETEN

| b, Jumlah aplikasi pendaftaran paten * Kemenristek /BRIN
| (resident) - LIFl

| « BPPT

[ |+ LAPAN

’ + BATAN

| * BAPETEN
.+ Kemenkumham

o Persentase SDM Iplek berkualifikasi 83 sKemenristek / BRIN

« LIPI

: + BPPT

t 1

[ a. Jumlah tenant yang dibina menjadi sKemenristek / BRIN
| Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi . LIPI

= BFPT
e. Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina *Kemenristek/BRIN

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
4.1.4 Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

66. Sasaran dan Indikator KP 1.b Jumlah keluarga miskin yang memperoleh modal dan pelatihan usaha
dari PP Pengentasan sebanyak 101.800 kepala keluarga
Kemiskinan

(Perubahan data pada Tabel
4.9 Sasaran dan Indikator KP
dari PP Pengentasan
Kemiskinan, Poin 1.b
Halaman 1V.22)

1.b Jumlah keluarga miskin yang memperoleh modal dan pelatihan usaha
sebanyak 135.000 kepala keluarga

67. Sasaran dan Indikator KP 3.aJumlah pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 2,1 juta orang 3.aJumlah pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 1,6 juta orang
dari PP Pengentasan
Kemiskinan 4.b Jumlah bidang tanah yang diredistribusi sebanyak 600.000 bidang 4.b Jumlah bidang tanah yang diredistribusi sebanyak 602,135 bidang

(Perubahan data pada Tabel

4.9 Sasaran dan Indikator KP | 4.f Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan

4.f Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan

Kelompok Tani Hutan/ Kelompok Masyarakat sebanyak 200 orang

dari PP Pengentasan sebanyak 1.000 kelompok sebanyak 2.577 kelompok
Kemiskinan, Poin 1.b - : - -
Halaman IV.22) 4.g Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui 4.g Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui

Kelompok Tani Hutan/ Kelompok Masyarakat sebanyak 500 orang

4.h Luas kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan seluas 5.000.000 hektare

4.h Luas kawasan hutan yang direncanakan dan ditetapkan seluas 4.000.000
hektare

4.i. Luasan Tanah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL seluas 15.000 hektare di 10 provinsi

4.1. Luasan Tanah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi yang difasilitasi
sampai terbitnya SK HPL seluas 15.000 hektare di 5 provinsi

4.j. Bidang Tanah yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigran sebanyak 26.000 bidang di 30 kabupaten

4.j. Bidang Tanah yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigran sebanyak 26.000 bidang di 26 provinsi




NO

PERIHAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
4.1.5 Program Prioritas Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

68.

Sasaran dan Indikator KP
dari PP Revolusi Mental,
Pembangunan Kebudayaan,
dan Prestasi Bangsa (Per-
ubahan data pada Tabel 4.11
Sasaran dan Indikator KP
dari PP Revolusi Mental,
Pembangunan Kebu-dayaan,
dan Prestasi Bangsa 4.11
Poin 6.b)

6.b Jumlah Keluarga vang mempunyai balita dan anak yang memahami
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebanyak 10.070.635
Keluarga

6.b Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebanyak 5.832.363
Keluarga

69.

Sasaran dan Indikator KP dari
PP Revolusi Mental,
Pembangunan Kebudayaan,
dan Prestasi Bangsa (Per-
ubahan data pada Tabel 4.10
Sasaran dan Indikator KP dari
PP Revolusi Mental, Pem-
bangunan Kebudayaan, dan
Prestasi Bangsa 4.10 Poin 2.a
Tahun 2018,2019,2020 )

70.

Penghapusan

Kemenristekdikti sebagai K/L |

pelaksana akibat perubahan
nomenklatur K/L pada Tabel
4,11, KP4, KPS dan KP7.
(Halaman IV.29-1V.32)

2.a Indeks Komposit Kesejahteraan Anak sebanyak (2018 ; 67.9) , (2019 ;
Meningkat), (2020 ; Meningkat)

KP / Indikator K/L Pelaksana

4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativilas i
Fersentase perpustakaan umum yang sesuai standar | * Perpusnas
| * Kemendikbud
+ Kemenag
| + Kemrstekdikti
S Femenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan

dan Pemuda

2.a Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (2018 ; 70.36) , (2019 ; 72.583), (2020 ;
74.31)

KP / Indikator K/L Pelaksana

4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

i £ S

|« Perpusnas
+ Kemendikbud
+ Kemenag

Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar

3 Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak, Perempuan
dan Pemuda
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Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitas * Kemenpora Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitas + Kemenpora
| dalam pelatihan manajemen organisasi kepermudaan » Kemendikbud dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan ¢ Kemendikbud
' * Kemenristekdikti I
i T . =, v
7 Peningkatan Prestasi Olahraga 7 Peningkatan Prestasi Olahraga
Jumlah event olahraga nasional [Pekan Olahraga Nasional o Kemerks PMK Jumlah event olahraga 1.|::n=iinua_i |I’r_3}mu Olahraga Nasional Kemenko PMK
(PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI « Kemendagri [H)N]‘ XX dan(f‘ckau Paralimpik Nasional (Peparnas) » Kemendagri
Tahun 2020] : | XVI Tahun 2020| )
« Kemenkeu | ¢ Kemenkeu
= Kemenpora ' « Kemenpora
* Kemen PPN/ Bappenas * Kemen PPN/ Bappenas
* Kementerian PUPR * Kementerian PUPR
s Keme ™ =}
Kemen ATR/BPN + Kemen ATR/BPN
= Kemenhub + Kemenhub
I * Kemendikbud |
% + Kemendikbud
* Kemenkes
+ Kemenristekdikti * Kemenkes
+ Kemenperin + Kemenperin
+ Kemendag + Kemendag
* Kemenpar * Kemenpar |
¢ Kemenkominfo * Kemenkominfo
: + Kemen BUMN * Kemen BUMN
| = TNI . NI i
« Polri + Polri |
* BPKP
P « BPKP
* Basarnas Be
v DEsHiTIE
* LKPP ASAITIAS
« LKPFP
I . T —— ——y i 1 | Jumlah olahragawan andalan yang dibina *  Kemenpora
| Jumlah olahragawan andalan yang dibina +  Kemenpora i )
| z : « Kemendikbuod
|+ Kemendikbud
« Kemenristekdikti ) * Kemensos
* Kemensos Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
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NO PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 TAHUN 2020
71. Perubahan nomenklatur, Sasaran / Indikator No. Sasaran [ Indikator Target Satuan
FargEt’ danf at_au satu_an. Jumlah pembentukan kader bela 4.000.000 orang 1 Jumlah pembentukan kader 400,000 orang
indikator Kegiatan Prioritas | negara bela negara
pada Tabel 4.11 e . — ——— —a -
i Jumlah nilai budaya dan tradisi Nilai budaya/ tradisi Jumlah nilai budaya dan 1.871 Nilai budaya/ tradisi
yang direvitalisasi tradisi yang direvitalisasi
2 Jumlah revitalisasi program Museum/ Taman Budaya 2 Jumlah museum yang s Museum
| museum dan taman budaya direvitalisasi
Jumlah Lingkungan Budaya Desa Adat Jumlah Komunitas Adat 33 Komunitas Adat
| Desa Adat yang direvitalisasi yang difasilitasi
3 Persentase perpustakaan umum Persen 4 Persentase perpustakann i 19;48 Persen i
yang sesuai standar umum yang sesuai standar |
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diclah), 2019 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
72. Sasaran dan Indikator KP Menguatnya harmoni dan kerukunan umat beragama

dari PP Revolusi Mental,
Pembangunan Kebudayaan
dan Prestasi Bangsa

{Perubahan data pada Tabel
4.11 Sasaran dan Indikator
KP dari PP Revolusi Mental,
Pembangunan Kebudayaan
dan Prestasi Bangsa, Poin 3
Penguatan Moderasi Umat
Beragama: Menguatnya
Harmoni dan Kerukunan
Umat Beragama poin b,

b.

Jumlah dialog lintas agama di kecamatan sebanyak 220 Dialog di 34

Provinsi.

Poin b tersebut Dihapuskan

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
a. Jumlah penyuluh agama yang dibina sebanyak 10.064 Orang.

b.

Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat sebanyak 4. 860 Unit di 34

Provinsi

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

a.

b.

Jumlah penyuluh agama yang dibina sebanyak 33.460 Orang.
Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat sebanyak 939 Unit di 34

Provinsi

Menguatnya penyelenggaraan jaminan produk halal

a. Jumlah produk halal yang teregistrasi sebanyak 228 Register

b.

C.

Jumlah produk halal yang tersertifikasi sebanyak 246 Sertifikat
Jumlah Stakeholder JPH yang Terbina sebanyak 1.834 Lembaga

Menguatnya penyelenggaraan jaminan produk halal

a. Jumlah produk halal yang teregistrasi sebanyak 88.000 Register
b. Jumlah produk halal yang tersertifikasi sebanyak 220.000 Sertifikat
Jumlah Stakeholder JPH yang Terbina sebanyak 20 Lembaga

C.
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F]\i!:;ningkatr}l(y ‘; E‘u alitas Meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji dan umrah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji dan nmrah
Befa);;a;::: P;-nl aué);?b a. Jumlah petugas haji yang profesional sebanyak 2.288 Orang a. Jumlah petugas haji yang profesional sebanyak 14.056 Orang
Menguatnya ’ b. Jumlah penyelenggara umrah dan haji khusus yang dipantau dan diawasi b. Jumlah penyelenggara umrah dan haji khusus yang dipantau dan diawasi
Penyelenggaraan Jaminan sebanyak 150 Lembaga sebanyak 935 Lembaga
Pror]uk H%al poin a, b, dan c. Jumlah jemaah haji peserta bimbingan haji sebanyak 204.000 Orang c. Jumlah jemaah haji peserta bimbingan haji sebanyak 397.756 Orang
¢, Meningkatnya Ku;a.]i;.as d. Asrama haji direvitalisasi dan dikembangkan di 11 Lokasi d. Asrama haji direvitalisasi dan dikembangkan di 10 Lokasi
P;nye]enggaraan Haji dan e. Pusat Layanan Haji dan Umrah yang Dibangun di 41 Lokasi e. Pusat Layanan Haji dan Umrah yang Dibangun di 40 Lokasi
Umrah poin a, b, ¢, d, dan e, Berkembangnya ekonomi umat dan sumberdaya keagamaan Berkembangnya ekonomi umat dan sumberdaya keagamaan
Berkemban‘gnya Ekonomi a. Jumlah tanah wakaf yang di legalisasi di 2.500 Lokasi a. Jumlah tanah wakaf yang di legalisasi di 267 Lokasi
Umat dan Sum.berda_va b. Jumlah lembaga zakat terawasi sebanyak 211 Lembaga b. Jumlah lembaga zakat terakreditasi sebanyak 337 Lembaga
Keagamaan poin a, b, dan c, ¢. Jumlah lembaga zakat yang terbina sebanyak 832 Lembaga c. Lembaga yvang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Ekonomi
(Halaman 1V.28 dan IV.29) Umat sebanyak 1.269 Lembaga

73. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Dihapus

(kerangka regulasi untuk PP
Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan dan PP
Pemerataan Layanan
Pendidikan Berkualitas dan
Pengembangan Iptek-lnovasi,

halaman V1.33, dihapus)

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut

1. KP Pengendalian Penyakit: (a) peraturan perundangan tentang wabah; dan (b)
peraturan perundangan tentang kesehatan jiwa

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Pemerataan
Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi adalah sebagai
berikut:

1. KP Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi: peraturan menteri/kepala
lembaga turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, Peraturan Presiden tentang
penyederhanaan proses perizinan dan komersialisasi produk inovasi,
Peraturan Presiden tentang pembentukan badan layanan umum/holding
untuk pengelolaan dan pemasaran produk inovasi Science-Techno
Park/Lembaga Litbang, Peraturan Presiden tentang pemanfaatan prototipe
hasil riset di lingkungan pemerintah dan BUMN, Peraturan Presiden tentang
master plan SDM Iptek nasional, Peraturan Presiden tentang mekanisme
mobilisasi SDM Iptek antar institusi litbang, BUMN, dan swasta, Peraturan
Presiden tentang insentif kepada R&D swasta, pendapatan atas KI, dan
investasi R&D, dan Peraturan Presiden tentang dana abadi riset atau dana
inovasi nasional.
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PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 TAHUN 2020

4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

4.1.6 Kerangka Regulasi
74. Kerangka Regulasi 1. KP Pengendalian Penyakit: (a) peraturan perundangan tentang wabah; dan (b) | Dihapus
peraturan perundangan tentang kesehatan jiwa,
75. Kerangka Regulasi 1. KP Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi: peraturan menteri/kepala | Dihapus

lembaga turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045, Peraturan Presiden tentang
penyederhanaan proses perizinan dan komersialisasi produk inovasi, Peraturan
Presiden tentang pembentukan badan layanan umum/holding untuk
pengelolaan dan pemasaran produk inovasi Science-Techno Park/Lembaga
Litbang, Peraturan Presiden tentang pemanfaatan prototipe hasil riset di
lingkungan pemerintah dan BUMN, Peraturan Presiden tentang master plan SDM
Iptek nasional, Peraturan Presiden tentang mekanisme mobilisasi SDM Iptek
antar mstitusi
litbang, BUMN, dan swasta, Peraturan Presiden tentang insentif kepada R&D
swasta, pendapatan atas Kl, dan investasi R&D, dan Peraturan Presiden tentang
dana abadi riset atau dana inovasi nasional
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4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

4.2.1 Program Prioritas Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

76, Perubahan Tabel 4.13

Sasaran dan Indikator PP
Perluasan Infrastruktur dan
Pelayanan Dasar, Halaman

V.37

Sasarun/
Indikator

Satuan (2017 201871 201971 2020

No.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

- / - - v h
Indikator 20184 2019 2020

Satuan

No. 2017

3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan
terjangkau
Proporsi rumah Persen 59,07 61,29 63,44 65,66
tangga yang (termasuk
menempati hunian 23,23% akses
dengan akses air perpipaan)
minum layak
Proporsi rumsh Persen N/A NfA 11 12

tangea yang
menempati hunian
akses air minum
aman* (perhitungan
akses air minum
aman melalui
susenas dan PKAM
dalam proses
persiapan)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi; ** Target

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman
dan terjangkau
Proporsi rumah Persen 87,54 B7,75 B8,70 91,83
tangga yang (termasuk
menempati 23.23% akses
hunian dengan i '

PR rpipaan

akses air minum PRIFIPRAR)
layalk
Proporsi rumah Persen N/A 6,8 6,78 7,32
Langga yang
menempati

hunian akses air
minum arman*
(perhitungan
akses air minum
aman melalu
susenas dan
PKAM dalam
proses persiapan)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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Perubahan Tabel 4,14
Sasaran dan Indikator KP
dari PP Perluasan
Infrastruktur dan Pelayanan
Dasar, Halaman V.38

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Kegiatan
Prioritas

Sasaran/
Indikator

Lokasi

/L
Pelaksana

Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta
permukiman yang layak, aman, dan terjangkau

Jumlah hunian
baru layak yang
terbangun
melalui peran
pemerintah

Jumlah
peningkatan
kualitas hunian
melalui peran
pemerintah

Jumlah rumah
tangga vang
MENeTima
fasilitas
pembiayaan
perumahan

Jumlah persil
rumah tangga
yang
mendapat-kan
fasilitasi pra
sertifikasi

34
Provinsi

34
Provinsi

Provinsi

34
Provinsi

Kemen
PUFR
Kemendagri
Pernda

Kemen
PUPR

Kemensos
Kemendagri
Pemda
Kermen
PUPR
Kemenkeu
Pemda

Kemen
PUPR
Pemida

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Kegiatan
Prioritas

Penyediaan
Akses
Perumahan serta
Permukiman
Layak, Aman,
dan Terjangkau

TAHUN 2020

Sasaran/
Indikator

Lokasi

K/L
Pelaksana

Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta
permukiman yang layak, aman, dan terjangkau

Jumlah
hunian baru
layak yang
terbangun
melalui peran
pemerintah

Jumlah
peningkatan
kualitas
hunian melalui
peran
pemerintah

Jumlah rumah
langga vang
menerima
fasilitas
pembiayaan
perumahan

Jumlah
Satuan
Permukiman
yang dibang-
un dan
fungsional di
kawasan
transmigrasi
prioritas

34
Pravinsi

34
Provinsi

34

Provinsi

16
Provinsi

= Kemen
PUPR

Kemendagri
* Pemda

* Kemen
PUPRE

* Kemensos

* Kemendagri

* Pemda

* Kemen
PUPR

* Kemenkeu

* Pemda

Kemendes-
PDTT
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Jumlah Satuan 23 Satuan 22 Kemendes-
Permukiman Permukiman Kabupaten/ PDTT
yang di-bangun Kota

dan fungsional
di kawasan

transmigrasi
priorilas
Penyediaan Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum serta
Akses Air sanitasi yang layak dan aman
Minum serta
Sanitasi yang
Layak dan
Aman
Jumlah 260.595 Kepala 33 * Kemen
rumah tangga Keluarga Provinsi PUPR
yang terlayani = Kemenkes
TPSAR/TPST .
*» Kemendagri
= Pernda
16,948,228 Sambungan 34 * Kemen
Jumlah Rumah Provinsi PUPR
sambungan
rumah tangga * Kemenkes
dengan akses * Kemendagri
air minum * Pamda
layak
perpipaan
Jumlah 29.510.794 Fumah 34 * Kermen
rumah tangga Tangga Provinsi PUPR
dfmﬂ‘*. n akses * Kemenkes
air minum )
layak non * Kemendagri
perpipaan * Permnda

(BJP, BPS)

3.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Penyediaan
Akses Air Minum
serta Sanitasi
yang Layak dan
Aman

Keselamatan dan
Keamanan
Transportasi

TAHUN 2020

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum

serta sanitasi yang layak dan aman

Jumlah rumah  47.200 Kepala 78
langga vang Keluarga Kab/fKota
terlayearn

TPS3R

Jumlah rumah 49,000 Kepala 5
tangga vang Keluarga  Kab/Kota
terlayani TPST

Jumlah rumah 17,000,000 Sambungan 34
tangga dengan Rumah Provinsi
akses air

rminum

perpipaan

Jumlah rumah 50,000,000 Rumah 34
tang-ga dengan Tangga Provinsi
akses air

minum bukan

jaringan

perpipaan

(BJP, BPS)

Rurmah 34
Tangga Provin

Jumlah 5.340.000
rumah tangga

dengan akses

air minum

armari

@

Kemen
PUPR
Kemernkes

Kemendagri

* Pemda

Meningkatnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan

transportasi
Penyediaan 1 Unit/ Disnav
serta Lokasi Tarakan

pemasangan Prov.

Kemenhub
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TAHUN 2020
Jumlah N/A ab Rumah 34 s Kemen [?f‘jlil“'*" Kalimantan
rumah tangga Tangga Provinsi PUPR If'“;f“mm" utara
dengan akses o Risnenia dan keamanan

air minum )
* Kemendagri

* Permda

aman

pelayaran/
perairan

Panjang 6,382 Km Tersebar  Kemenhub

jaringan kercta

Keselamatan Meningkatnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan api yang
dan Keama@ transportasi dirawat e
Transportasi dioperasikan
Penyediaan 10 Unit/ Tersebar ~ Kemenhub Pengem 10.000 OTEng Tersebar Basarnas
serta pe- Lokasi bangan SDM
}llﬂﬁli_-ml-i-"!l: pencarian dan
asilitas ke- xenye-lamatan
selamatan dan =
keamanan Penyediaan 2122 Paket Tersebar Basarnas
pelayaran/ sarana dan MY(C)
perairan Prasrana
pencarian dan
Panjang 5.430 Km Terscbar  Kemenhub penye-lamatan
jaringan kereta
api yang
dirawat dan y ! . "
dioperasikan xnyedman scmrt: Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan pasokan air baku
ngamanan
Penyediaan Meningkatnya ketersediaan air baku/air minum dari sumber air Baku dan Air
serta terlindungi Tanah
Pr_:ngmanan Jumlah 68 Embung 11 Kemen
Air Baku dan embung air Provinsi  PUPR
Air Tanah # B rovinsi
ymku yang
Jumlah embung 22 Embung 5 Kemen PUPR diengus
air baku yang Provinsi Jumlah 4,1 m?/det 30 Kemen
dibangun kapasitas unit Provinsi PUPR
air baku yang
Jumlah umit 4,63 m?/det 29 Kemen PUPR dibangun
air baku yang Provinsi
dibangun Jumlah 172 Kabupaten / 33 . Kemen
kabupaten/ Kota Provinsi PUPR
Jumlah 23 Kabupaten/ 5 Kemen PUPR kota rawan air

dan pulan
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PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 TAHUN 2020
kabupaten/ ko Kota Provinsi kecil terluar
ta rawan air yang
dan pulau memperoleh
kecil terluar penyediaan air
yang baku
memperoleh
penyediaan air Jumlah 0,62 m3/det 10 Kemen
baku kapasitas air Provinsi PUPR
baku yang di-
Jumlah =z Kabupaten/ Provinsi Kemen PUPR rehabilitasi
kabupaten/ kot Kota DK1
a yang Jakarta Sumber; Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
merniliki dan
sistem Jawa
teknologi Barat

perrEntauan
kualitas dan
cfisiensi suplai
air baku

Jumlah unit 32,5 Km 9 Kemen PUFR
air baku yang Provinsi
di-rehabihitasi

Jumlah 1 uu Pusat Kemen PUPR
peraturan per-

undangan

sumber daya

air yang

diselesaikan

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
4.2.2 Program Prioritas Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

78. Perubahan Tabel 4.15 No. g g Sutuam 20177 20187 20197 20207 No Sesnens( Satuan 20177 20181 2019 2020
Sasaran dan Indikator PP s ihator Indfinbor
Penguatan Infrastrulktur ) Meningkatnya konektivitas di daerah tertinggal 1. Meningkatiiva konektivitas di daerah tertinggal
Jumlah rute perintis Rute 201 239 230 201

transportasi Udara perintis
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TAHUN 2020
Kawasan Tertinggal dan Jumlah rute perintis Rute 117 134 113 157 Jumlah rute perintis Rute 180 200 102 188
Ketahanan Bencana, transportasi Laut perintis transportasi perintis
Halaman [V.42 Udara
2. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air
Jumlah rute perintis Rute 110 137 140 140
Panjang pengendali banjir Km 162 190 30 220 SERGNportag s Perins
yang dibangun 2. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air
Panjang pengaman pantai Kim 20 22 13 32
yang dibangun Panjang pengendali Kim 177 222 137 136
banjir yang dibangun
Jumlah pengendali Unit 31 31 13 28 ;
lahar/sedimen yang Panjang pengaman Kim 20,4 22.5 18,56 21,5
dibangun I pantai yang dibangun
Jumlah Fload Forecasting and Unit N/A N/A N/A ¥ g Jumlah pengendali Unit 31 28 32 26
Warning System (FFWS) yang lahar/sedimen yang
dibangun/ dibangun

ditingkatkan )
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: %) Realisasi; =) Target
! “alisasi;

Keterangan: * Realisasi, **) Target




PERIHAL

Perubahan Tabel 4.16
Sasaran dan Indikator KP
dari PP Penguatan
Infrastruktur

Kawasan Tertinggal dan
Ketahanan Bencana,

Halaman IV.45

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Kegiatan
Prioritas

Aksesibilitas
Daernh
Tertinggal

Sasaran/
Indikator

Target

Satuan

Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan aksesibilitas

daerah tertinggal

Jumlah bandara
di daerah
tertinggal yang
ditingkatkan
kapasitasnya

Jumlah
pelabuhan di
daerah tertinggal
pendukung tol
laut yang
dikembangkan

Jumlah terminal
barang yvang
dibangun/
dikembangkan di
kawasan
perbatasan

Panjang jalan
desa strategis
yang dibangun/
ditingkatkan di
daerah tertinggal
dan kawasan
perbatasan di
daerah tertinggal

20

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Km

Tersebar

Tersebar

Tersebar

Tersebar

Kemenhub

Kemenhub

Kemenhub

Kemendes-
PDTT

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Kegiatan

Prioritas

Aksesibilitas
Daerah
Tertinggal

TAHUN 2020

Sasaran/
Indikator

Target

Satuan

Lokasi

K/L
Pelaksana

Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan aksesibilitas

daerah tertinggal

Jumlah bandara
di daerah
tertinggal yang
ditingkatkan
kapasitasnya

Jumlah
pelabuhan di
daerah tertinggal
pendukung tol
laut yang
dikembang-kan

Jurmnlah terminal
barang yang
dibangun/
dikembangkan di
kawasan
perbatasan

Panjang jalan
desa strategis
yang dibangun/
ditingkatkan di
daerah tertinggal
dan kawasan
perbatasan di
daerah tertinggal

10

24

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Km

Tersebar

Tersebar

Tersebar

Tersebar

Kemenhub

Kemenhub

Kemenhub

Kemendes-
PDTT
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PERIHAL

5 Pemba-ngunan
Terpadu
Pesisir Utara
Pulau Jawa

4. Percepatan
Pemba-ngunan
Papua dan
Papua Barat

Panjang tanggul 8,27 Km Provinsi Kemen
penahan lumpur Jawa PUPE
yang direhabilitasi / Timur
ditingkatkan

Terlindunginya kawasan perkotaan di pesisir utara Pulau Jawa dari
bencana lingkungan

Panjang tanggul 12 Km 4 Pravinsi Kemen
SUNEa] yang PUPR
dibangun/
ditingkatkan
Panjang seatall 4.3 I Provinsi Kemen
dan bangunan DKl PUFR
pengamanan pantai Jakarta,
lainnya yvang Jawa
dibangun/ Baral dan
ditingkatkan Jawa

Tengah
Jumlah 13 Kabupaten/ & Provinsi Kemen
kabupaten/ Kota PUPE
kota yang
membangun sumur
resapan
Kapasitas air baku 0,2 m#/detik 5 Provinsi  Kemen

FUPR

dari sumber air
permukaan yang
dibangun

Terselengparanya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Pembangunan air q Unit Kab, Kemen
baku Kasonaweja, PUPR
Kab. Yapen,

lota Sorong,

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Pembangunan
Terpadu
Pesisir Utara
Pulau Jawa

Percepatan
Pemba-ngunan
Papua dan
Papua Barat

TAHUN 2020

penahan lumpur Jawa PUPR
yang Timur
dirchabilitasi/

ditingkatlkan

Terlindunginya kawasan perkotaan di pesisir utara Pulau Jawa dari
bencana lingkungan

Panjang tanggul 60 Kin 5 Kemen
SuUngai yang Provinsi PUPR
dibangun/

ditingkatkan

Panjang seawall, 0,4 K Provinsi  Kernen
hreakwater, dan DKI PUPR
bangunan Jakarta
pengamanan dan Jawa

pantai lainnya yang Barat

dibangun/

ditingkatkan

Jumlah 1 Kabupten/ 1 Kemen
kabupaten /kota Kota Provinsi PUFR
yang mem-bangun

sistem pemantauan

air tanah dan

penurunan tanah

Kapasitas air baku 0,1 m#/ ceti 1 Kemen
dari sumber air k Provinsi PUPR
permukaan yang

dibangun

Terselenggaranya Percepatan Permbangunan Papua dan Papua Barat
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PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 TAHUN 2020
, h’f'h' Jumlah kapasitas 0,077 i det Kab, Kermen
Karrbala unit air baku yang Kaimana, PUPR
dibangun Kab.,
Sarong,
Pembangunan 1,2 Kim Kota Kemen Kab.
bangunan pe- Jayapura PUPR Fakfalk,
ngendali banjir dan Sorong Kab.
Pembangunan 4 Daerah D1 Kemen w”}?,::f“'
jarigan irigasi Irigasi Manggar PUFR Tolikara
peroniaan Nabire Kab. ‘r':l|,|("|l,
Jumilah pelabuhan 5 Lokasi Kab. Kemenhub . ]\Hhi
; i - e Mamberamo
yang dibangun Sarmni, Rava. Kab
dan Kab. aya, Kab.
dikembangkan Nabire, "-\{“,‘““"J aya,
ab. Asmal,
untuk memenuhi Kab. Kal
standar pelayanan Kaimana, My
i e i Jayapura,
operasional Rab, Kep. ol
Tapen Manokwari,
Panjang jalan 200 Km Tersebar Kemen Kab.
nasional, trans PUPR Merauke,
papua, dan Kab, RJI'_}H
perbatasan yang Arnlual, Kab.
dibangun dan Sorong
ditingkatkan Selatan,
kapasitasnya Kota
Jayapura
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diclah), 2019
Bangunan 7,59 Kim Kota Kemen
pengendali banjir Jayapura, PUPR
yang dibangun Kota Serong,
Kab.
Manokwari,
Kab., Sarmi,
Kab,
Jayapura,
Kab.
Yahukimo,
Kab. Merauk
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
4.2.3 Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

80. Tabel 4.17
Sasaran dan Indikator PP

Sasaran/ Indikator Satuan 2017 20181 2019

Peningkatan Konektivitas 1. Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya
. konektivitas multimoda dan antarmoda
Multimoda dan Antarmoda
Mendukung Pertumbuhan Jumlah produksi Juta 360 Juta 420 Juta 513 Juta 590 Juta
Fkonomi penumpang dan Orang, Orang, 40 Orang, 45 Orang, 50 Orang, 60
angkutan barang Juta Juta Ton Juta Ton Juta Ton Juta Ton
kereta api Ton
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
81. Tabel 4.18 Sasaran dan Kegiatan K/L
No. Peioritus ludikator Target Satuan Lokasi Palakasis

Indikator KP dari PP
Peningkatan Konektivitas
Multimoda

dan Antarmoda Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi

1. Konektivitas Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan

Transportasi prioritas nasional
Jalan
Panjang jalan tol 600 Km Tersebar Kemen PUPR
baru yang (Sumatera,
terbangun Jawa,
Kalimantan,

dan Sulawesi)

Jumlah simpul 7 Lokasi Tersebar Kemen PUPR
transportasi yang
didukung akses

jalan

Sasaran/

oo, Indikator

Satuan 2017 20181 2019 2020

i Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya
konektivitas multimoda dan antarmoda
Jumlah produksi Juta 392 Juta 422 Juta 425Juta 442 Juta
penumpang dan Orang, Orang, Orang, Orang, 53 Orang,
angkutan barang Juta Ton 40 Juta 45 Juta Juta Ton 650 Jula Ton
kereta api Ton Ton
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas {diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
Kegiatan B K/L
No. Bilcuttas Indikator Target Satuan Lokusi Palakicne
1, Konektivitas Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan
Transportasi prioritas nasional
Jalan
Panjang jalan tol 368,26 Km Tersebar Kemen
baru yang (Sumatera, PUPR
terbangun Jawa,
Kalimantan,
dan
Sulawesi)
Jumlah simpul 18 Lokasi Tersebar Kemen
transportasi PUPR
yang didukung

akses jalan
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RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

2 Konektivitas
Transportasi
Kereta Api

4, Konektivitas
Transportasi
Udara

Terselenggaranya pengembangan  kereta api mendukung kawasan

prioritas nasional

Panjang jalur 275 Km Tersebar Kemenhub
kereta api lintas

utama yang

dibangun

(termasuk jalur

ganda dan

reaktivasi)

Panjang jalur 225 Km Tersehar Kermenhub
kereta api lintas
utarma yang

ditingkatkan

Terselenggaranya pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas
nasional

Jumlah bandara 46 Lokasi Tersebar Kemenhub

vang ditingkatkan
kapasitasnya

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

2 Konektivitas
Transportasi
Kercta Api

4. Konektivitas
Transportasi
Udara

TAHUN 2020

Terselenggaranya pengembangan kereta api mendukung kawasan
prioritas nasional

Panjang jalur 218 Kim Tersebar Kemenhub
kereta api lintas

utama yang

dibangun

(termasuk jalur

ganda dan

reaktivasi)

Panjang jalur 229,48 Km Tersebar Kemenhub
kereta api lintas
utama yang

ditingkatkan

Terselenggaranya pengembangan bandara mendukung kawasan
priorilas nasional

Jumlah bandara 40 Lokasi Tersebar Kemenhub

yang
ditingkatkan
kapasitasnya

Sumbert Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
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PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 TAHUN 2020
4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
4.2.4 Program Prioritas Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
82. Tabel 4.20 & Ke#“f‘n lndikatoé Target Batunn : Lokasi Kt i xef‘ht“ Indikator 'l‘airgﬂ: Satumis . Lokusi i R/L
Sasaran dan Indikator KP i Prioritas : Pelaksanu | Prioritas ! : Pelaksana
dari PP Peningkatan 3. | Infrastruk- Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan L Infrastruk- Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastrulktur
Infrastruktur Perkotaan, | turdalan . perkotaan . tur Jalan . jalan perkotaan
Halaman IV.52 Perkotaan Perkotaan
Jumlah fly over 7 Lokasi Tersebar Kemen PUPR Jumlah fly over 6 Lokasi Terschar Kemen PUPR
dan underpass dan underpass
yang dibangun yang dibangun
4, Penyediaan Meningkatnya akses masyamkat terhadap layanan air minum dan sanitasi 4. Penyediaan Meningkatnya akses masyarakal terhadap layanan air minum dan
Akses Air yang layak dan aman di perkotaan Akses Air sanitasi yang layak dan aman di perkotaan
Minum dan Minum dan
Sanitasi Banitasi
Layak dan Layalk dan
Aman di Aman di
Perkotaan Perkotaan
Jumlah NSPK 1 Unit Pusat * Kemen Jumlah NSPK 4 Dokumen Pusalt ¢ Kemen
terususun PUPR terususun PUPR
terkait air . terkail air )
Gt ¢ Kemendagri R * Kemendagri
sanitasi yang ¢ Pemda sanitasi yang + Penxda
terintegrasi terintegrasi
{unit) {dokumen)
5 Penyediaan Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, 3, Penyediaan Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumaban vang lavak,
Akses dan terjangkau di perkotaan Akses amarn, dan terjangkau di perkotaan
Perumahan Perurnahan
serta serta
Permukiman Permukiman
Layak, Aman Layak, Aman
dan dan
Terjangkau di Terjangkau di
Perkotaan Perkotaan
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Jumlah
penyediaan
hunian layak
di perkotaan
melalui
fasilitasi
pemerintah

6, Energi
Berkelanjutan | perkotaan

ferutama

untuk

Perkotaan
Jumlah
penyiapan
Pengelolaan
Sampah

menjadi Energi
Listrik (PSEL)

Jumlah pe-
manfaatan
photovoltatk (PV)
rooftop

Jumlah
penambahan
stasiun
pengisian listrik
umum [(SPLLU)

10.000 Unit Wilayah Metro- Kemen PUPR
politan, Kota
Besar, Kota
Sedang, dan

Kota Kecil

Meningkatnya penggunaan energi ramah lingkungan terutama untuk

12 Lokasi Provinsi Kemen
DKl Jakarta, Kota PUPR
Tangerang,

Kota Tangerang Kermen

Selatan, ESDM
Kota * Pemerintah
Bekasi, Daerah
Kota Bandung, | nogan
Kola Semarang, 1 ;
Kota Surakarta, Jinha
Kota Surabaya,
Kota Makassar,
Kota Denpasar,
Kota Palembang,
dan Kota Manado
10 Mega Tersebar * Kemen
Watt ESDM
peak * Badan
(MWp) Usaha
200 Unit Jabodetabek *» Badan
Usahn

Sumber: Kemenlerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Jumlah 5.219
penyediaan

hunian layak

di perkotaan

melalui

fasilitasi

pemerintah

6. Energi

Berkelanjuta  perkotaan

n lerutama

untuk

Perkotaan
Jumlah pe- BOO
manfaatan
photovoltaik

(PV) rooftop

Jumlah 168
penambahan

stasiun

pengisian

kendaraan

listrik umum

(SPKLL)

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Unit

Unit

Unit

Wilayah Kemen PUPR
Melro-
politan,
Kota
Besar,
Kotn
Sedang,
dan Kota
Kexil

Meningkatnya penggunaan energl ramah lingkungan terutama untuk

* Kemen
ESDM
* Badan
Usaha

Tersebar

Jabodetabek o Badan
Tersebar di Usaha
Kota Besar
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PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 TAHUN 2020
4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
4.2.5 Program Prioritas Transformasi Digital
i bel 4, Kegiatan Sasaran/ K/L Kegiatan Sasaran/ : K/L
B3 Perubahan Ta B}' 22 No. Priiritas S bar Tﬂget Satuan Lokasi Pelakiuns No. P!iﬁ’:itkl lodikator Target Satuan Lokasi Pehk;“nl
Sasaran dan Indikator KP
dari PP Transformasi Digital, 1. Penuntasan Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia 1. Penuntasan Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia
Halaman IV.56 Infrastruktur Infrastruktur
TIK TIK
Jumlah BTS untuk 2,100 Lokasi Tersebar Kemen- Jumlah BTS untuk 5.000 Lokasi Tersehar Kemen-
desa blank spot kominfo desa blank spot kominfo
‘;;cmr:l&s]:o:‘:ltl:rlzg:annn S h.:lnfpﬂ!r:u;‘ Torete: ;((;rr:fr:jf;) Bcru;x:ralsi—lnya a5 Persen Tersebar  Kemen-
jaringan serat optik Kofa layanan jaringan SLA kominfo
Palapa Ring seral optik Palapa
Eing
::;g?ﬁﬁ:: ;:{ T;;?:::: ol S Pt t;;:_ll:fn Pt'.nyt:(li iaan . 21 Gbps Pusat Kﬂmpn_
P S kapasitas satelit korninfo
untuk layanan
telekomunikasi
Jumlah infrastruktur 20 Stasiun Tersebar  LPP RRI )
penyiaran publik radio Jumlah infra- 15 Stasiun | Tersebar  LPP RRI
yang dikembangkan struktur penyiaran
. publik radio yang
dikembangkan
‘Jumi_mh mfmsu:ukr.ur 50 Unit Tersebar LFFPTVRI Jumlah infra- 20 Unit Tersebar  LPP TVERI
penaran pu blik struktur pe-nyiaran
kﬁ.lt:wm yang publik lelevisi yang
dikombangkan dikembangkan
2. Pemanfaatan Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di 2 Pemanfaatan M“"i"E}‘ﬂf“Yﬂ pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di
Infrastruktur seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil _I;;;’Easlruktur seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil rnaupun noenkomersil
TIK
Jumlah penyediaan 5.950 Lokasi Tersebar Kemen- Jumlah penyediaan 12.000 Lokasi Tersebar  Kemen-
akses internet untuk korminfo akses internet untuk kominfo
sekolah, puskemas, sekolah, puskemas,
kantor pemerintah, dll. kantor pemerintah,




PERIHAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Jumiah start up digital 50 Start up Pusat Kemen-
aktif kominfo

Jumlah nelayan, 105,000 Orang Tersebar  Kemen-
kominfo

petani dan UMKM
online yang menjadi
pengguna aktil

Sumber: Kementerian PPN fBappenas (diolah), 2019

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020
dil.
Jumlah start up 25 Start up Pusat Kernen-
digital aktif karninfo
Jumlah UMKM 1.000 Orang Tersebar Kemen-
online yang menjadi korminfo
pengguna aktif
Jumlah lokasi Petani 6 Lokasi Tersebar  Kemen-
dan Nelayan Go- kominlo
online

Sumber; Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Perubahan keterangan
Gambar 4.25

Aspek Kewilayahan PP
Transformasi Digital,
Halaman [V.58

84,

K“@ : Penyediaan BTS di 2.100 Lokasi

E:ga + Batelit Telekomunikasi
w

ﬁ . Penyediaan Lavanan Akses Internet

B“ . Penyediaan BTS di 5.000 Lokasi

m . Satelit Telekomunikasi
=

Penyediaan Layanan Akses Internet
12.000 Lokasi

4.2 Prioritas Nasional Infrastruktur dan

4.2.6 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

5.950 Lokasi
Pemerataan Wilayah

Halaman IV.58

Perubahan Kerangka
Regulasi

85.

Percepatan regulasi pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga perlu dilakukan
dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan terkait Program Prioritas
Perluasan Infrastruktur Dasar. Rancangan undang-undang pengganti undang-
undang tersebut telah diinisiasi oleh DPR dan saat ini proses penetapannya masih
dalam tahap pembahasan. Regulasi ini sangat diperlukan untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan air bagi setiap warga negara dan pengaturan tata kelolanya;

Dihapus, karena Undang-undang tentang Sumber Daya Air sudah terbit (UU
No.17 Tahun 2019)




NO

86.

PERIHAL

Halaman V.59

Penambahan Kerangka
Regulasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

5. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung penyediaan perumahan
dan permukiman yang layak dan terjangkau adalah Peraturan Pemerintah
tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Regulasi ini mengatur
sistem kerja Tabungan Perumahan Rakyat termasuk keanggotaan Tapera,
pengerahan Dana Tapera, pemupukan Dana Tapera, dan pemanfaatan Dana
Tapera.

87.

Halaman [V.59

Perubahan Kerangka
Regulasi Nomor 2

Penyusunan Naskah Akademis Undang-Undang Air Minum dan Sanitasi sebagai
kajian dasar terkait bidang air minum dan sanitasi yang akan-dijadikan acuan dan
pertimbangan dalam merumuskan pokok-pokok substansi pada rancangan
undang-undang. Masih jauhnya kondisi capaian air minum dan sanitasi saat ini
dibandingkan dengan target serta belum adanya sistem yang kuat dalam tata kelola
pelaksanaan air minum dan sanitasi menjadi alasan diperlukannya suatu payung
hukum dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian dan kejelasan
dalam pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi melalui pewajiban kepada
masyarakat untuk menjalankan sistem penyediaan pengelolaan air minum dan
sanitasi yang layak dan aman;

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan penetapan
Peraturan Pemerintah dan peraturan turunan lainnya dari Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yaitu peraturan terkait
konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan pendanaan
pengelolaan sumber daya air;

88.

Halaman [V.59

Perubahan Kerangka
Kelembagaan Nomor 8 dan 9

8. Peningkatan kapasitas pengelola Bendungan;

9. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola irigasi dan sinergi sistem pengelolaan
kelembagaan petani.

dihapus

89.

Halaman |V.58

Perubahan Kerangka
Regulasi

Percepatan regulasi pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga perlu dilakukan
dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan terkait Program Prioritas
Perluasan Infrastruktur Dasar. Rancangan undang-undang pengganti undang-
undang tersebut telah diinisiasi oleh DPR dan saat ini proses penetapannya masih
dalam tahap pembahasan. Regulasi ini sangat diperlukan untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan air bagi setiap warga negara dan pengaturan tata kelolanya;

Dihapus, karena Undang-undang tentang Sumber Daya Air sudah terbit (UU
No.17 Tahun 2019)
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4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja

90.

Indikator PN Nilai Tambah
Sektor Riil, Industrialisasi,
dan Kesempatan Kerja
(perubahan data pada Tabel
4.23, Halaman IV.60)

Sasuran/
Indikator

Sutuan 2017 2018

1. | Pertumbuhan PDB Persen 3,8 39 3,8
Pertanian
: Pertumbuhan PDB Persen 4,3 4,3 5,1
3. Industri Pengolahan
| Nilai Devisa Pariwisata Miliar 15,2 17,0 20,0
4. 5
uspD
o Milai Tambah Ekonomi Triliun 1.009 1.105 1.211
= Kreatif Rupiah
| Pertumbuhan Ekspor Persen 8,9 6,5 6,3
6. Barang dan Jasa
T Pertumbuhan Investasi Persen 6,2 6,7 7,0
(PMTB]
|
12 Kontribusi Ekonomi Persen N/A N/A N/A

i Digital
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

3,8

4,90 - 5,40

19,0 - 21,0

4,60 - 6,65

6,9-7,3

3,17

1.305 - 1,307 |

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Sasaran/
Indikator

Satuan 20171 2018% 20197

: £ Pertumbuhan PDB Persen 3,8 3,9 3,8
Pertanian
) Pertumbuhan PDB Persen 4,3 1,3 3,1
3, Industri Pengolahan
- Nilai Devisa Pariwisata Miliar 15,2 17,0 20,0
| = usD .
i {
{ {
{ 5 Nilai Tambah Ekonomi Triliun 980 1.105 | 1.211
i === Kreatif | Rupiah
§ 4 —t
Fertumbuhan Ekspor Persen 8,9 | 6,5 6,3
6. Barang dan Jasa
7. Pertumbuhan investasi Persen 6,2 (<% 7,0
| (PMTE)
. 12 Kontribusi Ekonomi Persen N/A N/A N/A

| Digital [ |
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi;, **) Target

i 1.189-1.214

21,0

3,7

6,0

3,2
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4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4.3.2 Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi

Sasuran/
Indikator

Susaran/
Indikator

91. Indikator PP Peningkatan
Nilai Tambah dan Investasi
di Sektor Riil dan
Industrialisasi (perubahan

Satuan 2017 20189 20191 2020 Satuan 20171 20187 2019 20201

X Pertumbuhan PDB Industri Persen 4,85 4,77 5,33 5,609
Pengolahan Non Migas

4,77 5,33 5,48 - 6,01

Persen 4,85

Pertumbuhan PDB Industri
Pengolahan Non Migas

data pada Tabel 4.26, i } t - - {1 : : - -
Halaman IV.65) 5, Kontribusi FDB Industri Persen 20,16 19,86 19,83 19,78 - 19,80 5, Kontribusi PDB Industri Persen 20,16 19,86 19,83 19,63
Pengolahan | Pengolahan
11. | Target realisasi investasi PMA | Triliun 6928 721,3 | 833,0-870,0 | 875,1 - 890,3 11. | Target realisasi investasi Triliun 692,8 721,3 833,0-870,0 886,0
dan PMDN Rupiah PMA dan PMDN Rupiah
12. | Kontribusi realisasi PMA dan Persen 39,6 30,8 33,2 36,2 12. | Nilai realisasi PMA dan Triliun 2747 2222 198,01 246,3
PMDN sektor manufaktur PMDN sektor manufaktur Rupiah |
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN fBappenas (diolah), 2019 o

Keterangan: % Angka proyeksi; **) Target

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

K/L
Pelaksana

92. Indikator KP Peningkatan : rglatan nSar R
Industri Berbasis Pertanian Prioritas ndikato
Terintegrasi Hulu-Hilir

Meningkatnya produksi komoditas tanaman industri

A Peningkatan Meningkatnya produksi komoditas tanaman industri | Peningkatan
(perubahan data pada Tabel | Industri Berbasis [ | Industri Berbasis
4‘27, Halaman [V.67} Pertanian 1 Pertanian
Terintegrasi _ | Terinlegrasi }
Hulu-Hilir | | Hulu-Hilir | |
? [ Peningkatan | 3,0 Persen 114 » Kementan ! Peningkatan 23 I Persen 114 « Kementan
| | produksi Lokasi |+ Kemen BUMN produks ’ | lokasi g kemen
cengleh » Kemenperin cenghkeh ; . BUMN
* BKPM ¢ Kemenperin
* Kemendes | « BKPM
PDTT Pemnd
* Pemda | et
| * BUMN
* BUMN
Ca - Perkebunan
* Pertamina

* Pertamina




PERIHAL

a93. Indikator KP Peningkatan
Industri Berbasis
Kemaritiman yang
Terintegrasi Hulu-Hilir
(perubahan data pada Tabel
4.27, Halaman IV.67)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

! Meningkatnya produksi komoditas hortikultura

Persen | a3
Provinsi

Peningkatan 2,7 |
produksi | |
buah-buahan | |

Meningkatnya industri fitofarmaka dan jamu

Peningkatan 3,5 Persen 3
produlksi Provinsi
fitofarmaka

|
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Sasaran/
Indikator

Target Unit

| Kegintan Prioritas

Lokasi

Kementan
Kemen BUMN
Kemendes
PDTT

Permnda

BUMN

8lokasi e Kemenperin

Kementan
BPOM

Kemenko
Perekonomian
Kemen perin
Kemendes
PDTT

Pemda
Kemenkes
LIPI

K/L
Pelaksana

* Kemen BUMN |
» Kemenhub |

2. Peningkatan Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi
Industri Berbasis hulu-hilir
Kemaritiman yang
| Terintegrasi Hulu-
| Hilir
Jumlah 10 Unit
pembangunan
| /revitalisasi
Prasarara
| logistik
perikanan,

* KKP I

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

| Meningkatnya produksi komoditas hortikultura

Persen 33 ¢ Kementan
Provinsi

Peningkatan 2,7
procduksi

* Kemen
buah-buahan

BUMN
¢ Pemda
*« BUMN

Meningkatnya industri fitofarmaka dan jamu

Persen | 3
Provinsi

3,5 * Kementan
* BPOM

¢ Kemenko

Peningkatan
procduksi
tanaman obat

Perekonomian |

* Kemenperin

* Pemda
* Kemenkes
* LIFI

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Sasaran/
Indikator

Kegiatan Prioritas Target Unit

Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang
| terintegrasi hulu-hilir

£ Peningkatan
Industr Berbasis

Kemaritiman yang
Terintegrasi Hulu-
Hilir
Jumlah 31 Unit 17 « Kemenperin
? | -
prasarana | Provinsi Kefneh
pengadaan

dan penyim- i | ! RUMN
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TAHUN 2020
termasuk cold | Kemenpar termasuk cold | |e Kemenhub
[ i L L |eKemenESDM ||| -' Blicis s, O I e KKP
! Jumlah sarana | 300 | Unit 15 * BKPM Jurmnlah 1400 | Unit 21 |e Kemen-
| rantai dingin | Provinsi |e Kemendes 3“‘ "HU“J“”LH’ | Provinsi | parckraf
dan [ PDTT I_"g:l:u Al le Kemen
pengolahan [ pera PI ‘t“ ESDM
hasil kelautan [ rcia pengolahan .
dan perikanan . « BUMN hasil ke.iautﬂn * BKPM
. | dan perikanan . | | o Pemnda
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019 Jumish Sentra i3 | Lok 5 « BUMN
[t i s . 2 KAs) »
Kelautan dan | provinsi
Perikanan
Terpadu
(SKFT) vang
dioptimalkan

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

94, Indikator KP Peningkatan ' Kegiatan Sasaran/
Daya Saing Destinasi dan - Prioritas Indikator
Industri Pariwisata, [

Kegiatan
Prioritas i Indikator Pelaksana

Turget

3 4 Peningkatan | Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata 5 4 Peningkatan Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri
Tgrmasuk Wisata Alam, yang || Daya Saing ' Daya Saing pariwisata
Didukung Penguatan Rantai | Destinasi dan Destinasi dan |

Pasok (perubahan data pada || Industri Industri |
Tabel 4.27, Halaman 1V.69) i Pariwisata, Pariwisata, _
| Termasuk Wisata Termasuk Wisata

Alam, yang Alam, yang

Didukung : Didukung
Penguatan Penguatan
Rantai Pasok | Rantai Pasok
Jumlah 5 Destinasi 1. Jatim » Kemenpar Jumlah 4 Destinasi | 1. Jatim | Kemen-
d:-:::::;;ﬂ 2. NTT o KLHK ‘j"i:\’;‘l‘;:’m ' 2. NTT prrekral
| E ) 3. Bultra » KKP pa |3. Sultra |* Kemen
{ yang b yang | PUPR
: difasilitasi 4. Sulsel ¢ Kemen difasilitasi f 4, Sulut
i peEnyuUSUNAanD ' 5, Papua Barat KUKM penyusunan | |* BKPM
| dokumen | & Hkrnandey dokumen e KLHK
| pengem- PDTT | pengem- | . KKP
| bangan - | | bangan | —
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pariwisala
terpadu

| Jumlah 10
destinasi
pariwisata,
termasuk
dalam
bentuk KEK,
vang
difasililasi
permmbanguna
n
infrastruktur
di luar
kawasan

Jumlah lokasi 5
urban heritage
regeneration

| yang

dilasilitasi
pengembanga
n atraksi
berbasis
heritage/
ekonomi

| kreatif

Jumlah 12
diversifikasi

produk

perjalanan

Destinasi

Lokasi

Dokumen

1. Surnut

o

Kemen
PUPR
Kemenhub

Kemen
ESDM

BKPM

Kemen
BUMN
Pemda
BUMN

2. Bangka
Belitung
3. DKI Jakarta

4. Banten-Jabar

B2

|5, DIY-dateng
|6, Jatim

7.NTB
8 NTT

. Sultra

|10, Maluku

Utara

1. Sumut

2. Dy

(3. Jateng (2)
4. NTB

1. NTT

2. NTB
3. Sulut

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
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pariwisata
terpadu

Jumlah 11 Destinasi
destinasi i
pariwisata,

termasuk

dalam bentuk

KEK, yang

| difasilitasi

pembanguna
n

| infrastruktur

di luar
kawasan

Jumlah 4 Lokasi
lokasi
cultural

| heritage
| regeneration
| yang

difasilitasi
pengembang
an atraksi
berbasis

| herttage/
| ckonomi
| kreatil

1. Surnut

* Kemen
KUKM
Kemendes
PDTT
Kemenhub

Kermnen

ESDM

* Kemen
BUMN

2. Bangka * Kemnaker
Belitung » Kemenkes

3. DKl Jakarta = Bappenas

4. Banten-Jabar | Pemda

5. DIY-Jateng |

6, Jatim

7. NTB

8. NTT

49, Sultra

10. Maluku
Utara

11.8ulut

1. Sumut

2. DIy
3. Jateng
4, NTB
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pariwisata
alam dan
budaya

Jumlah | S

7
pengembanga
n wisata
bahari

|

|

i
Geopark yang 8
difasilitasi

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Lokasi

Laokasi

. Sulteng

FRENET Y

. Gorontalo

NTB
NTT

. Bulsel
. Sulut
. Papua Barat

NTBE

. Jabar

DIy

.« Sumut

Bali
Babel

. Sulsel

. Kepri

Dokumen | 1.

TAHUN 2020
Jumlah 15
diversifikasi
produk

perjalanan
pariwisata
alam dan
budaya

| Jumlah |10
I | pengemban |
! | gan wisata

bahari

Geopark 2
yang,
| difasilitasi

" Jumlah 11
desa wisata
super
prioritas
yang
didukung
pengerr-
bangannya

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Lokasi

Lokasi

[Desa

= - AT LTSI

2.

13.

9,
5.

= —
=]

NTT
NTH
Sulut
Sulteng

Gorontalo

NTB
NTT

. Aceh

. Sulut

. Kepri

. Sumbar

Bali

(8. Kaltim
. Maluku
.Maluku

Utara

. Sulsel

. Kepri

. NTB
. Sumut




Indikator KP Peningkatan

PERIHAL

Nilai Tambah dan Daya Saing
Produk Kreatif dan Digital
(perubahan data pada Tabel
4.27, Halaman 1V.70)

5

96.

Indikator KP Perbaikan [klim
Usaha dan Peningkatan
Investasi (perubahan data
pada Tabel 4.27, Halaman
IV.71)

Digital

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Kegintan
Prioritas

Peningkatan :

| Nilai Tambah |

dan Daya
Saing Produk
Kreatif dan

Heglatan
Prioritas

Perbaikan Iklim
Usaha dan

| Peningkatan

. Investasi

Sasaran/
Indikator

Target Unit Lokasi

Meningkatnya nilai tambah produk kreatil dan digital

Lokasi

Jumlah 9 1. Sumut (Medan] |« Bekraf

klaster kreatifl | 2, Jabar s Kernen-
yang (Bandung dan {hrr e
dikembang- Karawang)
kan ! 3. Banten (Maja- |° :ETFTI_
| Rangkasbitung TR
| , Lebalk) ¢ Kemen-
4. DKI Jakarta pern
5. DIY * Kemen-
6. Jateng dikbud
(Sernarang) * Kemenlu
7. Jatim + Pernda

(Surabaya)
8. Sulsel
. (Makassar] |
9. Bali i

Sasaran/
Indikator

Unit

Meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dan realisasi investasi |
PMA dan PMDN I

e e | EL

Meningkatnya peringkat daya saing pilar pasar kerja dalam global |
competitiveness index |

Sumber:

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Basaran/
Tndikator

Hegiatan

Prioritus Lokasi

Target  Unit

Peningkatan Nilai . Meningkatnya nilai tambah produk kreatif dan digital
Tambah dan Daya
Saing Produk

Kreatif dan Digital

Jumlah 8 | Lokasi |1. Sumut
klaster kreatif (Medan)

yang |2, Jabar
dikembang- | (Bandung dan
kan , Karawang)

' 4. Banten (Maja-
Rangkasbitun
| g Lebak)
l4. DIY
| 5. Jateng
(Semarang)
6. Jatim
(Surabaya)
| 7. Sulsel
(Makassa)
| | 8. Bali

Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Sasaran/
Indikator

Kegiatan
Prioritas

Target Unit Lokasi

Perbaikan lklim
Usaha dan
Peningkatan
Investasi

investasi PMA dan PMDN

Dihapus

| Meningkatnya peringkal kemudahan berusaha dan realisasi

K/L
Peloksuna

| » Kemen-
| parekrafl

* Kemen-
Kominfo

¢ Kemen-

f Hukham

e Kemen-

! perin

| » Kemen-
dikbud

| * Kemenlu
| Pemda

K/L
Peluksana
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PERIHAL

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4.3.3 Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

Sasaran/ K/L

97. Indikator KP Pengembangan
5 No. Kegiatan Prioritas Target Unit Lokasi
Industri Halal (perubahan e Indikator o Pelaksann
da;a padal$a7bgel 4.27, 8. | Pengembangan | Berkembangnya Industri Halal
Halaman 1V.72) | Industri Halal
Declaration on 1 Dokumen DKI * Kemenperin
Halal Industry Jakarta « Kemendag
* Kemen PPN/
Bappenas
. s Kemenlu
Sumber; Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
08, Indikator Program Prioritas No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017") 2018") 2019™") 20207

Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja dan Penciptaan
Lapangan Kerja (perubahan
data pada Tabel 4.28,
Halaman IV.77)

Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja

RR———————

4. | Jumlah Lulusan Orang | pyan) Ny aR) . N/AY
Pendidikan Vokasi [ / /
6. Jumlah Tenaga Kerja Juta 17,5 18,3 N/A 19,7
Industri Orang |
7. Jumlah Tenaga Kerja Juta | 12,6 12.6% 12,74 13,0
| Pariwisata Orang | P
- 4 i i |
g8 | Jumlah Tenaga Kerja Juta 17,4 17.9" 18 4" 19,0
Ekonomi Kreatif Orang ? A

Sumber: BPS 2018, Sakernas 2018; RKP 2019,
Keterangan: *) Realisasi, **) Target berdasarkan proyeksi Direktorat Pendidikan dan Agama

Bappenas (basis target Visi 2045); ®) Data tidak tersedia karcna sebelumnya
merupakan data gabungan jumlah lulusan pendidikkan vokasi dan pelatihan

vokasi; !’] Data realisasi pelatihan di 14 K/L, kecuali Kemendikbud dan
Kemristekdikti; ©) Data realisasi BNSP Desember 2018; d) Target RKP 2019, (Proporsi

tenaga kerja berkeahlian menengah = 37%), €) Target Kemenpar;, 1) Prognosa.

| 1.890.345

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

K/L

Pelaksana

Sasaran/
Indikator

Kegiatan
Prioritas

Unit Lokasi

| Target
|

Pengembangan | Berkembangnya Industri Halal
Industri Halal |

Jumlah dokumen 3 Declaration,

Pusat * Kemenperin
keluaran Indonesia Work Plan, o Kisaanida
Middle East and Network TENCag

Countries Summit * Kemenlu

on Halal Industries |

Sumber: Kemenlterian PPN /Bappenas (diolah), 2019

No. Sasaran /Indikator Satuan 2017") 2019"")

Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja

3. Dihapus
6. Jumlah Tenaga Kerja Juta 17,5 18,3 18,9 19,7
Industri Orang
7. Jumlah Tenaga Kerja Juta 12,71 112,99 13,0 13,0
Pariwisata Orang, i
&  Jumlah Tenaga Kerja Juta 17,7 . 17.9d 18.4" 19,0
Urang '

Ekonomi Kreatif
Sumber: BPS 2018; Sakernas 2018, RKP 2019,
Keterangan: *) Realisasi, **) Target merupakan proyeksi dengan basis target Visi 2045; 8) Data
tidak tersedia karena sebelumnya merupakan data gabungan jumlah lulusan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi; P) Data realisasi pelatihan di 14 K/L, kecuali Kemendikbud dan
Kemristekdikti, ©) Data realisasi BNSP Desember 2018, d] Targel RKP 2019, (Proporsi tenaga
kerja berkeahlian menengah = 37%); €] Prognosa; f) Lampiran Pidato Presiden Tahun 2019,
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Indikator KP Peningkatan
Peran dan Kerjasama

Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi dengan Dunia Usaha
(perubahan data pada Tabel
4.29, Halaman IV.78 - IV.79)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Sasaran/
Indikator

Hegiatan
Prioribas Target Unlg Lokasi

Peningkat-
an Peran
dan Kerja
Sama Pen-
didikan dan
Pela-tihan
Vokasi
dengan
Dunia
Usaha

Meningkatnya kualitas dan relevansi standar kompeten
pendidikan dan pelatihan vokasi

Sektor/ Pusat

Sub

Jumlah peta 20
kompetensi

sektor/sub-

sektor yang

disusun

bersama

‘ | dengan dunia

Sektor

usaha

| Jumlah SKKNI
| berbasis

{ okupasi dan
KIKNI yang

| - disusun

250 SKIKNI Pusat

Sekolah 34
Vokasi Provinsi

\ Jumlah 809

| sekolah vokasi

| yang bermitra

| dengan dunia
usaha

Peru- 34
sahaan Provinsi

Jumlah a0
perusahaan/
industri yang
menjalin
| kerjasama
| dengan

K/L Pelaksann

si dan kurikulum

* Kemnaker

* Kemenperin

| » Kemendikbud
|* Kemenpar

|e Kemenkominfo
* KemenFUFPR
| Kemen ESDM
* Kemenhub

¢ Kemristekdikti
e KADIN

|» Asosiasi
Pengusaha/
Industri/
Profesi

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Kegiatun
Prioritas

Peningkatan

| Peran dan

Kerja Sama

| Pendidikan
| dan Pelatihan

Vokasi

dengan Dunia |

Usaha

Sasaran /Indi

-kator

Dihapus
Dihapus
Dihapus
Standar

| kompetensi
| kerja yang
- ditetapkan

Sekolah yang
Bekerjasama
dengan
Industri dan
Pendidikan
Dual System

Jumlah
perusahaan/
industri yang
menjalin
kerjasama
dengan
lembaga
pelatihan

TAHUN 2020

Target

170

53

4

41

Unit

SKKNI

Sekolah

Peru-
sahaan

Lokusi

Meningkatnya kualitas dan relevansi standar kompetensi dan
| kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi

Pusat

34
Provinsi

34
Provinsi

H/L Pelaksana

* Kemnaker

* Kemenperin

¢ Kemendikbud
| Kemenparekraf
|* Kemenkominfo
[« KemenPUPR

i- Kemen ESDM
* Kemenhub

|» Kemristekdikti
I' KADIN

» Asosinsi
Pengusaha /
Industri/
Profesi

i

i
i
{
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pelatihan

| pengemba-
| ngan vokasi

| Skill Develop-

| kerja dan calon

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

lembaga

Jumlah 500 Peru- 34
perusahaan sahaan Provinsi
yang bermitra

dalam

| Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara

pemerintah, lembaga diklat dan dunia usaha

Jumlah pusat 20 Lokasi 20 * Kemnaker
pengemba- Wilayah

Keme I
ngan keahlian/ LR

* Kemendikbud

ment Center

| (8DC) yang

| lerbentuk | | |

4 et { ==L
| Jumlah tenaga 20,000 Orang | 20 !
| kerja dan calon | Wilayah

tenaga kerja
yvang bekerja
dengan
fasilitasi SDC

Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja yang berkualitas,

| komprehensif, mutakhir, dan mudah dijangkau masyarakat

: Fropingl 1 Kemenperin
tenaga kerja

| Jumlah tenaga 2.000.000 Orang i 34 e Kemnaker
|
1

| yang mendapat | * Kemendikbud

pekerjaan atau
membuka

usaha dengan
fasilitasi pusat

Kemenpar

Kemenkominlo
Kemen PUPR

peayhaas l * Kemen ESDM
informasi pasar | ez
kerja * Kemenhub

Kemenristekdikti

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Dihapus

Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi
aniara pemerintah, lembaga diklat dan dunia usaha

Jumlah pusal 20 Lokasi 20 s Kemnaker
pengemba- Wilayah K .
ngan .. ACITIEN PErIT
keahlian/ |* Kemendikbud
Skill Develop-

ment Center
(SDC) yang
terbentuk

Dihapus

Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja yang bcrkualitas,l
komprehensif, mutakhir, dan mudah dijangkau masyarakat

Jumlah 2,000,000 Orang 34 * Kemnaker
tenaga kerja Provinsi’ |, Kemenperin
dan calon o
tenaga kerja ¢ Kemendikbud
yang * Kemenparekraf
mendapal I i
pekerjaan . : I- Kemenkominfo
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RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

PEMUTAKHIRAN

TAHUN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH

100.

Indikator KP Peningkatan
Sertifikasi Kompetensi
(perubahan data pada Tabel
4.29, Halaman IV.80)

Sumber; Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Sasuran /
Indikator

Hegiatan
Prioritas

3. | Peningkatan
| Sertifikasi f
| Kompetensi

Jumlah SMK
yang Menjadi
Lembaga
Sertifikasi Profesi
(LSP) 1

Target

300

Unit

Sekolah

Lokasi

34
Provinsi

K/L Pelaksans

Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

Kemnaker

+ BNSP

Kemenperin
Kemenpar
KemenPUPR
Kemen ESDM
Kementan
Kermenkominfo
Kemendikbud
Kemenkes
KLHK
Kemenkop
UKM
Kemristekdilkti
Kemendag
Kemenhub
Kemendag

Sumber:

atau
mernbiila
usaha
dengan
lasilitas:

| pusat
pelayanan

informasi
pasar kerja

Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Heglatan
Prioritas

Peningkatan

Sertilikasi

Kompetensi

Sasaran/
Indikator

Dihapus

Jumlah
Lembaga
| Sertifikasi
| Berlisensi

Target

270

Unit

LSP

Lokusi

I Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi

34
Provinsi

|* Kemen PUPR

* Kemen ESDM
* Kemenhub

* Kemen-
ristekdikti

K/L Pelnksana

« Kemnaker

« BNSP

* Kemenperin
e Kemen-

parekraf

* KemenPUPR

Kemen ESDM
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RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

1

Sumber; Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

101.

K/L Pelaksana KP Peningkatan Tata
Kelola Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi ({(perubahan data pada
Tabel 4.29, Halaman 1V.80)

No. |  Kegistan

| Sasaran/ladi
-kator

Target
Prioritas

4. | Peningka-

; tan Tata

| Kelola

| Pendidik-

| andan

| Pelatihan

| Vokasi | i
Terbentuknya 1
Lembapga
Pengelola
Kartu Pra-
Kerja

Lokasi

Lemba- Pusat

ga

H/L Pelaksana

: Mcningkatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi

= Bekraf

Kemnaker
Kemenperin
Kemendik-
bud
Kemenko
Perekonomi-
an
Bappenas
Pemda

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

i SDM Bidang 1,500
| Sertifikasi
| [Asesor dan

Master Asesor)

yang Dilatih

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

|
Fusat |

Orang

Kementan

Kemen-
kominfo
Kemen-
dikbud
Kemenkes
KLHK

Kemenkop
UKM

Kemen-
ristekdikti
Kemendag
Kernenhub

Sasaran (Indi |

Kegintan
Prioritas
Peningkatan
Tata Kelola

Target
-kator :

i Pendidikan

| dan Pelatihan

| Vokasi :
Terbentuk- 1
nya Lembaga
Pengelala
Kartu Pra-
Kerja

Unit Lokasi

Meningkatnya tak:]o]a pendidikan dan pelatihan vokasi

Pusat

Lemba-
ga

* Kemenko
Perekonomi-
an
Kemnaker
Kemenperin
Kemendik-
bud
Bappenas

K/L Pelaksana




PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

PERIHAL (ERJA PEMERINTAH TAHUN 2020
RENCANA XK TAHUN 2020
4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4.3.4 Program Prioritas Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
102, Indikator PP Peningkatan ' Sasaran/Indikator 20177 2018 _ Sasaran/Indikator 20187 2019
E}““"_"‘ Bernilai Tambah 1. | Pertumbuhan Ekspor | Persen 16,54 6,39 . 7,00 - 9,00 6,88 - 9,24 1 54 . Pertumbuhan Ekspor | Persen 16,54 6,39 7,00 - 9,00 4,30
T!nggl dan Penguatan | Nonmigas | 5 Norirnigas ; |
Tingkat Komponen Dalam r ' i g I t t i T t |
Negeri (TKDN), (perubahan 3. | Hilg:‘cka[mr produk h;[}ii’i?)r 4,45 4,86 | 9,54 6,1a 3 Nih?]i(c:kspnr produk | l:l'ijiéi;l):' 4,45 4,86 9,544 ! 6,17
data pada Tabel 4.30, . | perikanan . £ . ; | | . | perikanan | 8 . | |
Halaman IV.81 - |V.82) 4, Kontribusi Ekspor Persen 44,97 46,10 55,00 - 65,00 | 49,00 - 50,00 4, Kontribusi Ekspor | Persen 44,97 46,03 | 55,00 - 65,00 49,50
Produk Industri Produk Industri
6. Nilai Ekspor Ekonomi Miliar USD | 20,50* 21,00" 21,50 21,50 - 22,60 6. Nila; Ekspor Ekonomi Miliar USD| 20,50 @ 21,004 21,50 21,50 - 22,30
Kreatif Kreatif
7. Jumlah Wisatawan Juta 277 303,44 308 312 i Jumlah Wisatawan Juta | 2708 303,44 308 312
| Nusantara | Perjalanan Nusantara Perjalanan
B. ‘ Jumlah Wisatawan Juta 14,04 15,81 17,50 18,50 8. Jumlah Wisatawan Juta . 14,04 15,81 16,4b) 18
| Mancanegara | Orang 1 | Ma neanegara Orang |
— ~ i | S ] } p— ! | ] ! !
9. Rasio Ekspor Jasa | Persen 2,49 2,68 2,60 | 2,79 -3,11 g, Rasio Ekspor Jasa Persen 2,49 | 2,68 2,60 2,57
! Terhadap FDB Terhadap PDB |
Sumber: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian; Berita Sumber; Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Kernenterian Perindustrian,
Resmi Statistik BPS; Badan Ekonomi Kreatifl (diclah oleh Bappenas); Neraca Pembayaran Bl Berita Resmi Statistik BPS, Badan Ekonomi Kreatif (IPEK], Neraca Pembayaran Bl dan
dan PDB ADHB BPS; Kementerian Perdagangan. PDB ADHB BPS, Kementerian Perdagangan
Keterangan: 9 Realisasi; * Target; @ Angka proycksi berdasarkan perkiraan realisasi Kelerangan: *] Realisasi, **) Target, "Angka proyeksi Kementerian Pariwisata hingga akhir
2019; ¥ Angka proyeksi Kementerian Pariwisata hingga akhir 2018; 9 Prognosa. 2018, biprognosa, 9 Merupakan angka target, sedangkan prognosa senilai 5,50
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K/L pelaksana dari KP
Peningkatan Efektivitas Free
Trade Agreement (FTA) dan
Diplomasi Ekonomi
(perubahan pada Tabel 4.31,
Halaman 1V.83)

104.

K/L pelaksana dari KP
Pengelolaan Impor
(perubahan pada Tabel 4.31,
Halaman IV.84)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

K/L
Pulaksana

Sasaran /
Indikator

Kegiantan

Prioritas i

Target

Mempercepat penyelesaian perundingan dan peningkatan
pemanfaatan implementasi FTA

| Peningkatan
| Efektivilas Free
| Trade Agreement
(FTA) dan |
Diplomasi |
Ekonomi |
| Jumlah 5 FTA Pusat * Kemendag
perundingan | BKPM
FTA yang Kemenlu
diselesaikan Kemen perin
KKFP
Kementan
Kemenpar
Kemen KUKM
Bekraf

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Kegiatan
Prioritas

8. Pengelolaan

. Meningkatnya efektivitas kebijakan pengelolaan impor
| lmpor |

Pertumbuhan
impor barang |
konsumsi |

9,2 | Persen Pusat e« Kemendag

* Kemenkeu

* Kemenperin

* Kemenpar

Sumber: Kementerian PPN fBappenas (diolah), 2019

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Sasaran/
Indikator

Keglatan 4
Prioritas Target i Satuan Lokasi

K/L
Pelaksana

Peningkatan
| Elektivitas Free pemanfaatan implementasi FTA
. Trade Agreement

| (FTA) dan |
Diplomasi |
Ekonomi |
Jumlah 5 FTA Pusat
perundingan
FTA yang

diselesaikan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diclah), 2019

Sasaran/
Indikator

Kegiatan

Prioritas Lokuel

Target Satuan

i Pengelolaan | Meningkatnya efektivitas kebijakan pengelolaan impor
Impor |

Pertumbuhan 9,2 Persen | Pusat
impor barang |

konsumsi !

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Mempercepat penyelesaian perundingan dan peningkatan

Kemendag
BKPM

Kemenlu |
Kemenperin |
KKP |
Kementan |
Kemenparekraf |
Kemen KUKM |

H/L Pelaksana

Kemendag

Kemenkeu
Kemenpernin

Kemenparekrafl
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Target indikator dan K/L
pelaksana dari KP
Peningkatan Citra dan
Diversifikasi Pemasaran
Pariwisata dan Produk
Kreatif,

(perubahan pada Tabel 4.31,
Halaman 1V.84)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Kegiatan Sasuran/ 3 z Kegiatan Sasaran/ :
Prioritas Indikator Anrget Ratuan Lok i FAE R elaknmy Prioritas Indikator Farget i Putusn Lokl - /L Piskensn
' Peningkatan i Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk Peningkatan | Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan
Citra dan | kreatif | Citra dan | produk kreatif g
Diversifikasi | | Diversifikasi | g
Pemasaran | | Pemasaran : |
! Pariwisata dan | Pariwisata dan |
Produk Kreatif | Produk Kreatif |
e S — B Y P I TS S f : SRR i { — I - = Sl = = S5
| Jumlah pameran 24 Pameran Pusat |e Bekraf : Jumlah pameran 26 Pameran Pusat e Kemenparekrafl
| wisata 10 DPP dan & Rensis { | wisata 10 DPP AR RT
| 10 destinasi paE | dan 10 destinasi '
branding ¢ Kemeniu | branding * Kemenkominfo
. i : { t { i |
| Jumlah misi ! ar Misi piaat |* eemenkomins | | Jumilah misi 28 Misi Pusat | ° Kemendag
| | penjulan 10 DPP | Penjualan » Kemendag | penjulan 10 DPP Penjualan '
| | dan 10 destinasi | | dan 10 destinasi
|L | branding i | branding |
I 1 1 i
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4.3.5 Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

106. Target indikator Program
Prioritas Penguatan Pilar
Pertumbuhan dan Daya
Saing Ekonomi (perubahan
data pada Tabel 4.32,

Halaman [V.85)

Sasaran/ Indikator Satuan 2017 2018%

Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

I. | Kontribusi Sektor Jasa Persen 1,15 [

| Kenangan/PDB

4,20
Sumber: Kernenterian PPN/Bappenas [diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

2019

4,19

2020

4,22-4,23 1.

Sasaran/ Indikator Satuan 20171 20181 20191 | 2020

' Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonormni
[ T |

Kontribusi Sektor Jasa Persen 4,19 | 4,23

Keuangan/PDB |

4,20

4,15 |
|

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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Target Indikator dari KP
Peningkatan Pendalaman
Sektor Keuangan (perubahan
data pada Tabel 4.33,
Halaman 1V.86)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

K/L
Pelaksana

Sasuran /

lndikator Lokmes

Target Satuan

| Peningkatan
| Pendalaman
| Seklor

! Keuangan

e e

1. . Meningkatnya pendalaman seklor keuangan

* Kemenko

| Rasio M2/PDB 40,1 - 40,9 Persen Pusat

* Kemendagri

* Kemenkeu

Sumber; Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

108.

K/L Pelaksana dari KP
Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Digital dan
Industry 4.0 (perubahan data
pada Tabel 4.33, Halaman
IV.87)

Heglatan
Prioritas

Sasaran/

Indikator L

Target Sutuan K/L Pelaksana

2 Optimalisasi Berkembangnya leknologi digital untuk meningkatkan transformasi

Permmanfaatan ' ekonomi dan efisiensi pelayanan
Teknologi |
Digital dan |
| Industry 4.0 |
1 1 T T T
Jumlah pelaku 8,500 Orang Pusat e Kemenperin
kreatifl yang .
difasilitasi , Hekral
infrastruktur i » Kemenkominfo
TIK * Kemenpar |

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (dioclah), 2019

Perekonomian |

f Peningkatan

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Sasaran/
Indikator

Kegiatan
Prioritas

Target Satuan Lokasi

| Meningkatnya pendalaman sektor keuangan |

| Pendalaman

Keuangan

Sektor | [

* Kemenko
Perekonomian

Rasio M2/PDB 40,4 Persen Pusat

* Kemendagri

*» Kemenkeu

: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Sasaran/
Indikator

Kegintan

Prioritas Satunn

Lokusi K/L Peluhsana

Target

Optimalisasi | Berkembangnya teknologi digital untuk meningkatkan transformasi

Pemanfaatan | ekonomi dan efisiensi pelayanan

Teknologi

Digital dan

Industry 4.0
Jumlah pelaku 8,500 Orang | Pusat  |e Kemenperin
3:5:].“&:?" | * Kemenkominfo
infrastruktur | Kemenparekraf
TIK

: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
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K/L Pelaksana dari KP
Peningkatan Pengembangan
Industri dan Pariwisata yang
Berkelanjutan (perubahan
data pada Tabel 4.33,
Halaman 1V.87)

1|

Sumber:

110.

K/L pelaksana dari KP
Peningkatan Ketersediaan
dan Kualitas Data dan
Informasi Perkembangan
Ekonomi, Terutama
Pariwisata, Ekonomi Kreatif,
dan Ekonomi Digital
(perubahan data pada Tabel
4.33, Halaman [V .88)

Sumber:

; Peningkatan

| Ketersediaan
dan Kualitas

| Terutama
| Pariwisata,

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

K/L
Pelaksana

Sasaran/
Indikntor

Hegiatan

Prioritas ey

Target Sutuan

' Meningkatnya pengembangan industri dan pariwisata yang

Pengembangan | berkelanjutan
Industri dan
Pariwisata yang
Berkelanjutan |
Jumlah 2845 Perusa- Pusat |» Kemenpar
| perusahaan haan
* Kemen perin
yvang
| menerapkan » BSN
sertifikasi SNI
150 14001
Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Sasaran/
lodikator

Kegiatan

Prioritas
Peningkatan Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data serta informasi
perkembangan ekonomi, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan
ekonomi digital
Data dan
Informasi
Perkembangan
Ekonomi,

Ekonomi Kreatif,
dan Ekonomi
Digital |
Data statistik 2 Database Pusat * Bekrafl
| ekonomi kreatif « BPS
yang sesuai
! standar

Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

| Peningkatan
| Pengembangan

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
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K/L
Pelaksana

Keglatun
Prioritas

Sasaran/ ; i :
tndikator Target Satuan Lokasi

Meningkatnya pengembangan industri dan pariwisata vang
| berkelanjutan

Industri dan

Pariwisata yang

Berkelanjutan
| Jumnlah | 2845 Perusa- Pusat |« Kemen-
| perusahaan haan parckraf
yang RE—
menerapkan |* Kemenperin

Sumber:

| Ketersediaan

| sertilikasi SNI

|e BSN
| IS0 14001 i

Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Sasaran /
Indikator

| Meningkatnya kualitas dan ketersedinan data serta informasi

| perkembangan ekonomii, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan
dan Kualitas | ekonomi digital |
Data dan | |
Informasi {
Perkembangan |
Ekonomi, |
Terutama
Pariwisata,
Ekonomi Kreatil,
dan Ekonomi

Peningkatan

Digital

Sumber;

Data statistik 2 Database Fusat
ekonomi kreatil
yang sesuai

stanclar

* Kemen-
parekraf

* BPs

Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019




Target Indikator dari KP

PERIHAL

Reformasi Fiskal (perubahan
data pada Tabel 4.33,
Halaman IV.88)
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K/L

Kegintan
Peluksana

Prioritas

| Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi

g Terlaksananya reformasi fiskal
H
i

| | Pembaruan sistem 13,8
[ inti administrasi
| perpajakan (core tax
admirmstration
system)

Persen | Pusal e Kemenkeu |
|
|

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

= | B
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K/L
Pelaksana

Sasuran/
Indikatos

Kegiatan
Prioritas

Target Satuan Lokasi

Reformasi Terlaksananya reformasi fiskal i

Fiskal

=1 e |
Pembaruan sistem 1.5

inti administrasi

perpajakan (core tax
administration

system)

.
Persen Pusat = Kemenkeu

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
4.3.6 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

112,

Kerangka regulasi pada PP
Peningkatan Nilai Tambah
dan Investasi di Sektor Riil
dan Industrialisasi
(perubahan pada halaman
1V.89)

1) KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital:
percepatan penyusunan Undang — Undang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Integrated Tourism Master Plan.

1) KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital:
percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Integrated
Tourism Master Plan.

113.

KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi:

Untuk perbaikan iklim usaha, diperlukan penyusunan (1) Revisi Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Peraturan-
peraturan teknis sebagai amanat Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KP Perbaikan lklim Usaha dan Peningkatan Investasi:

e  Untuk perbaikan iklim usaha, diperlukan revisi (1) Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¢ Untuk meningkatkan investasi, diperlukan inventarisasi, pendalaman,
dan revisi regulasi yang mengatur pelayanan investasi yaitu Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik.

Untuk memfasilitasi kemudahan usaha dan meningkatkan investasi, diperlukan
pendekatan omnibus law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN,
pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan.




114.

PERIHAL

Perubahan kerangka regulasi
pada PP Penguatan
Kewirausahaan dan UMKM
(perubahan pada halaman
IV.89)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Untuk mendukung pencapaian PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
diantaranya dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Kapasitas,
Jangkauan, dan Inovasi Koperasi. Kerangka regulasi vang diperlukan adalah
mengkaji dan merevisi regulasi yang menghambat pengembangan usaha koperasi
dan memberikan landasan hukum pada kegiatan koperasi model baru yang
inovatif, seperti koperasi pekerja dan koperasi startup.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
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Untuk memperkuat kewirausahaan dan UMKM, diperlukan pendekatan omnibus
law yang meliputi penyerderhanaan, pencabutan, dan penggabungan peraturan
perundang-undangan terkait pemberdayaan UMKM. Sementara itu, untuk
mendukung strategi peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi
diperlukan pengkajian ulang, revisi, dan penyusunan regulasi terkait
perkoperasian sebagai landasan hukum untuk mengembangkan koperasi model
baru yang inovatif, seperti koperasi pekerja dan koperasi start-up.

115.

Kerangka regulasi pada PP
Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja dan Penciptaan
Lapangan Kerja (penambaha
pada halaman [V.90)

Untuk memperbaiki iklim investasi dan mendorong lebih banyak penciptaan
lapangan kerja diperlukan pendekatan omnibus law untuk mensinergikan
regulasi terkait kemudahan perizinan berusaha dan persyaratan investasi,
ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan dan perlindungan UMKM, serta
pengembangan kawasan ekonomi.
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4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
4.4.1 Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

116. Perubahan Target PP

Peningkatan Ketersediaan,

Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan dalam
Tabel 4.35 (perubahan pada
hal IV.93)

Tabel 4.36

Perubahan Sasaran,
Indikato, Sauan, Lokasi dan
K/L Pelaksana pada KP dari
PP Peningkatan
Ketersediaan,

117,

Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan dalam
tabel 4.36 (perubahan pada
halaman IV.94)

No. Sasaran /Indikator Satunan 2017 2018™ 2019

1. Meningkatnya produksi pangan

Persentase Pertumbuhan Persen 22.5 4,2 3

produksi jagung
o Meningkatnya kualitas konsumsi pangan

Persentase Pangan Segar Persen N/fA N/A N/A
yang Memenuhi Syarat

Keamanan Pangan
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi, **) Target

Sasaran /
Indikator

HKegiatan

i Prioritas KGotanh

o, Target Satunn

1. Peningkatan
Kualitas
Konsumsi,
Keamanan,
Fortifikasi, dan
Biofortifikasi

Pangan

Meningkalnya Kualitas Konsumsi Pangan

34
Provingi

7,1 Kg/Kapita/

Tahun

Jumlah konsumsi
daging

34
Provinsi

Keterjangkauan Persen
pangan lokal
untuk anak

sckolah

2020

3,9

10

K/L
Pelaksana

Kementan

Kementan

Kemen-
dikbud

Kemenkes

Kemen-
dagri

Satuan 20171

Sasaran {Indikator 201871

1. Meningkatnya produksi pangan

Persentase Pertumbuhan Persen 22,5 42 3
produksi jagung
2 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan

Persentase Pangan Segar yang Persen N/A N/A N/A

Memenuhi Syarat Keamanan

Pangan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
Kegiatan Basaran /
o Prioritas Indikator Foaget g R
1. Peningkatan Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan

Kualitas

Konsumsi,

Keamanan,

Fortifikasi,

dan

Biofortifikasi

Pangan
Jumlah konsumsi 12,93  Kg/Kapita/ 34
daging Tahun Provinsi
Jumlah konsumsi 10,65 CGram/ 34
protein asal ternak Kapita / Provinsi

Hari

Akses terhadap 10-20 Persen Provinsi
beras biofortifikasi Penerima
dan fortifikasi bagi BPNT

keluarga yang

20197

2020m

28,2

70

KL
Pelalisana

Kementan

Kementan,
KKP,
Kemenkes

Kementan,
Kemensos,
Kemenkes
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kurang mampu

Meningkatnya Keamanan Konsumsi Pangan R
dan kurang gizi

Jumlah kasus 10 Kasus 34 Kementan - 5 ;
pangan segar Provinai Keterjangkauan 20 Persen 34 * Kementan
Snwichal yanig pangan lokal untuk Provinsi Kemens

mem-bahayakan anak sckolah dikbud

kesehatan manusia
¢+ Kemenkes

Rasio kasus S Persen 34 Kementan *» Kemendagri
komaditas Provinsi - =7 ;

pertanian impor Meningkatnya Keamanan Konsumsi Pangan

diselesaikan ;

terhadap total Rasio kasus 41 Persen a4 Kementan
kasus komoditas pelanggaran Provinsi

perkarantinaan
yang diselesaikan
terhadap total
kasus komoditas
pertanian

pertanian impaor

2 Peningkatan Terlaksananya upaya peningkatan ketersediaan pangan hasil perlanian
Ketersediaan dari produksi dalam negeri

P&I’Jgﬂ]ll Hasil 2% Peningkatan Terlaksananya upaya peningkatan ketersediaan pangan hasil
Pertanian Ketersediaan pertanian dan produksi dalam negeri
Jumlah produksi 61 Juta ton 15 Kementan P&ngap Hasil
padi Provinsi Pertanian
“.:[m-.a Jumilah produksi 59,1 Juta ton 15 Provinsi  Kementan
padi padi sentra padi
Jumlah produksi 34 Juta ton 15 Kementan
jagung Provinsi Jumlah produksi 30,9 Juta ton 15 Kementan
sentra Jjagung Provinsi
JARUNE sentra
jagung
Jumlah produksi 3,9 Juta ton 10 Kementan
daging Provinsi Jumlah produksi 4,1 Juta ton 10 Kementan
sentra daging Provinsi
daging sentra
daging

Indikator baru
Jumlah produksi 0,49 Juta ton Sentra Kementan

sagu sagu
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FPeningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Perikanan
dan Produk
Laut

Peningkatan
Foduktivitas
dan
Kesejahteraan
SDM
Pertanian

Meningkatkan Produksi Perikanan dan Hasil Laut

Jumlah produksi
rumput laut

10,99

Jumlah kapal 30
perikanan yang
terbangun

Jurnlah Sentra 13
Kelautan dan

Perikanan Terpadu

(SKPT) yang

dioptimalkan

Luas lahan garam 600
yvang difasilitasi

Juta ton 34
Provinsi

Unit S
Provinsi

Lokasi 13
Lokasi

Hektar 9
Provinsi

KKP

KKP

KKP

+ KKF
« BIG

Meningkatnya Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Pertanian

Nilai tambah 28
tenaga kerja
pertanian

Rasio hasil 80
penelitian yang
dimanfaatkan

terhadap

penelitian yang

dihasilkan

(akurnulasi 5

tahun terakhir)

Juta Rupiah/ 34
Tenaga Kerja/ Provinsi
Tahun
Persen 34
Provinsi

Kementan

« Kementan
« LIPI
« BPPT

Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Perikanan
dan Produk
Laut

Peningkatan
Poduktivitas
dan
Kesejahteraan
SDM
Pertanian

Peningkatan
Produktivitas
dan
Keberlanjutan
Sumber Daya
Pertanian

Meningkatkan Produksi Perikanan dan Hasil Laut

Jumlah produks:
rumput laut

Jumlah kapal
perikanan yang
terbangun

Luas lahan garam
yang difasilitasi

10,99 Juta ton 25 KKP
Provinsi

30 Unit 6 KKP
Provinsi

600 Hektare 8 « KKF
Provinsi BIG

Meningkatnya Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Pertanian

Nilai tambah
tenaga kerja
pertanian

Rasio hasil
penelitian yang
dimanfaatkan
terhadap penelitian
yang dihasilkan
(akumulasi 5 tahun
terakhir]

36,19 Juta Rupiah/ 34 Kementan
Tenaga Kerja/  Provinsi
Tahun
65-80 Persen 34 * Kementan
Provinsi | LIPI
* BPPT

Terlaksananya upaya peningkatan produktivitas dan perlindungan

sumber daya pertanian
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6. Tata Kelola Sistern pangan terkelola dengan baik Jumlah varictas 30 Varietas 34 Kementan
Sistemn unggul tanaman (tanaman) Unggul Baru Provinsi
Pangan dan hewan untuk 8 Galur
Nasional pangan yang (ternak) "
” dilepas
Food Global 56,9 Nilai Pusat * Kementan
Security Index o KLHK Sumber daya 4.250 Akscsi 34 Kementan
% genetika tanaman Provinsi
e BFPOM dan hewan sumber
* Kemendag pangan yang
terlindungi/
Tinghkat 260 Ke/ 5 Kota ¢ Kementan tersedia
wemborosan . 3 N E 5
;rangmu Kapita/ * Kemkes 6. Tata Kelola Sistem pangan terkelola dengan baik
Tahun e Kemenpar Sistem
Pangan
» BEOM Nasional
Tingkul;uaul 20 Persen 1:_.) o l® Kementan Glabal Food 56,9 Nilai Pusal o Kementan
produksi pangan Provinsi Kemendag Securtty Index * KLHK
¢ Kemenperin = BPOM
» BPS » Kemenkes
* Kemenda
Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019 BPS B
» B
Keterangan: *) Data belum tersedia
Tingkat 8 % 34 Provinsi » Kementan
pemborosan o Kebilkes
pangar .
* Kemenpar
s BPOM
Tingkal susut 7 Persen 15 Provinsi » Kementan
produksi pangan *» Kemendag
* Kemenperin
* BPS

Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Data belum tersedia
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4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
4.4.2 Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

118. Tabel 4.37 ; Sasaran/Indikator Satuan 20171 20181 20201 ; Sasaran/Indikator 20171 20181 20197
Perubahan Sasaran dan : . gt ; ; ; A
Indikator PP Peningkatan 1. Tertatanya hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi 1. Tertatanya hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi
Kuantitas, Kualitas dan Luas kawasan hutan dengan Juta N/A NfA N/A 65 Luas identifikasi pemetaan Juta hektare N/A N/A N/A 65
Aksesibilitas Air dalam Tabel indeks jasa ekosistem tingg hektare kawasan hutan dengan

indeks jasa lingkungan
Jumlah Kesatuan Pengelolaan Unit a9 170 200 352 tinggi
Hutan (KPH) yang dibangun -

4.37 {(perubahan pada
halaman [V.99)

s ; Jumlah Kesatuan Unit N/A N/A N/A 20
2, Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS Pengelolaan Hutan (KPH)
; kategori maju
Jumlah DAS yang dibangun DAS N/A N/A N/A 34 DEeTL IR
rencana indikasi program berbasis Jumlah kawasan Unit KK N/A N/A N/A 552
DAS konservasi yang

dimantapkan (prakondisi)
status dan fungsi serta
penilaian efektivitasnya

3. Terbangunnya waduk multiguna

Jumlah waduk multiguna yang Unit 34 a8 36 41
dibangun Waduk Luas inventarisasi dan Juta hektare N/A N/A N/A 65
verifikasi kawasan dengan
4. Terkelolanya sistem irigasi secara modern nilai keanekaragaman
hayati tinggi
Jumlah Daerah Irigasi yang Daerah N/A N/A N/A 7
dikelola secara modern Irigasi Luas penetap- Juta Hektare N/A N/A N/A 1

an/pemantapan kawasan
hutan terutama pada

Sumber: Kementerian PPN/Bppenas (diolah), 2019 :
kawasan konservasi

Keterangan: *) Realisasi, **) Target
2, Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS

Jumlah Sistem Data dan Sistern N/A N/A N/A 1
Informasi DAS terintegras:
dan realtime

3, Terbangunnya waduk multiguna
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Jumlah waduk multiguna Unit Waduk 38 47 47 45
yvang dibangun
4. Terkelolanya sistem irigasi secara modern
Jumlah Daerah Irigasi yang Daerah N/A N/A N/A 2
dikelola secara modern Irigesi

Sumber; Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: * Realisasi, **) Target

. Basaran/

119. Perubahan Sasaran dan T '_.;Regkltu L saswran/ LR e K/L : Kegl#un ! W : T ._ : K/L
Indikato KP dari PP He:  Feiodte . feaikete Swaet Meuwn loest poleene ¢ Prioritas maifeptos. VBT DM RORME . el
Penl'r?gkatan Klliantfg‘?’ 2 1 Penataan Tercapainya penataan kawasan hutan sesuai daya dukung daya 1. Penataan Tercapainya penataan kawasan hutan sesuai daya dukung daya
Kualitas dan Aksesibilitas Air Kawasan tampung Kawasan Hutan  tampung
pada tabel 4.38 (perubahan Hutarn

ada halaman IV.100 F ;

- ) Luas kawasan hutan 65 Juta 34 Provinsi KLHK Sy ke 65 e St . || huHE
dengan indeks jasa hekiare Ihllian n!cng&m hektare Provinsi
ckosistern tinggi 1pdcks jasa

lingkungan tinggi
= 3 insi L
E::i;—:?:;-si;n‘:;an s et Sl e Luas kawasan dan 745 Resort 34 KLHE
tt‘r‘iint‘jungi melalui sumber air yang Provinsi
‘r]indun Aarl (’1311 terinventarisasi dan
:?;gngmman%m verifikasi
& keanckaragaman

berbasis resort

bersama masyarakat hayati tingg

2, Perneliharaan, — Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosisternnya e Peselibarann, Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan
! Pemulihan, dan ekosistemnya
Pemulihan, dan :
Konservasi gonsc rwg i
Sumber A}fgl;cr]r aya
[Daya Air dan

Ekosistern-nya Ekosistemnya

Terwujudnya keberlanjutan fungsi wilayah sungai dan kawasan

Terwujudnya keberlanjutan lungsi wilayah sungai dan kawasan TR

konservasi air
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6. Citarum
Harum

Peningkatan kehandalan serta Pengembangan modernisasi sistern irigasi

c.Luas jaringan 1,792 Ha Provinsi
irigasi premium yang Jawa
dibangun Timur
dan
Sulawesi
Tenggara
Luas jaringan ingasi 3,500 Ha Provinsi

Sulawesi

Barat dan
Sulawesi
Tengah

komoditas non padi
vang dibangun

Sistemn Pemantauan Kualitas Air Citarum

Jumilah Titik Pantau 42 Titik Jawa
kualitas air Barat
(Tersebar
di DAS
Citarum)
Jumlah pusat 1 DAS Kota
pemantauan kualitas Bandung
air

Pengelolaan kualitas air klasifikasi minimal kelas [V

Jumlah IPAL Industri 282 Titik Tersebar
yang terbangun di DAS
Citarum
Jumlah KK yang 20,700 KK Terscbar
terlayani IPAL di DAS
Komunal Domestik Citarum

Kemen
PUPR

Kemen
PUPR

-

KLHK

DLH Prov.,
Jawa
Barat

KLHK
DLH Kab,
Bandung

DLHK Kab,
Sumedang

KLHK

DLH Prov.
Jawa
Barat
Kemnen
PUPR

Disperkim
Prov, Jawa
Barat

6.

Citarum Harum

yang direhabilitasi
alau ditingkatkan

Peningkatan kehandalan serta Pengembangan modernisasi sistem

irigasi

Luas jaringan 1.000 Ha
Irigas pw:minm

yang dibangun

Luas jaringan 500 Ha

irigasi kormoditas
non padi yang
dibangun

Sistem Pemantauan Kualitas Air Citarum

Jumlah Stasiun 18 Unit
pemantauan
kualitas air secara

olomatis

Jumlah pusat 1 DAS
pemantauan

kualitas air

Provinsi
Kalimantan
Selatan dan

NTB

Provinsi
Kalimantan
Timur,
Jawa
Tengah,
dan
Sulawesi
Selatan

Jawa
Barat
(Tersebar
di DAS
Citarurm)

Kota
Bandung

Pengelolaan kualitas air klasifikasi minumal kelas 1V

Jumlah IPAL USK 4 Unit
yang terbangun
Jumlah KK yang 64,181 KK

dilayani jaringan
SPALDT skala
permukiman, kota,
dan regional

Tersebar
di DAS
Citarum
Kab,
Bandung,
Kab.
Sumedang,
Kab.
Purwakarta,

-

Kemen
PUPR

Kemen
PUPR

KLHK
Pernda

KLHEK
Pernda

KLHK
Pernda

Kemen
PUPR
Permda
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Jumlah KK yang 1.455 KK Tersebar
terlavani tangki di DAS
seplik Citarum
Jumlah biogas 100 Unit Kertasari

limbah ternak yang
terbangun

Kemen
PUPR

Disperkim
Prov. Jawa
Barat

Kementan

DLH Kab
Karawang
Dinas
Pertanian
Kab
Bandung
Dinas
Ketahanan
Pangan
dan
Peternakan
Prov, Jawa
Barat
Dinas
Perikanan
dan
Feternakan
Kab
Bandung
Barat
Dinas
Pertanian
Kab Belkasi
DLH Kab
Bandung
Barat

Jumlah KK yang
terlayani tangki
septik

Jumlah biogas
limbah ternak
yang terbangun

Jumlah rumah
kompos limbah
ternak yang
terbangun

Kab. Bekasi,
Kab.
Karawang,
Kab.
Cianjur,
Kab.,
Bandung
Barat, Kota
Cimahi,
Kota
Handung

133.51 KK Kab. * Kemen
(5} Bandung, PUPR
Kab,
Sumedang,
Kal.
Purwakarta,
Kab. Bekasi,
Kab,
Karawang,
Kab.
Cianjur,
Kab
Bandung
Barat, Kota
Cimahi,
Kota
Bandung

*» Pemda

100 Unit Kertasari |« Kementan
* Pemnda

12 Titik Tersebar o Kemnentan
‘jl DAS * Pemda
Citarum

Kapasitas pengelolaan sarmnpah: 30% kenaikan cakupan pelayanan

Jumlah unit TPST

vang terbangun

1 Unit Kota * Kemen
Bandung PUPR
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Jumlah rumah 12 Titik Tersebar » Kementan, * Pemda
kolmpos.llmbah ‘:i] o Dinas Jumlah TPS3R 4 Unit Kab, ¢ Kemen
ternak yang Citarum Pertanian Rk A
o Z yang terbangun Cianjur, PUPR
terbangun Kab Kab
Bandung Karawang, * Pemda
* [inas lkab, Bekasi,
Ketahanan Kab,
Pangan Bandung
dan Barat
Petemakan
Prov. Jawa
Barit Jumlah TPST 1 Unit Tersebar | o Kemen
Penanganan di DAS PUPR
T % 1 Sampah Sungai Citarum
Kapasitas pengelolaan sampah: 30% kenaikan cakupan pelayanan yang terbangun * Pemda
'JU""!Hh unit TPST 274 Unit Tersebar  « Kemen Jumlah umt TPST 25 Uniit Tersebar « Kemen
(20-30 ton/ hari) di DAS PUPR POO, TPST PDU di DAS PUPR
yang terbangun Citarum Disperkim yang terbangun Citarum pacrila
Frov
Jawa Jumlah unit 10 Unit Tersebar  « Kemen
Barat rumah kompos di DAS PUPR
sampah yan Citarum
Jumlah unit TPST 10 Unit Terscbar  » Kemen mrbfﬁglﬁl . * Pemda
(10-30 ton/ hari) di DAS PUPR
yang terbangun Citarum DLH Kab Pengurangan skor genangan: 15%
Bandung Panjang sungai 20,66 Km Sepanjang Kemen
Jumlah TPS3R yang 295 Unit Tersebar o Kemen yang f]m”mu.'!m"“' %L_'ngm KRR
terbangun di DAS FUPR j‘.at:l tdngg;:l yang Citasum
Clram ibangun
* DLH Kota ditingkatkan
Bandung
« DLH Kab I Hltjliﬂlﬁj I-.:cmul 1 Km &acpﬂnjapg li:.nju.n
Cianjur I)fm.ur yang Sungai PUPR
dibangun Citarum
a. Jumlah TPST 1 Unit Tersebar e Kemen = . - o % . 3
Penanganan di DAS PUPR Panjang sungai 95 Km Sepanjang I:t.'ll)l(‘_‘.][]
Sampah Sungai Citarum , yengRenor Sungal i
i St ey * DLH Kab dan dipelihara Citarum  (BBWS
yang toioang Bandung Citarum)

Sumber; Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
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Jurnlah unit TPST 25 Unit Tersebar » Kemen
POO, TPST PDU yang di DAS PUPR
terbangun Citarum | DLH Kota

Bandung
Jumlah unit rumah 10 Unit Tersebar o Kemen
kompos sampah di DAS PUPR
yang terbangun Citarum DLH Prov

Jawa

Barat

Pengurangan skor genangan: 15%

Panjang sungai yang 21,6 Krm Sepanjang  Kemen
dinarmalisasi dan Sungai PUPR
tanggul vang Citarum (BEBWS
dibangun/ Citarum)
ditingkatkan
Panjang kanal banjir 5,31 Km Sepanjang Kemen
yang dibangun Sungai FUPR
Citarum (BBWS
Citarumj
Panjang sungai yang 1,3125 Km Sepanjang  Kemen
direstorasi dan Sungai FUPR
dipelihara Citarum (BBWS
Citarumy)

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
4.4.3 Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT

120. Sasaran dan Indikator PP Susaran/ Sasaran/
g Sat 1 20317 2018 2019 ; " & B 2017" 018 2019+* 2020
Pemenuhan Kebutuhan Indikator e SHUSIR 1 ARty e dihubis atuan ) 2018Y) } J
Energi
g 2 Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien 2 Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien
dengan Mengutamalkan
Konsumsi Listrik per Kapita kEWh 1.012 1.064 1.200 1.310 Konsumsi Listrik per Kapita kWh 1.012 1.064 1.200 1.161

Peningkatan EBT pada tabel
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4,39 (perubahan pada
halaman IV.106)

121.

Perubahan sasaran dan
indikator KP dari PP
Pemenuhan Kebutuhan Energi
dengan Mengutamakan
Peningkatan EBT pada tabel
4.40 (perubahan pada halaman
IV.107)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Targel

No.

Meningkatkan Efisiensi Energi

Intensitas Energi SBM/ 434 428,6 424 421
Primer /Intensitas Energi Final Miliar 1226,7
(SBM/Miliar Rupiah) Rupiah

Sasaran/ K/L

Kegiatan
PR Target Satuan Lokasi L T

Prioritus

Meningkatkan pembangunan pembangkit ET

Akselerasi
Pembangunan
Energi
Terbarukan
MW Tersebardi * Kemen

Pembangunan PL1 10,944

EBT (Kumulatif) Seluruh ESDM
Indonesia ¢ Badan
Usaha

Meningkatnya penyediaan bahan baku dan produksi BBN

Jumlah 10 Juta KL Tersebardi * Kemen
produksi bahan Seluruh ESDM
bakar nabati Indonesia ¢ Badan

Usaha
Permanfaatan 30 Persen Tersebar di *» Kemen
BEN Jenis Seluruh ESDM
?m}d.m:w}, — Indonesia o Biidai
erhadap F et

Jenis Minyak
Solar

| Memperluas penyvediaan infrastruktur dan pemanfaatan tenaga listrik
yang efisien

Peningkatan
Pasokan dan
Akses Listrik

3 Meningkatkan Efisiensi Energi

Penurunan Intensitas Energi SBM/ NfA N/A N/A 0,9
Final Miliar
Rumah

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

Kegiatan Sasaran/ K/L
o, Prioritas Indikator urgets S Sonat Pelaksana
1. Akselerasi Meningkatkan pembangunan pembangkit ET
Pembangunan
Energi
Terbarukan
Pembangunan PLT 2273 MW Tersebar di, * Kemen
Panas Bumi Seluruh ESDM
Indonesia  « Badan
Usaha
Pembangunan PLT 1.922,5 MW Tersebar di ® Kemen
Bioenerg Seluruh ESDM
Indonesia = « Badan
Usaha
Pembangunan PLT 6.549.7 MW Tersebar di * Kemen
ET Lainnya Seluruh ESDM
Indonesia  « Badan
Usaha

Meningkatnya penyediaan bahan baku dan produksi BEN

Jumlah produksi i Juta KL, Tersebar di ® Kemen
biofuel Seluruh EsSDM
Indonesia  « Badan

Usaha
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Peningkatan
Produksi dan
Akses Minyak
dan Gas

Peningkatan
Implementasi
Efisiensi Energi

Domestic 144 Juta Tersebardi =« Kemen

Market Ton Seluruh ESDM

Obligation Indonesia

(DMO)

batubara

Meningkatnya produksi migas

Jumlah 707 Ribu Tersebardi  * Kemen

produksi BM/ Seluruh ESDM

minyak bumi Hi Indonesia « Badan
Usaha

Jumlah 1.141 Ribu Tersebar di  * Kemen

produksi gas SBM/ Seluruh ESDM

bumi Hari Indonesia * Badan
Usaha

Meningkatnya akses infrastruktur migas

Jumlah 293.533 Sam- Tersebar di ~ ® Kemen

sambungan bungan Seluruh ESDM

Jaringan gas Rumah Indonesia ¢ Badan

untuk rumah Tangga (SK) Usaha

langga

(tambahan)

Panjang 15.806,95 Km Tersebardi o Kemen

jaringan pipa Seluruh ESDM

;l’lal:rslgllsl dan Indonesia Sadin

1siribual gas Usaha
burmni
(kurmulatif)

Miningkatnya implementasi efisiensi energi

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Peningkatan

Pasokan dan
Akses Listrik

Peningkatan
Produksi dan
Akses Minyak

dan Gas

TAHUN 2020

Persentase 30 Persen Tersebar i ¢ Kemen
Pemanfaatan Seluruh ESDM
BEN pada BBM Indenesia  « Badan

Usaha

Memperluas penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan tenaga
listrik yang efisien

Domestic Market 155 Juta Ton  Tersebardi » Kemen
Obligation (DMO) Seluruh ESDM
batubara Indonesia

Meningkatnya produksi migas

Jumlah produlksi 7073 Ribu Tersebar di = Kemen
minyak bumi BM/ Seluruh ESDM
Hari Indonesia  « Badan

Usaha

Jumlah produksi 1.129.4 Ribu Tersebardi * Kemen
gas bumi SBEM/ Seluruh ESDM
Hari Indonesia  «  Badan

Usaha

Meningkatnya akses infrastruktur migas

Jumlah 266,070  Sambung Terscbardi o Kemen
sambungan Al Seluruh ESDM
jaringan gas Rumah Indonesia « Badan
untuk rumah Tangga Usaha
tangga (SR}

(tambahan)

Panjang jaringan 15.300 Km Tersebar di e Kemen
pipa transmisi Seluruh ESDM
dan distribusi Indonesia | pogo0
gas bumi Usaha

(kumulatif)
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Peningkatan 3 Peralatan Tersebardi e Kemen 4. Peningkatan Miningkatnya implementasi efisiensi energi
implementasi Seluruh ESDM Implementasi
SKEM Indonesia Efisiensi Energi
(tarmba han)
Jumlah Standar 3 Peralatan Tersebar di e Kemen
Pengembangan  Meningkatnya kandungan komponen dalam negeri yang digunakan Kinerja Energi Seluruh ESDM
s Industri untuk infrastruktur EBT Minimum (SKEM) Indonesia
Pendukung dan label hemat
EBT energi pada
peralatan
TKDN PLT 33 Persen Tersebardi  » Kemen pemanfaatan
Panas Bumi Seluruh ESDM energi
Indonesia » Badin
Usaha Pengemba- ) Meningkatnya kandungan komponen dalam negeri vang digunakan
- ngan Industri untuk infrastruktur EBT
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 ?;;:Ifi“k“"ﬁ
TKDN PLT Panas 30 Persen  Tersebardi  » Kemen
Bumi Seluruh ESDM
Indonesia & Badan
Usaha
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
4.4.4 Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

122. | Perubahan Sasaran dan Sasaran/Indikator Situan 20174 20184 2019 20204 Sasaran/Indikator  Satuan 20174 2018%  2019%)  2020%)
Indikator PP Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup 1 Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan 1) Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan
y g pa
pada tabel 4.41 (perubahan
pada halaman 1V.109) a. Indeks kualitas air Nilai 58,684 51,014 55 73 a. Indeks kualitas air Nilai 58,684 51,014 55 55,1
by Tostedew knitlites Nilai 87,034 84,764 84 84 B lagiekiloadisnn Nilai 87,034 84,760 84 84,1
udara udara
¢, Indcks kualitas o = ; . R c. Indeks kualitas
tutupan lahan Nilai 56,884 61,034 6z oD tutupan lahan dan Nilai 56,884 61,03 62 616
ekosistem gambut
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d. {ndcks kualitas air Nilai N/A N/A N/A s05 d. Indeks kualitas air Nilai N/A N/A N/A 58,5
aut laut
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target Keterangan: *) Realisasi; **) Target

123. Perubahan Sasaran dan Kegintan Sasarun / ; i Sasaran |/ e i
Indikator KP dari PP Prioritas Indikator ; Indikator e i
memgkatan K.ualltas Pencegahan Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan sumber daya B Pencegahan Menurunnya potensi kejadian pencernaran dan kerusakan sumber
Lingkungan Hidup pada Pencemnaran alam dan lingkungan hidup Pencemaran daya alam dan lingkungan hidup
tabel 4.42 (perubahan pada dan Kerusakan dan Kerusakan
halaman IV.110) Sumber Daya Sumber Daya
Alarn dan Alam dan
Lingkungan Lingkungan
Hidup Hidup
Persentase 10 Persen Pusat dan  KLHK Persentase 2 Persen Pusat dan = KLHK
penurunan luas provinsi penurunan luas provinsi
hutan/ lahan yang rawan hutan/ lahan rawan
terbakar kebakaran yang terbakar kebakaran
hutan dan hutan dan
lahan lahan
Jumlah pelayanan 34 Provinsi 34 BMKG Akurasi informasi 76 Persen 34 BMKG
prediksi dan Provinsi meteorologi Provinsi

peringatan dini
cuaca dengan

.‘J‘mh'ng,:r Up Weather Akurasi informasi 7S Persen 34 BMKG
Capacity || klimatologi Provinsi

Jumlah 34 Provinsi 34 e KLHK Jumlah usaha 1.668 Unit 34 o KLHK
pemantauan Provinsi . danjatau kegiatan usaha /K Provinsi ;
kualitas udara * Pena yang terpantau egia-tan « Feman
untuk perhitungan memenuhi baku * Swasta
indeks kualitas utama lingkungan

udara hidup
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Jumlah tersedianya 71 Lokasi 34 » KLHK Jumlah stasiun 126 Unit 34 s KLHK
informasi data. Provinsi Pemda pemantauan Provinsi e Pernda
kualitas air sungai, kualitas air dan
danau, dan laut udara secara
untuk early kontinyu untuk
warning system early warning
pencemaran dan system pence-
kerusakan maran dan
lingkungan kerusakan
lingkungan
2. Penanggulangan Meningkatnya respons cepal dalam mengurangi intensitas pencemaran
Pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2, Penanggu- Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas
dan Kerusakan langan pencermnaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Sumber Daya Pencema-ran
Alam dan dan
Lingkungan Kerusakan
Hidup Sumber Daya
Alam dan
Persentase 17,5 Persen Pusat KLHK Lingkungan
peningkatan Hidup
kualitas fungsi
ekosistern pesisir Jumlah sampah 64,80 Juta Ton 34 » KLHK
dan laut yang terkelola Provinsi « KPUPR
gecara nasional
Jumlah kabjkola 80 Kabupaten 34 KLHK * Kemenko
yang memenuhi [ Kota Provinsi maritim
target pengura- + Pemuda
ngan sampah i . i ”
berdasarkan Jumlah limbah B3 99,19 Juta Ton 3‘} _ + KLHK
Jakstranas yang terkelola Provinsi  « Kemen
sebanyak 400 perin
kabfkota dalam 5 « KESDM
tahun :
+ Kemnendes
Jumlah sampah " 21.000 Ton Pusat *+ KLHK Pemulihan Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan surnber
ﬁ'}?{]‘g‘g;‘:ﬁ;‘;;i] « KKP ;‘E?‘cenmmn daya alam dan lingkungan hidup
wimlale Eri(:l‘lims Fariasia
pesisir dan laut 4
sebesar 63,000 ton i:.‘l‘l::?cd;l?a}?&
dalam 5 tahun Lingkungan
Hidup
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3. Pemulihan
Pencema-ran
dan
Kerusakan
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup

Jumlah fasilitas 5 Unit 5 KLHK
pengolahan limbah Provinsi
B3 dan medis

Jumlah fasilitas 5 Unit 5 KLHK
pengolahan emas Provinsi

non merkuri di

PESK yang memiliki

izin

Meningkatnya upaya pemuliban pencernaran dan kerusakan sumber
daya alam dan hingkungan hidup

Luas ekosistern 300,000 Ha 7 KLHK
gambut yang Provinsi (Badan
terkoordinasi dan Restorasi
difasilitasi restorasi sambut)
gambult

Luas lahan bekas 77,50 Ha 4 KLHK
tambang rakyat Provinai

yang difasilitasi

pemulihannya

Luas kawasan T00.000 Ha 3 Lokasi KKFP
konservasi perairan

baru

Jumlah kawasan 16 Lokasi 5] KKP
pesisir yang provinsi
terchabilitasi

Penguatan
Kelembaga-
an dan
Penegakan
Hulkum
Bidang
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup

TAHUN 2020
Luas ckosistem 301.800 Ha 10 KLHK
gambut Provinsi [Badan
lerdegradasi vang Restorasi
dipulihkan dan Garmbut)
difasilitasi

restorasi gambut

Jumlah kawasan 16 Lokasi 11 KKF
pesisir dan pulau- provinsi

pulau kecil yang

terehabilitasi

Jumlah spesies a5 Jenis Pusat * KLHK

T8L terancam

o LIPI
punah yang
ditingkatkan
populasinya
Jumah lahan 260.000 Tan 34 * KLHK
terkontaminasi Frovinsi S
limbah B3 yang wrBReata
dipulihkan
Jumlah kawasan 8 Kawasan 7 Provinsi KKP

pesisir dan pulau-
pulau kecil yang
direstorasi dalam
rangka
penanggulangan
peEncenaran

Meningkatnva efektivitas sistem kelembagaan dan penegakan hukum
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

; IN &
PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 TAHUN 2020
Jumlah 17 Gugatan 34 KLHE
pendaftaran Provinsi
gugatan perdata
lingkungan hidup

melalui pengadilan

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

124. Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas sejumlah KP PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas sejumlah KP
sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan
spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek | aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek
kewilayahan dari PP ini kewilayahan dari PP ini

4.4 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
4.4.5 Program Prioritas Pengnatan Ketahanan Bencana

125. Perubahan Sasaran dan Susaran/ Satuan Sasuran/ Sutuan :
= No. 2017 2018 2019 2020% No. 2017 2018* 20194 2020
Indikator PP Penguatan Indikator : ) ' ] Indikator . ) ) )
Ketahanan Bencana pada : ;
Tabel 4.43 (Perubahan pada 14 Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana . Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana
halaman [V.113) Indikator Baru Kecepatan Menit N/A N/A N/A 5,0
penyampaian
informasi
peringatan dini
Sumber: a) BNPB, 2016-2018 bencana kepada

’ azasacy e masyarakat
Keterangan: *) Realisasi, **) Target

Sumber: a) BNPB, 2016-2018
Keterangan: *) Realisasi, **) Target
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Perubahan Sasaran dan
Indikator KP dari PP
Penguatan Ketahanan
Bencana pada tabel 4.44
(perubahan pada halaman
IV.114)
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K/L
Pelaksann

Sagaran /
Indikator

Kegiatan

Prioritas sias s

Target Satuan

2, Penguatan
Peringatan Dini
Bencana

Terwujudnya sistern peringatan dini bencana terpadu

Indikator Baru

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Kegiatan
Prioritas

K/L
Peluksana

Sasaran

Indikator i

Target Satuan

2, Penguatan

Terwujudnya sistem peringatan dini bencana terpadu

Peringatan

Dini Bencana
Persentase a0 Persen 34 * BMEKG
kelengkapan sistem Provinsi
peringatan dini

bencana hidro-
meteorologis dan
tektonis

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

127.

4.46
Kerangka Regulasi

(perubahan pada halaman
V.116)

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untulk medukung pencapaian PP Peningkatan
Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah Rancangan Peraturan
Presiden Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi Petani.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk medukung pencapaian PP
Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah
Ranecangan Peraturan Presiden Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis
Korporasi Petani.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan penetapan
Peraturan Pemerintah dan peraturan turunan lainnya dari undang-undang
nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, yaitu peraturan terkair
pendayagunaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air,
serta sistem informasi sumber daya air;

Kerangka kelembagaan
Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung PN ketahan pangan
air dan lingkungan hidup:

1. Penataan tugas, fungsi, dan peningkatan kapasitas mengelola
bendungan untuk mendukung tercapainya pengelolaan bendungan
vang bersifat multiguna, terutama menjamin terlaksananya operasi dan
pemeliharaan bendungan yang berkelanjutan;

2. Penataan tugas, fungsi, dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola
irigasi dan sinergi sistem pengelolaan kelembagaan petani dalam
rangka meningkatkan kerja sama multi pihak antar kementerian, level
pemerintahaan, dan petani
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

BAB 4. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Indikator PN Stabilitas
Pertahanan dan Keamanan

128.

(Perubahan pada tabel 4.45
Sasaran dan Indikator PN
Stabilitas Pertahanan dan
Keamanan, Indikator
Sasaran pada halaman
V.116)

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017 20187 2019 2020
1 Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat .
Crime Rate Orang/ 1298 125 8] 129 12814
100.000
penduduk
2 Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
Indeks pelayanan dan Nilai 90,50 92,469 84.23 84,23

perlindungan WNI/BHI

Sumber: a) Global Firepower 2018 {diolah); b} Statistik Kriminal 2018; ¢) Kementerian Luar
NegeriKeterangan: *) Realisasi, **) Target; ***) Target tentatil menunggu penyesuaian formulasi
terbaru

Sasuran /Indikator Satuan 2017 20184 2019 2020
1. Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat
Crune Rate Orang/ 1294 1291 129 1201
100,000
penduduk
2 Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
Indeks pelayanan dan Nilai N/A* S NJA*  N/A*) 8619

perlindungan WNI/BHI

Sumber; a) Global Firepower 2018 (diolah); b) Statistik Kriminal 2018; ¢) Kementerian Luar
NegeriKelerangan: %) Realisasi; *%) Target; Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Metode
Ferhitungan HBaru

4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

4.5.1 Program Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan

Sasaran dan Indikator KP
dari PP Penguatan
Kemampuan Pertahanan
(perubahan data pada tabel
4.47 target 1.c halaman
IV.118)

129.

HKegintan
Prioritas

Sasaran/

Indikator T tuun

Target K/L Pelaksana

1 Peningkatan | Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista

Kekuatan
| Pertahanan
Jenis sarana- 10 Jenis Pusat Kemenhan
prasarana
pertahanan

vang dibangun
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1
]}
214

Sasaran/
Indikator

Hegiatan

Prioritas Thiget

Satuan

1 ! Peningkalan | Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista
| Kekuatan
! Pertahanan
Jenis sarana- 13 Jenis Pusat | Kemenhan .
p]"tltiﬂl"ﬂtlﬂ i |
pertahanan

vang dibangun |
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019




PERIHAL

Sasaran dan Indikator KP
dari PP Penguatan
Kemampuan Pertahanan
(perubahan data pada Tabel
4.47 di target dan indikator
dan penyesuaian
nomenklatur indikator
halaman IV.118)
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Kegiatan

WO Priorites

Penguatan
Kapasitas

| Kelemba-

| gaan Perta-
hanan dan
Keamnanan di |
Perbatasan
dan Pulau

| Terluar

Sasaran /
Indikator

terluar

Jumlah pos

| pengamanan
| perbatasan

(Pamtas) yang
dibangun
Jumlah Fos

TNI AL (Posal)
yang dibangun

| Jumlah
| masyarakat

desa lerdepan
perbatasan
negara scbagai
bagian sistem

| hankam yang

difasilitasi
pember-
dayaan

Target

g

150

Satuan Lokasi

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau

K/L Pelaksana

[‘N—'IIIHIIIII}J n NTT, Papua Kemenhan
|
| Bangunan | Papua | Kemenhan
|
Orang Pusat BNPP

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Sasaran/
Indikator

Kegiatan

Prioritas i

| Penguatan |
{‘ Kapasitas !
|

pulau terluar
Kelemba-
gaan Perta-
hanan dan
Keamanan ch

Satuun

Lokasi

Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan

Perbatasan
dan Pulau
| Terluar | : I
Jumlah pos 12 Pos | Bali,
pengamanan | }_(.'-illl'lumlan
perbatasan I?arat.‘l
(Pamtas) yang '};rai:rn.anmn
dibangur irmur,
a Papua
f-.J_LlI'II]klll Pos 5 Kegiatan: H“”rl' B
TNI AL (Posal)
yang dibangun
| Juiiilah IRERET Orang Pusat
masyarakat
desa terdepan
perbatasan

negara sebagai
bagian sistem
hankam yang
difasilitasi

| pcmbel‘—

: dayaan i

Sumber; Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

K/L Pelaksana

Kemenhan

Kemenhan
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
4.5.2 Program Prioritas Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

131. Indikator PP Peningkatan
Diplomasi Politik dan
Kerjasama Pembangunan
Internasional

(Perubahan pada tabel 4.48
Sasaran dan Indikator PN
Stabilitas Pertahanan dan
Keamanan, Indikator
Sasaran pada halaman
1IV.120)

Sasaran/

No. Satuan 2017 2018% 2019*% 2020*%
Indikator
1, Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia
Persentase Persen 94,55 120.37 95 95,671
Kepemimpinan Indonesia
pada forum multilateral
dan regional
Persentase Kemajuan Persen 100 98,11 100 100
perundingan perbatasan
2. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
Persentase Penyelesaian Nilai B0.620 T7.384 78.39 T8.39*
Kasus WNI dan BHI di
luar negeri
Persentase Sistem Nilai 118.664 123.34m 100 1009
Kelembagaan
Perlindungan WNI dan
BHI di luar negeri
Persentase Diplomasi Nilai G5.764 116,626 B8.5 B8.5"

Perlindungan WNI dan
BHI di luar negeri

Sumber: a) Kementerian Luar Negeri, b) Kementerian PPN/ Bappenas,
Keterangan: *) Realisasi, **) Target; ***) target tentatif menunggu penyesuaian formulasi terbaru

No.

Sasaran/
Indikator

Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia

Jumlah forum yang dipimpin
oleh Indonesia pada tingkat
regional dan multilateral

Indeks Kemajuan Perun-
dingan Perbatasan Maritim

Satuan 20174 2018%

Farum N /A WA

Nilai NJA=

N/A“

2019*

N/A%

N/A=

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Persentase Penyelesaian
Kasus WNI dan BHI di luar
negeri

Persentase Pemanfaatan dan
Pengem-bangan Sistem
Informasi Pelayanan dan
Perlindungan Terpadu bagi
WNI di Luar Negeri

Persentase Penguatan Sistem
Kelem-bagaan Pela-yanan dan
Perlindungan WNI dan BHI di
Luar Negeri

Persentase Diplomasi
Perlindungan WNI dan BHI di
Luar Negeri

Fersen N/A NfA*
Persen N/A~- N/A*
Persen NSAS~ N/A*
Persen N/A™ N/A™

N /A

N/ A=

N /A"

N/A™9

Sumber: a) Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024, b) Kementerian Luar Negeri

Keterangan: *) Realisasi, **) Target; *** Metode Perhilungan Baru, **) Indikator Baru,

2020*

1 0al

32.94

34,49

12.9%

21,508

17.20M
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Tabel 4.49 Sasaran dan
Indikator KP dari PP
Peningkatan Diplomasi
Politik dan Kerjasama
Pembangunan Internasional
(perubahan data dan
penambahan indikator pada
halaman 1V.122)

No

Kegintan
Prioritas

Penguatan

| WNI di luar
negeri
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Sasaran/
ladikator

Target

| Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Perlindungan |

Persentase Kasus
Khusus yang
diselesaikan

Persentase Kasus
Urnum yang
diselesaikan

Persentase Integrasi
Sistern Pendataan
WNI di luar negeri

Persentase Produk
Hukum dan
Panduan Teknis

| Bidang luar negeri
| yang diterapkan

Persentase
Pejabat/Stal yang
Memiliki Sertifikat
Pelatiban terkait
Penanganan
Perlindungan WNI
dan BHI di luar

neger

Persentase
implementasi
aplikasi portal
Pelayanan dan
perlindungan oleh
Perwakilan R1 di

Luar Negeri

Persen

Persen

Persen

Pusat

Perwakilan

Pusat

Perwakilan

Pusat

Perwakilan

Pusal

Perwakilan

Pusat
Perwakilan

Pusat
Perwakilan

Kemenlu
Kemenlu
Kemenlu

| Kemenla

Kemenlu

Kemenlu

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Hegiatan
Prioritas

Fenguatan

WNI di luar
negeri

Perlindungan

TAHUN 2020

Sasaran /
Indikator

Persentase Kasus
Khusus vang
diselesaikan

Persentase Kasus
Urnum yang
diselesaikan

Indeks
Pemanfaatan
Sistem Informasi
Pelayanan dan
Pelindungan
Terpadu bagi WNI
di Luar Negeri

Persentase tingkat
pengembangan
sistemn informasi

Persentase tingkat
kepuasan
pengguna (WNI dan
Perwakilan RI)
terhadap Portal
Peduli WNI dan
Safe Travel.

Persentase SDM
K/L/1/Perwakilan
Rl yang menda-
patkan sertifikat
pelatihan pening-
katan kapasitas
terkait penge-
lolaan sistemn
informasi

Target

55.9

30.1

30.1

34.4

17.2

4.3

Satuan

Peraen

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Pusat

Perwakilan

Pusat
Perwakilan

Pusat

Perwakilan

Pusat

Perwakilan

Pusat
Perwalalan

Pusat
Perwakilan

Meningkatnys pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Kemenlu

Kemenlu

Kemenlu

Kemenlu

Kemenlu

Kemenlu
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Persentase 87 | Persen Pusat Kemenlu Pelayanan dan
rekomendasi Peiwakilain Pelindungan WNI
Kemenlu yang dan BHI di Luar
| diterima dalam isu Negeri
I rlindungan WNI- . il
| | ﬁil d ’;J Persentase Kerja 21.5 Persen Pusat Kemenlu
i Sama di Bidang Perwakil
| _pcruudn}g&n | Pelayanan dan FRatiia)
I internasional Pelindungan WNI
| t I | | | | : :
| [ | Persentase 89 Persen Pusat Kemenlu dan BHI di Luar
| rekomendasi ; Negeri yang
Kemenlu yang Perwakilan Ditanda-tangani
dm"'.[;"'.]“ flulum Persentasc 17.2 Persen Pusat Kemenlu
""b”ak?‘“ &=l Standar/ Panduan ;
regulasi nasional Teknis di Bidang Perwikilay
| le‘rkf“t Pelayanan dan
perlindungan WNI- Pelindungan WNI
| BHI | E—— 1 S—— | dan BHI di Luar
Persentase B9 | Persen Pusat Kemenlu Nle.geri yang
responden yang | Parwalkilan : diterapkan
| mcr_nbcn]-lcaln umpan Persentase Produk 215 Persen Pusat Kemenlu
balik positif atas [ Hukum Bidang
| . | : .
| Public Awareness Pelayanan dan Perwakilan
(hn?palgn Pelindungan WNI
| pesbocongea’iil 4 | | | dan BHI di Luar
Persentase respon 89 Persen Pusat Kemenlu Negeri yand
positil pember- Perwalkiian Disahkan
| | dayaan kelompok | Persentase SDM 17.2 Persen Pusat Kemenlu
| masyarakat dalam K/L/1/ )
| kerangka perlin- | Perwakilan Rl yang Perwakilan
| | dungan WNI di luar i Mﬂndap.llkan'
- | nesen 1 L L Sertifikat Pelatihan
Sumber: Kementerian PPN fBappenas (diolah), 2019 Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pelayanan dan
Pelindunan WNI dan
BHI di Luar Negeri
Persentase Kerlas 8.6 Persen Pusat Kemenlu
Kerja Analisa 3
Pelayanan dan Perwakilan
Pelindungan WNI
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PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

dan BHI di Luar
Negeri yang
Dihasilkan

Persentase 30.1 Persen Pusat Kemenlu
Rekomendasi
Kemenlu pada [su
Pelayanan dan
Pelindungan WNI
dan BHI di Luar
Neperi yang
Diterima pada
Forum
Perundingan
Internasional

Perwakilan

Persentase 30.1 Persen Pusat Kemenlu
Rekomendasi

Kemenln yang
Diterima dalam
Kebijakan [
Regulasi Nasional
terkait Pelayanan
dan Pelindungan
WNI clan BHI di
Luar Negeri

Perwakilan

Persentase
Responden yang
Memberikan
Umpan Balik Positil
atas Public
Awareness
Campaign (PAC)
Pelayanan dan
Pelindungan WNI
dan BHI di Luar
Negeri

b
(4]
®

Persen Pusat Kemenlu
Perwakilan

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diclah), 2019
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
4.5.3 Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

133.

Sasaran dan Indikator KP
dari PP Penguatan Sistem
Peradilan dan Upaya Anti
Korupsi

(Perubahan data pada Tabel
4.51 halaman IV.125)

134.

Sasaran dan Indikator KP
dari PP Penguatan Sistem
Peradilan dan Upaya Anti
Korupsi

(Penambahan data indikator
pada Tabel 4.51 No. 4
halaman IV.128)

1. Penataan
Regpulasi

Satuan

Target

Terwujudnya Regulasi yang berkualitas

Penyusunan 1 Dokumen
Rancangan Undang-
Undang Fidusia di

tingkat PAK

Sumber; Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

v

4 Penguatan
Upaysa Anti
Korupsi

ndikato

Berkurangnya praktik koruptif

Jumlah Wilayah 30 Satker
Zona Integritas
(Z1) dan WBK

dan WBBM

Jumlah Laporan 1
Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Laparan

Jumlah
Pengembangan
Z1 Wilayah 1-IV

Jumlah 2
pembangunan
Zona Integritas

346 LHP

Laporan

Pusat

Pusat

Pusal

Daerah

Pusat

Kemenkurnham

Kemen-
kumham

Kemen-
kurmham

Mahkamah
Agung

Mahkamah
Konstitusi

Sasaran/
Indikator

KHegiatan

Prioritas Eheget

: Penataan
Regulasi

Terwujudnya Regulasi yang berkualitas

Penyusunan 1
Rancangan Undang-

Undang Jaminan

Benda Bergerak i

tingkat PAK

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Sasaran
Indikator

Kegiatan

i Prioritas

Target

4 : Penguatan
Upaya Anti
Korupsi

Berkurangnya praktik koruptif

Jumlah Kegiatan
Pengawalan,
Pengamanan
Pemerintahan dan
Pemba-ngunan
Daerah

4.148

Jumlah Kegiatan 40
Pengawalan,

Pengamanan
Pemerin-tahan dan
Pemba-ngunan

Daerah

Dokumen

Satuan Lokasi

Pusat

Sutunn

Pusat

Kegiatan

Kegiatan Pusalt

Lokasi

Kemenkurmham

K/L
Peluksana

Kejaksaan

Kejaksaan
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Jumlah Satker 31 Satker Pusal Kejaksaan Jumlah 7 Provinsi Daerah  ANRI
yang Didam-pingi pemerintah
Pemba-ngunan Provinsi yang
Zona Integritas Menerima
Menuju Wilayah Pendampingan
Bebas Korupsi Pengelolaan Arsip
(WBK) dan Terjaga dan Arsip
Wilayah Birokrasi Aset Daerah |
Bersih dan
Melayani (WBEM) Jumlah 8 Prowvinai/ Daerah ANRI
pemerintah kab/kota
Jumlah 31 Kegiatan Pusal Kejaksaan Provinsi/ kab/kota
Sosialisasi Revisi yang Menerima
Pedoman Pendampingan
Tuntutan Perkara Pengelolaan Arsip
Tindak Pidana Terjaga dan Arsip
Korupsi Aset Daerah 11
;‘_Tumlah Angkatan 4 Angkatan Pusat Kejaksaan Jumlah Instansi 10 Instansi Pusat ANR1
Feserta Diklat Permerintah yang Pemerintah
Pernulihan Aset Menerima
Pendampingan
Jumlah Laporan 20 Laporan Pusat Kejaksaan Pﬁngc]o!;arﬁ!\ relp
Penanganan S TRE ;
Permnulihan Aset :;zjlﬂgu dan Arsip
yang terkait
Perkara Jumlah unit kerja 165 Unit Kerja Pusat Kemen-
rang dievaluasi IANR
Pelaksanaan 1 Laporan Pusat KPK ?Jniﬁk 1.)('131] i PANRB
Survei Penilaian st aera
Integritas predikat WBK/
Jumlah Laporan 2 Laporan Pusat KPK WEEBM di wilayah |
Monitori " :
Irnplen'be?ﬁami Jumla |'_1 unit ke_lja 165 Unit Kerja Pusat Kemen-
Strategi Nasional ﬁi’:ﬁ:’""“““*“‘ Ddan . PANRB
acra
?nccgghan mendapatkan
il e predikat WBK/
Jumlah UKPBJ 100 UKPR) Pusat LKPP WBBM di wilayah
vang Mencapai dan 11
Maturitas Daerah
(level 3)
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TAHUN 2020
Jumlah Instansi 15 Instansi Pusat ANRI Jumlah unit kerja 165 Unit Kerja Pusat Kemen-
Pemerintah yang Pernerintah dan yang dievaluasi dan PANRB
Menerima Daerah untuk Dacrah
Pendampingan mendapatkan
Pengelolaan predikat WBK/
Arsip Terjaga dan WBBM di wilayah
Arsip Aset 1
Jumlah Unit 495 Unit Kerja Pusat Kemen-PANRB Jumlah IF yang 217 Instansi Pusat Kemen-
Kerja yang dan diberikan asistensi Pernerintah dan PANRE
Dievaluasi untuk Daerah implementasi Daerah
Mendapatkan Sistern
Predikat WBK / Akuntabilitas
WBBM Kinerja Instansi
Jumlah Instansi 616 Instansi Pusat Kemen-PANRB :FH'-J n:mh e
5 ) i Wilayah |

Pemerintah vang Pernerintah dan
Diberikan Daerah Jumlah IP yang 217 Instansi Pusat Kemen-
Asistensi dan dievaluasi imple- Pernerintah dan PANRR
Dievaluasi mentasi Sistemn Daerah
Implementasi Akuntabili tas
Sistem Kinerja Instansi
Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) di
Kinerja Instansi wilayah |
Pemerintah > .
(SAKIP) J'_-““"_ih” yang 189 Instansi Pusat Kemen-

diberikan asistensi Pemerintah dan PANRDE
Jumlah Instansi 100 Instansi Pusal Kemen-PANRB implementasi Daerah
Pemerintah yang Pemerintah dan Sistemn
Mengim- Daerah Akuntabilitas
plementasikan Kinerja Instansi
Integritas ASN Pemerintah (SAKIP)
Jumilah Instansi 150 Instansi Pusat KASN Shwheyuh 1]
Pemerintah yang Pemerinta dan Jumlah [P yang 189 Instansi Pusat Kemen-
Diawasi h Dacrah dievaluasi Pemerintah dan PANRE
Penerapan Nilai implementasi Daerah
Dasar, Kode Etik, Sistem
Kode Perilaku Akuntabilitas
Jumlah 1500 Rekomend Pusal KASN ﬁi::ﬁnmluns’
Rekomen-dasi asi dan SAKIF) di wilayah
atas Pelaksana- Daerah E} a
an Seleksi JPT di
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Instansi
Pemerintah

Integrasi 1
Perencanaan,
Penganggaran,
Pengadaan

Barang Jasa,
Akuntabili-tas

Kinerja, serta
Pemarntau-an dan
Evaluasi

Jumlah Instansi 72

Pemerintah yang
Menerap-kan e-
Arsip Terintegrasi

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Sistermn Pusat
Terintegras dan
i Daerah
Instansi Pusat
Pemerinta dan
h Daerah

Kemen-
PPN/

Bappenas

ANRI

TAHUN 2020

Jumlah IP yang 210
diberikan asistensi
implementasi

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(SAKIP) di wilayah

11

Jumlah IF yang 210
dievaluasi

implementasi

Sistermn

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(SAKIP) di wilayah

1

Jumlah 1P yang 60
telah mengim-
plementasikan
pemba-ngunan

integritas ASN

Jumlah 1500
Rekomendasi Hasil
Pengawa-san

Pelaksanaan

Seleksi JPT di

Instansi

Pemerintah

Jumlah Instansi 36
Permerintah yang
Menerapkan e-

Arsip Terintegrasi

di Pemerintah

Pusal

Jumlah 18
Pemerintah

Provinsi Kab/

Kota yang Mene-

Instansi
Pemerintah

Instansi
Pemerintah

Instansi
Pemerintah

Kekomendas
i

Instansi
Pusat

Kab/Kata

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Pusat
dan
Daerah

Pusat
dan
Daerah

Pusat

Pusal

Pusat

Daerah

Kemen-
PANRE

Kemen-
PANREB

Kemen-
PANRB

KASN

ANEI

ANRI
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Rekomendasi hasil 3 LHP Pusat  BPKP
pembinaan SPIP

dan manajemen

resiko bidang

kerjasama

inveslasi dan

pembiayaan

pembangunan

Rekomendasi hasil 17 LHP Pusat BPKP
pembinaan SPIP

dan manajemen

resiko bidang

palitik dan

penegakan hukum

Rekomendasi hasil 3 LHP Pusat BPKP
pembinaan SPIP

dan manajemen

resiko bidang

sosial dan

penanganan

bencana

Rekomendasi hasil 8 LHP Pusat BPKP
pembinaan SPIP

dan manajemen

resiko bidang

pengembangan

SDM dan

kebudayaan

Rekomendasi hasil 13 LHP Pusat BPKP
pembinaan SPIP

dan manajemen

resiko bidang

pengembangan

ilmu pengeta-

huan, teknologi

dan reformasi

birokrasi
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135.

Sasaran dan Indikator KP
dari PP Penguatan Sistem
Peradilan dan Upaya Anti
Korupsi

(Perubahan data pada Tabel
4.51 sasaran, indikator,
target, dan satuan pada
halaman IV.125)

Keglatan
Prioritas

| Penataan

Biaya
Politik

Sagaran/

Indikator Muen

Target

Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik

Persentase 75 Persen
Program Siaran
berindeks

di atas 3

K/L
Pelaksana

Komisi
Penyiaran
Indonesia

Rekomendasi hasil 8 LHP
pembinaan SPIP

dan manajemen

resiko bidang

badan usaha

konektivitas,

pariwisata,

Kawasan industri

dan perumahan

Pusat

Rekomendasi hasil 4 LHP
pembinaan SPIP

dan manajemen

resiko pelaksanaan

pengawasan lata

kelola pemerintah

daerah

Pusat

Rekomendasi hasil =] LHP
pembinaan SPIP

dan manajemen

resiko bidang

hankam

Pusat

Rekomendasi hasil 1143 LHP Pusat
pembinaan SPIF dan
dan manajemen Daerah
resiko di daerah

Sumber: Kementerian PPN fBappenas [diolah), 2019

Kegiatan
Prioritas

Penataan
Biaya Politik

Sasaran/

Indikator s

Target Lokasi

Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik

Jumlah TV 7 ™
dengan Indeks

Kualitas Program

Siaran di atas 3

BPKP

BPKP

BPKP

BPKP

K/L
Pelaksana

Komisi
Penyiaran |
Indonesia
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| Jumlah Provinsi 24 Provinsi Pusat dan Dewan Pers Persentase 78 Persen Pusat Dewan Pers
dengan Indeks Daerah | Provinsi dan
| Kemerdekaan | 1 | | dengan Indeks Daerah
| ! Pers di atas 70 | | | Kemerdekaan
{ | | (kategori baik) ! | | | Pers diatas 73
| | { 1 T | I I
{ | Persentase B0 Persen Pusat Komisi 1 Jumlah regulasi/ = Dokumen ! Pusat Ditjen IKP
| sengketa inforasi Informasi kebijakan tata | Kemkominfo
terdaftar yang Pusat kelola informasi [
diselesaikan | dan komunikasi i
T | I - i 1
| Persentase | 100 Persen Pusat dan Ditjen IKP ! | | publik di K/L/D
terbentuknya Daerah Kemkominfo | Jumlah 72 Sengketa Pusat Komisi
PPID di Provinsi Fenyelesaian Informasi
dan Kabupaten/ Sengketa Pusat
| | Kota Informasi I-_’Lzl)lik
| | Fersentase : 75 Persen Pusat dan Kormisi ‘ P:::UI];P}—:EE?IH”
| { pemahaman Daerah Informasi | RN LCs
Diselesaikan
masyarakat Pusat —
tentang Jumlah Badan 35 Badan Pusat Komisi
[ keterbukaan | Publik yang Publik | Informasi
i informasi | /| | Informatif | | | Pusal
Sumber; Kemenlerian PPN fBappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
4.5.4 Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut
136, | Tabal4.52 Baskran dun s gmings 2017" 2018" No i Satuan 2017 2018 2019% 2020
Indikator PP Program Indikator ~ lndikator i
Pnon.tas Pena.rl_ggu langan 1 Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban 1 Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan kearmanan serta ketertiban
Terorisme, Peningkatan masyarakat masyarakat
Keamanan Siber, dan
Pe t K Lt Skor Global Nilai 4,54 4,54 n 4,544 4,3 Skor Global Terrorism Nilai 4,54 4,544 4,54 a 4,44
Rpuaan eamanm i Terrorism [ndex Index
(perubahan data indikator
2 Meningkatnya ketahanan dan keamanan siber 2

pada halaman IV.131)

Meningkatnya ketahanan dan keamanan siber
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Skor Global Nilai 0,42 0,78 0,80 0,83
Cybersecurity Index
Indonesia ®

Meningkatnya keamanan laut

Relay time Menit N/A N/A N/A 60
informasi 4
Response time Jam N/A N/A N/A 24

instansi kamla 4

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

TAHUN 2020
Skor Global Nilai 0,42 0,78 0,78 0,79
Cybersecurity Index
Indonesia b

3 Meningkatnya keamanan laut

Menit N/A N/A N/A 300

Relay time informasid

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi, **) Target

1V.133)

kerjasama teknis

137. Tabel 4.53 Sasaran dan Kegiatan Sasaran/ K/L
No Target Satuan Lokasi
Indikator KP Pencegahan dan Prioritas Indikator € Pelaksana
Pemberantasan Terorisme 1 Pencegahan Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme
(penghapusan data indikator dan
pada halaman IV.133) Pemberantasan
Terorisme
Draft Indeks 1 Dokumen Pusat BPIP
Aktualisasi Dihapus
Fancasila
Jumlah modul 1 Dokumen Pusat = Kemen
pendidikan PANRB
pemahaman nilai- = BPIP
nilai Pancasila bagi e BKN
ASN * LAN
= Kemen
dagri
138. Tabel 4.53 Sasaran dan 2 Penguatan Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber dan 2 Penguatan Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber dan
Indikator KP Penguatan Ketahanan menguatnya tata kelola pemangku kepentingan terkait siber Kelahanan dan menguatnya tata kelola permangku kepentingan terkait siber
Ketahanan dan Keamanan dan Keamanan Keamanan Siber
. Siber - - = :
Siber (perubahan data — — - Jumiah kegiatan litcrasi 4 Nilai Pusat  BSSN
indikator pada el Jumlah bantuan 8 Negara Pusal BESN d.L:I'I. budaya keamanan
s1ber
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pada negara Jumlah regulasi terkait 1 Regulasi Pusat BSSN
ASEAN dan Pasifik mana-jemen krisis =
keamanan siber
. nasional
Jumlah kegiatan 4 Kegiatan Pusat BSSN ' ;
literasi dan budaya Jumlah regulasi terkait 1 Regulasi Pusat BSSN

keamanan siber pembentukan CERT

Pembangunan 4 Gedung Pusat BSSN
Infrastruktur perkuliahan Jumlah regulasi terkait 2 Regulasi Pusal HSSN
Politeknik Siber tata kelola keamanan

siber pada sektor HKN
(ISAC & VWDF

dan Sandi

J uml;_nh regulasi 1 Dokurmen Pusat BSSN

tCITkAIaIt manajenmen Jumlah Standar 1 Kegulasi Pusal BSSN
krisis keamanan Kompetensi Kerja

siber nasional Nasional Indonesia

Jumlah regulasi 1 Dokumen Pusat BSSN bidang Keamanan Siber

terkait Jumlah dokumen ;

x S8
pembentukan Rencana Strategis ! Regulasi Pusat oSN
CERT Keamanan Siber scktor
Jumlah regulasi 2 Dokumen Pusat BSSN i
terkait tata kelola Jumlah Standar Audit 1 Dokume Pusat BSSN
keamanan siber Keamanan Siber n ’
pada sektor IKN Pernerintah
(ISAC & VVDP) .

Jumlah IK(:Irangkla 1 Regulasi Pusat BSSN
Jumlah Standar 1 Dokurmen Pusal BSSN Regulasi Literasi
Kompetensi Kerja Keamanan Siber dan
Nasional Indanesia Pengendalian Informasi
bidang Keamanan
Siber
Jumlah dokumen 1 Dokumen Pusat BSSN

Rencana Strategis
Keamanan Siber
sektor [IKN

Jumlah Standar 3 Dokumen Pusat BESN
Audit Keamanan
Siber Pemerintah

Jurnlah Kerangka 1 Dokumen Pusat HSSN
Regulasi Literasi
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Keamanan Siber
dan Pengendalian
Informasi

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

139.

Tabel 4.53 Sasaran dan
Indikator KP Penguatan
Keamanan Laut
(penambahan data indikator
pada halaman IV.135)

3 Penguatan
Keamanan Laut

Jumlah Hari Operasional
Kapal Pengawas dalam
Rangka Pengawasan
Kegiatan Illegal,
Unreported, Unregulated
(UL Fishing dan
Merusak Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Repubik
Indonesia

(WP = NRI)

Jumlah Hari Cperasi
Pesawal Patroli

Jumlah Kapal Pengawas
yang terbangun

Jumlah Hari Operasiona|
Speed Boaly Rigid
Inflatable Boat/ Rubber
Baoat

Jumlah perkara tindak
pidana kelautan dan
perikanan yang disidik
sccara akuntabel

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

150 Hari
Operasi

150 Hari
Operasi

a Unit

S50 Hari
Operasi

150 Kasus

Meningkatnya jumlah penyelesaian kejahatan di wilayah laut

Pusat

Pusat

Pusat

Pusat
dan 33
Provinsi

Pusat

KKP

KKP

KKFP

KKP

KKP

3

Penguatan
Kearmnanan Laut

Meningkatnya jumlah penyelesaian kejahatan di wilayah laut

Pengadaan Senjata 33z Pueuk
Penyelenggaraan
Patroli Keamanan dan

Keselamaltan Laut

Pengadaan Amunisi 1 Paket
Penyelenggaraan
Patroli Keamanan dan

Keselamatn Laut

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Pusat

Pusat

Baka
mla

Baka
mia
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4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
4.5.5 Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibnas

140. Tabel 4.54 Sasaran dan
Indikator PP Program
Prioritas Penanggulangan
Narkotika dan Penguatan
Kamtibmas (perubahan data
indikator pada halaman
IV.131)

141, Tabel 4.55 Sasaran dan
Indikator KP Pencegahan,
Pemberantasan, dan
Rehabilitasi Penyalahgunaan
Narkotika (perubahan lokasi
target dan data indikator
pada halaman 1V.136, 137)

Satuan 2017 20184 2019}
1 Menurunnya penyalahgunaan narkotika
Angka Prevalensi Penyalahgunaan Persen 290 2,650 2,660
Narkotika
2 Menurunnya tingkat kejahatan
Clearance rate Persen 62,994 65,66 4 65,66 4

Sumber: a) BNN 2018, b) Statistik Kriminal 2018
Keterangan: *) Realisasi, **) Target

Sasaran /
Indikator

Kegiatan Satuan Lokasi

No . Target

Prioritas

Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor
narkotika

1 Pencegahan,
Pemberantasan,
dan Rehabilitasi
Penyalahgunaan
Narkotika

68

K/L

Pelaksan

Sasaran/

No. Indikatos Satuan 2017 2018" 2019 2020™
1 Menurunnys penyalahgunaan narkotika
Angka Prevalensi Persen 1,77 1,774 1,772 1,86
Penyalahgunaan Narkotika
2 Menurunnya tingkat kejahatan
Clearance rate Persen 62,998 62998 H299N 63

Sumber: a) BNN 2018, b) Statistik Kriminal 2018
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

K/L
Pelnksann

Kegintan Sasaran/

Indikator bkt

Target Satuan

Prioritas

Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor
narkotika

1 Pencegahan,
Pemberantas
an, dan
Rehabilitasi
Fenyalahgun
aan
Narkotika
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Jumlah kawasan
rawan kultivasi,
produksi,
penyelundupan,
peredaran gelap, dan
penyalahgunaan
narkotika dan
prekursor narkotika
yvang diintervensi
program Alternative
Development

Jumlah Korban
Penyalahgunaan
Napza yang men-
dapatkan Reha-
bilitasi dan Perlin-
dungan Sosial

20,000
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Aceh Besar,
Bireuen,
Gayo Lues,
Sumut,
Sulsel, Kalsel

Kawasan

Orang Pusat

BNN

Kemensos

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Jumlah kawasan
rawan kultivasi,
produksi,
penyelundupan,
peredaran gelap, dan
penyalah-gunaan
narkotika dan
prekursor narkotika
yang diintervensi
program Alternative
Development

Jumlah Korban
Penyalahgunaan Najpza
yang men-dapatkan
Reha-bilitasi dan
Perlin-dungan Sosial

L6}

21,714

Kawasan

Orang

Aceh Besar, BNN
Bireuen, Gayo
Lues, Medan,
Banjarmasin,

Makassar

Pusal Kemensos

142,

Tabel 4.55 Sasaran dan
Indikator KP Peningkatan
Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban (perubahan target
indikator pada halaman
IV.136, 137)

Peningkatan
Pemeliharaan
Keamanan dan
Ketertiban

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Jumlah rumah
BUsUN yang
dibangun

Jumilah dokumen
Rencana Aksi
Penanganan
konflik sosial

Jumlah warga
masyarakat di
lokasi rawan
bencana yang
mendapatkan
pencegahan konflik
sosial

6

34

41.930

Densus B8
AT, Sumut,
Jabar,
Jateng,
Kalbar, dan
Sulsel

Paket

Dokumen Pusat

Orang Pusal

POLRI

Kemendagri

Kemensos

Peningkatan
Pemeliharaan
Keamanan dan
Ketertiban

Meningkatnya keamnanan dan ketertiban masyarakat

Jumlah rumah
susun yang
dibangun

Persentase Timdu
PKS Provinsi vang
melaksanakan RAD
secara cfektil

Jumlah warga
masyarakat di lokasi
rawan bencana vang
mendapatkan

16

61

43.018

Lokasi

Persentase

Orang

Densus POLRI
88 AT,
Sumut,
Jabar,
Jateng,
Kalbar,
dan
Sulsel

Daerah  Kemendagri

Pusat Kemensos
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 [E”_"‘I’H"‘}“”’ konflik
sosia

Sumber: Kemenlterian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
5.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

143. Deskripsi Umum Selanjutnya, TPB/SDGs juga diarusutamakan ke dalam Rancangan RPJMN 2020- | Selanjutnya, TPB/SDGs diarusutamakan ke dalam Rancangan RPJMN 2020-
) . 2024 agar terintegrasi target dan indikatornya dengan pembangunan nasional | 2024 agar terintegrasi target dan indikatornya dengan pembangunan nasional
Paragraf 2 kalimat terakhir, mendatang, mendatang.
Halaman V.1
144, Tabel 5.1 Sasaran dan Pertumbuhan PDB tahun 2020 5,4 - 6,0 Pertumbuhan PDB tahun 2020 5,3 - 5,5

Indikator Pengarusutamaan
Pembangunan Berkelanjutan

Perubahan target
pertumbuhan ekonomi,
IKLH. Halaman V.2

Sasaran /

M » | ]
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020
1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
Pertumbuhan Persen 5,11 5,22 5,1-5,6% 5,4-6,01 Koordina tor:
PDB Kemenko

Perekonomian

3. Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (1KLH)

Indeks Kualitas Nilai 66,91 65,5~ 66,5~ 69,25- KLHK
Lingkungan 66,52 68,57 71,254
Hidup (IKLH)

Sumber: Kemenlerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

Sasaran/

Indikator ki

20171 2018 2019 2020 H/L Pelaksana

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

Pertumbuhan Persen 5,10 5,29 5,1-56% 5,3-
PDB 5,54

Koerdinato:
Kemenko
Perekonomian

3. Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada
meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Nilai 66,91 65,5~ 66,5- 68,71  KLHK
Lingkungan 66,54 68,53
Hidup (IKLH])

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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145.

Tabel 5.2 Sasaran dan
Indikator Pengarusutamaan
Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik

Perubahan pada Persentase instansi Persen N/A NfA NfA Seluruh Jumlah instansi Instansi N/A NfA N/A Seluruh
nomenklatur sasaran pemerintah yang K/L dan pemerintah yang Pemerin- K/Ldan
= 4 telah menyusunan Pemda telah menyusun tah Permda
indikator pada tabel 5.2, arsitekiur SPBE arsitektiur SPBE
halaman V.4 instansional instansi*****
Persentase instansi Persen NSA N/A N/A 20 Seluruh
pemerintah yang K/L dan : .
menerapkan e- Pemda diliarte
Arsip
lerinlegrasi**
a3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
a. Jumilah [P Unit N/A 300 a7s 435 Seluruh a, Jumnlah Unit N/A 300 375 435 Seluruh
dengan UPP Pelayanan K/L dan instansi Pelayanan K/Ldan
Tertentu yang Publik Pernda pemerintah Publik Pemda
menerapkan dengan UPP
(menyusun, Tertentu yang
menetapkan, menerapkan
dan ) (menyusun,
mempublikasik menetapkan,
asikan Standar dan

2017 20189 2019

Meningkatnya kualitas manajemen ASN instansi pemerintah

Meningkatnya efektivitas tata kelola instansi pemerintah

Pelayanan)

TAHUN 2020

Satuan

2017

20184

Peningkatan kualitas manajemen ASN

Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah

mempublikasik
asikan Standar
Pelayanan)

2019

2020
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Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Seluruh
K/L dan
Pemda

Persentase Unit Fersen N/A N/A N/A 21
Kerja Pengadaan

Barang/Jasa

(UKPRJ)

instansional

dengan maturitas

lewe] 1114+

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: %) Realisasi;, **) Target

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas instansi pemerintah

dihapus

Seluruh K/L
dan Pernda

Persentase instansi
pemerintah yang
menyusun dan
penegakan kode
etik. Dan kode
perilaku ***

Fersen N/A N/A N/A 20

Sumber; Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: * Realisasiy **) Target

5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
5.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

146.

5.1.2 Pengarusutamaan Tata
Kelola Pemerintahan yang
Baik

Perubahan Arah Kebijakan
V.6

Arah Kebijakan

L

Meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah melalui
pemenuhan: (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; (b) Rencana
pengembangan kompetensi ASN; serta (c) Penyusunan pola karir instansional.

Meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan
proses bisnis instansional; dan (b) Implementasi arsitektur SPBE instansi; serta
(¢) Penerapan e-Arsip terintegrasi.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Pemenuhan dan
penerapan standar pelayanan publik; (b) Peningkatan penyelesaian pengaduan
masyarakat baik internal maupun eksternal; (c) Pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat; (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik;

Arah Kebijakan

1.

w

. Meningkatkan

Meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah melalui
pemenuhan: (a) Rencana kebutuhan ASN jangka menengah; (b) Rencana
pengembangan kompetensi ASN; serta (¢) Penyusunan pola karir instansional.

. Meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan

proses bisnis instansional; dan (b) Implementasi arsitektur SPBE instansi;.

kualitas pelayanan publik melalui: (a) Pemenuhan dan
penerapan standar pelayanan publik; (b) Peningkatan penyelesaian pengaduan
masyarakat; (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; (e) Pemutakhiran
informasi layanan pada SIPP; (f) Integrasi pelayanan publik (mal pelayanan
publik); serta (g) Penerapan inovasi pelayanan publik.
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(e) Pemutakhiran informasi layanan pada SIPP; (f) Integrasi pelayanan publik | 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan

(mal pelayanan publik); serta (g) Penerapan inovasi pelayanan publik. manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona
Integrit k bi i i :
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan pr;;g;;;:nuﬁlz H 2::?:2 l]f (il;g ; : 3;23 a.n siasmtabel; serta. () Peryususiun ds

manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona
Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; (¢) Pemenuhan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan tingkat maturitas level III;

5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
5.1.3 Pengarusutamaan Gender

147. Tabel 5.3 Sasaran dan Satuan 2017 20187  2019™ 2020 Satuan 20177 20181 20197}
Indikator Pengarusutamaan
Gender 1. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan 1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
Indeks Nilai 90,96 50,99* 91,64 91,87 Kemen PPFA Indeks Nilai 90,96 90,99 91,64 91,87 Seluruh KL
Pembangunan Pembangunan terkait
Penambahan nomenklatur Gender (1PG) Gender (IPG)
aktivitas indikator dan i Bagiiard == F oo . 2 = i 7 N
target, halaman V.7 ne c‘ s Pembx c aya- Nilai 71, 72,1C 72,81 73,3 Kemen PPPA ndeks Nilai 71,74 72,10 72,814 73,36 Sc]urph KL
an Gender (IDG) Pemberdayaan terkait
Gender (IDG)
Tingkat Persen 50,89 51,88 51,894 52,51 Seluruh KL
Indikator Baru Partisipasi terkait
Angkatan Kerja
(TPAK)
Perempuan
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi, **) Target Keterangan: * Realisasi; **) Target
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148. Perubahan Arah Kebijakan
Pengarusutamaan Gender
Hal V.7 - V.8

Arah Kebijakan
Sasaran Pengarusutamaan Gender akan dicapai melalui 2 (dua) kebijakan, yaitu:

1. Mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang
pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa melalui (a) Penguatan
pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi
dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan; (c¢) Penguatan
pelaksanaan perencanaan dan penganggaran vang responsif gender (PPRG) di
semua jenjang pemerintahan; (d) Penguatan kebijjakan dan regulasi yang
responsif gender; serta (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah.

2.  Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
melalui (a) Peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi kesenjangan
dalam mengakses dan mengontrol sumber day a, berpartisipasi, serta menerima
manfaat pembangunan dan (b) Peningkatan koordinasi dengan stakeholder
terkait untuk mendorong peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang
5.1.6 Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah Kebijakan
Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di
berbagai bidang pembangunan, mencakup:

1.

~ pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang
pembangunan, melalui: a) Penguatan kebijakan dan regulasi pemberdayaan
perempuan, b) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik
perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat,
media massa, dan dunia usaha tentang isu gender dan akar
permasalahannya; ¢) Peningkatan pemberdayaan perempuan, terutama i
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik dan
jabatan publik; dan d) Peningkatan jejaring dan koordinasi antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku media massa,
dunia usaha, dan lembaga masyarakat;

Penguatan pelembagaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah
provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa, melalui: a) Penguatan
komitmen; b) Penguatan dasar hukum termasuk aturan pelaksananya; c)
Peningkatan kapasitas SDM, inovasi pendekatan, dan pengembangan
sistem; d) Penguatan koordinasi antarinstitusi penggerak dan pelaksana
PUG; e) Pengelolaan pengetahuan; dan f) Pelibatan pemangku kepentingan
terkait; dan

Penguatan proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
(PPRG) di kementerian /lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan
pemerintah desa, melalui: a) Penyediaan dan pemanfaatan data gender; b)
Penguatan analisis terhadap data gender untuk menemukenali isu gender,
dan ¢) Pengintegrasian isu gender di dalam perencanaan, penganggaran,
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Tabel 5.7 Sasaran dan
Indikator Pembangunan
Lintas Bidang Perubahan
lklim melalui Ketahanan
[klim. Menurunnya potensi
kehilangan PDB akibat
bahaya iklim

(Perubahan header kolom
sasaran /indikator,
nomenklatur indikator, dan
target indikator sasaran,
Tabel 5.7 hal. V.14)

150.

Tabel 5.8 Target Aktivitas
Peningkatan Ketahanan
Iklim, sektor Kelautan dan
Perikanan

(Perubahan nomenklatur
indikator dan satuan
aktivitas pengelolaan
meteorologi maritim, hal.
V.15)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Sasaran/

Indikator Satuan

2017 2018

M - 127

20197 2020

148 Menurunnya potensi kehilangan PDE akibat bahaya iklim

Penurunan Persen
potensi

kehilangan

PDB akibat

dampak

bahaya iklim

N/A N/A

Sumber; Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

N/A 0,2313**

Kementan

Kemen
PUPR

KKP
Kemenkes
KLHK
ENFPB
BMKG

Keterangan: Keterangan: *) Realisasi;, **) Target;, ***) PDBakibat bahaya perubahan iklim aleh 4
[empat) sector prioritas adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah 0,876%

Pengelolaan Air
Irigasi Untuk
Pertanian

c Pertanian

Jumlah jaringan
irigasi tersier
yvang dibangun
Jumlah irigasi
perpompaan

Jumlah embung
pertanian

Hektare 134.075
Unit 933
Unit 400

Kementan

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Basaran/

Indikator Pacaan

TAHUN 2020

2017 20187 2019 2020™

1. Menurunnya potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim

Persentase Persen
potensi

kehilangan

PDB sektor

terdampak

bahaya iklim

N/A N/A N/A 0,56*"*  « Kementan

* Kemen
PUPR

* KKP

* Kemenkes

¢ KLHK

* BNPB

* BMKG

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Reterangan: Keterangan: *) Realisasi; **) Target; *** Potensi kehilangan PDB akibat bahaya
perubahan iklim oleh 4 (empat) sector prioritas adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020
adalah 0,876% terhadap total PDB atau setara dengan Rpl1.681

3. Pertanian Pengelolaan
Air Irigasi
Untuk
Pertanian

K/L

Indikator Batuan

Pelaksana

Jumlah Hektare 135.600 Kementan
jaringan

irigasi

tersier yang

dibangun

Jumlah Unit 1.000
irigasi

perpompa-

an

Jumlah Unit 200
embung
pertanian
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151.

Tabel 5.10 Target Aktivitas
Mitigasi Perubahan [klim
pada Pembangunan Rendah
Karbon Tahun 2020

Perubahan pada target,
halaman V.18 - V.23

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Penguatan
Perlindungan
Tanaman
Pangan dan
Gangguan OPT
dan DPI

M- 128

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Bidang

Kehutanan

Aktivitas

Rehabilitasi hutan
dan lahan kritis
secara vegatatil

Permulihan kawasan
konservasi yang
terdegradasi untuk
perlindungan
sumber air
(penanaman dan
pemeliharaan
tanaman dalam
rangka pemulihan
ekosistem)

Pencegahan
kebakaran hutan
dan lahan

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Rasio datla dan Hekiare 500 Penguatan Area yang
informasi OPT Perlindungan difasilitasi
yvang Tanaman dalam
dimanfaatkan Pangan dari penanganan
dalam Gangguan OPT  dan
pengendalian dan DFI pengendali-
OFT terhadap an OPT
data dan
informasi OPT Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
yang dihasilkan
lodikator Satuan Target 2020
Luas hutan Hektare 56,000 KLHK Kehutanan Rehabilitasi Luas hutan dan
dan lahan hutan dan lahan lahan kritis
kritis yang kritis secara yang
direhabilitasi vegatatif direhabilitasi
secara secara vegetatil
vegetatif
Penanganan Luas kawasan
Luas kawasan Hektare 26,000 KLHK permasalahan di konservasi yang
konservasi kawasan bermasalah
yang Konservasi (open
bermasalah ared)
Pencegahan Jumlah desa
kebakaran hutan yang dicegah
dan lahan dari kebakaran
hutan dan
lahan
Jumlah Desa 1.200 KLHK Persentase
pelaksanaan penurunan luas
patroli area kebakaran
pencegahan hutan/lahan
kebakaran yang terbakar
hutan

Hektare

Satuan

144.000

Hektare 54.500

Hektare 1.800.000
Desa 1.200

Persen 2

KLHK

KLHE

KLHK

KLHK
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persentase Persen 10 KLHK Penanggulang-an Jumlah Operasi 250 KLHEK
penurunan kebakaran hutan dilaksanakanny
luas area dan lahan a Dperasi
kebakaran Pengamanan
hutan/lahan Hutan
yang terbakar
Pernulihan lahan Luas lahan Hektare 77,5 KLHK
Penanggulangan Jumlah bulan Bulan 12 KLHK terlantar bekas bekas tambang
kebakaran hutan pelaksanaan pertambangan rakyat yang
dan lahan Operasi rakyal difasilitasi
Pengamanan pemulihannya
Hutan dan
Permnadaman Pengembangan Jumlah produk Produk 11 KLHK
darat Mitigasi hasil penelitian
perubahan lklim dan
Permulihan lahan Luas lahan Hektare 775 KLHE melalui system pengembangan
terlantar bekas terlantar bekas agroforestry sosial, ekonomi,
pertambangan pertamba ngan kebijakan dan
ralkyat rakyat yang perubahan
dipulihkan iklim
Pengembangan Jumlah pilot Pilot 1 KLHK
Mitigasi perubahan IPTEK untuk IPTEK
lelim melalui bidang
systemn agroforestry sosckjak dan
perubahan
iklim Pertanian Penanganan Area Hektare 1.245 Kementan
Pertanian Penanganan Jumlah Kelompok 7.350 Kementan Damnpak . Penanganan
Dampak Perubahan = kelompok tani Tani Perubahan [klim Dampak
(klirn dan yang dan Pencegahan F‘ctubahan
Pencegahan ditingkatkan Kebakaran Lahan lklim dan
Kebakaran Lahan kapasitasnya dan Kebun Pencegahan
dan Kebun dalam Kebakaran
penanganan Lahan dan
perubahan Kebun
iklim an“' Pengembang-an Luas area Hektare 16.000 Kementan
E;x;ﬁ':‘:lt” Tanaman tanaman (Kopi)
St Perkebunan perkebunan 7.150
yang (Kakao),
dikembangkan 13.100
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Transportasi

infrastruktur energi
baru terbarukan

Konservasi energi

Subtitusi energi

(PN4 FP1)

Peningkatan
Konektivitas
Multimoda dan
Antarmoda
Mendukung
Pertumbuhan
Ekonomi

terbarukan
yang
terbangun
(PLT Panas
Bumi, Air,
Mikro Hidro,
Surya, dan

Bioenergi)

1. Intensitas
Energi
Primer;

2. Standar
Kinera
Energi
Minimum
(SKEM)
Label
Peralatan
Rumah
Tangga ;

Jumlah
produksi
Bahan Bakar
Nabati

Panjang
konektivilas
multimoda dan
antarmocda

SBM
Miliar

Peralat-an
SKEM

Juta KL

Km

M- 131

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

421,225

10

Pembangun-
an jalan tol
sepanjang
300 km;,
Pemba ngun-
an (termasuk
jalur ganda
dan
reaktivasi)
jalur kereta

Kemen
ESDM

Kemen
ESDM

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Transportasi

Konservasi energi

Subtitusi energi
(PN4 PP1)

Peningkatan
Konektivitas
Multimoda dan
Antarmoda
Mendukung
Pertumbuhan
Ekonomi

Mikro Hidro,
Surya, dan
Bioenergi)

1. Penurunan
Intensilas

Energi Final,

2. Jumlah
Standar
Kinerja
Energi
Minimum
[SKEM) dan

Label Hemat

Energi pada
peralatan
pemanfaal
energi;

Jumlah
produksi
Biofuel

Panjang
konektivitas
multimoda dan
antarmoda

BSBM 0,9 Kemen
Miliar SSDM
3
Peralat-an
SKEM
Juta KL 9 Kemen
ESDM
Km Pembangun
an jalan tol
sepanjang
300 krn,
Fembangun
an
(termasuk
jalur ganda
dan
reaktivasi)
Jalur kereta
api pada

lintas utama
sepanjang
217,80 Km;
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Pelaksanaan subsidi  Jumlah subsidi Paket 1 P,IR'T‘ di 10
angkutan motor ankutan motor Kota
melalui kereta api melalui kereta - Pembangun
api an layanan
5 BRT di 10
Penyelenggaraan Jumlah Paket 1 Kota
angkutan lebaran, angkutan
natal dan tahun lebaran, natal Pelaksanaan Jumlah subsidi Unit Motor 19.656
baru dan tahun baru subsidi angkutan ankutan motor
_ : motor melalui melalui kereta
Pembangunan/ Jumlah lokasi Lokasi 60 kereta api api
Pengadaan Sarana pembangun-
Bantu Navigasi an/ pengadaan Penyelenggaraan Jumlah Penum- 250,012/
Pelayaran Barana Bantu angkutan lebaran, angkutan pang/ 404
MNavigasi natal dan tahun lebaran, natal Unit
Pelayaran baru dan tahun baru
Pembangunan/ Jumlah lokasi Lokasi 144
Pengadaan Sarana pembangunan/
Bantu Navigasi pengadaan
Pelayaran Sarana Bantu
Nawvigasi
Pelayaran
Industri Implementasi Jumlah Kebijakan 5 Kemenperin Industri Kebijakan Efisiensi Kebijakan 3 Kemen-
Konservasi Energi kebijakan Penurunan Emisi Pengelolaan perin
dan Diversifikasi Implementa-si GRK Sektor Industr
Energi Sektor Konservasi Industri
Industri Energi dan
Diversifikasi Pengelolaan Fembangun-an Cakupan KK 545.523 Kemen
Energi Sektor Limbah infrastruk-tur layanan PUFR
Industri tempat persampahan
permnrosesan akhir
Pengelolaan Permmbangunarn Cakupan KK 748,005 Kemen sampah skala
Limbah infrastruktur layanan PUPR regional, kota,
tempal pemrosesan  persampah-an kawasan, dan
akhir sampah skala herbasis
regional, kota, masyarakal
kawasan, dan
berbasis Pembangunan Cakupan KK 1.487.158 Kemen
masyarakat infrastruk-tur air  layanan air PUPR
- limbah sistern limbah
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Pemnbangun-an Cakupan KK 522.950 Kemen “:.r',’"mt skala
infrastruktur air layanan air PUPR r"ﬁ“’“”': ko.la.
limbah sistemn limbah permukim-an,
terpusat skala dan berbasis
regional, kota, masyarakat
;.:e:::_uukunau. L Pengurangan Pengurangan Lokasi 1 (satu) KLHK
)ﬁl ’a.m.?k timbulan sampah  Timbulan
nasyarasal melalui Sampah
Pengurangan Jumlah PDU Lokasi 2 (dua) KLHK ]:"”']””_'ﬁ””'a” Melalui
timbulan sampah yang Lokasi Pusat Daur Ulang Pembangunan
; : susat Daur
melalui terbangun 21.747.500 (PDU) Pusat Daur .
pembangun-an Ton Ulang [PQIJ] di
Pusat Daur Ulang ! Destinasi
(PDU) Wisata
Manajemen  Rehabilitasi hutan  Jumlah lokasi Lokasi 7 KLHK Manajemen Rehabilitasi Luas Hektare 1.000 KLHK
Pesisir Laut mangrove dan hutan Pesisir Laut hutan mangrove pemulihan
konservasi padang mangrove dan dan konservasi ekosistern
larmun padang lamun padang lamun mangrave
yang
direhabilitasi
Sisimrioty SIS Kikted: | Lo 10 R Pemulihan Jurmlab lokasi Lokasi 16 KLHK
y : i kerusakan pemulihan
Elkn(::imtr:ﬂﬁig&jg ;ariizgulﬂmlm' ckosistermn padang  kerusakan
o ; 3 lamun, terumbu ekosistern
kmfa:rl.g dan vegetasi ic:rfr::;:;iu-m i karang dan padang lamun,
Pl Ya“:‘:; Bl park: vegetasi pantai terumbu
yang karang da
dipulihkan “:grcmii]. ;:nlai
kerusakannya
. - Peningkatan Luas kawasan Ha 700,000 KKP
F-jcnmgkatan Luas kawgaan Ha 700.000 KKP Kawasan konservasi bara
Kawanan - konservasi konservasi baru yang ditetapkan
t::;c(]j—vili!:;;?:;ﬁf l}z;: yang vang ditetapkan di tingkat
- 5 X - 1i tingkat Nasional de
dicadangkan di ditetapkan/ (l'llzmillfm? Baa D::lr“;l: i
tingkat Nasional dicadangkan Faersh
dan Daerah di tingkat
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Nasional dan
Daerah Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Bencana

152, Kependudukan dan Keluarga Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menjaga angka kelahiran total (Total Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menurunkan angka kelahiran total
Berencana Fertility Rate/TFR) nasional sebesar 2,1. (Total Fertility Rate/TFR) nasional sampai pada tingkat replacement rate yaitu
-V.24- 2,1 di tahun 2024.

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
5.2.2 Kesehatan

/ K/L Sasaran/ / K/L
t'j . . -t .

153. Tabel 5.12 " Satnan 2017 2018 2019/ 2020 Pelal fodfkatos Satuan 20171 20189 2019 2020 i e
Sasaran dan Indikator 1 Meningkatnya status keschatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi 1 Meningkatnya status keschatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, seria gizi
Pembangunan Kesehatan ' masyarakat " masyarakat

a  Indikator dan target Persenlase Persen N/A NfA N/A 30 Kemenkes Jumlah tenaga Orang N/fA N/A N/A 960 Kemenkes
> & kabupaten/ kesehatan yang
2020 kola yang dilatih
menyelenggarakan kegawatdarurata
pelayanan n maternal dan
keschatan ibu dan neonatal*9
(Halaman V.27-28) anak*
dihapus
Persentase bayi Persen 92 90,8 93 929 Kemenkes
usia
0-11 bulan yang
mendapat
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imunisasi dasar
lengkap™9

Jumlah Kab/ N/A N/A N/A 260 Kemenkes
kabupaten/ Kol

kota melaksana- =

kan surveilans

dan intervensi gizi

berkualitas™9

Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular

Jumlah Kab/ 372 382 398 132 Kemenkes
kal)il[mtc:rl'lﬂlmtal Kota

dengan eliminasi

kusta*4

Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan
berkualitas

Jumlah rencana Dokumen N/A N/A N/A 1 Kemenkes
induk nasional

fasilitas pelayanan

keschatan*

Persentase RSUD Persen 54,93 61,63 60 75 Kemenkes
Kelas Cdengan 7

jenis dokter

spesialis™4

Jumlah FKTP Unit 3.210 6.669 7.033 7.197 Kemenkes
yvang mernenuhi

sarana,

prasarana, dan

alat kesehatan

(SPA) sesuai

standar*

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi, **) Target

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Persentase Kab/ NJA NJA N/A 51 Kemenkes
kabupaten/kota
melaksanakan
surveilans dan
intervensi gizi
berkualitas “4

Kota

i Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular

Jumlah Kab/Kota 372 a2 398 416 Kemenkes
kabupaten/ kota

dengan eliminasi

kusta=9

< Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan
berkualitas

Jumlah rencana Dakumen N/A N/A N/A 1 Kemenkes
induk nasional

fasilitas

pelayanan

kesehatan™

Dihapus

Persentase FKTP Persen N/A NfA N/A 48 Kemenkes
yvang memenuhi

sarana,

prasarana, dan

alat kesehatan

(SPA) sesuai

standar*

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Kelerangan: *) Realisasi; **) Targel
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154. Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan
(Halaman V.28-30) pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care)-dengan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peninglkatan upaya promotif dan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, meliputi:
pemanfaatan teknologi melalui strategi pembangunan bidang kesehatan, meliputi:
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal
reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh
berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan yang didukung jaminan pembiayaan dan
persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kemampuan pelayanan esensial dasar dan emergensi komprehensif,
antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan,
bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal,
farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pengembangan pencatatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan
kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan
lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan penguatan regulasi, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan
imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku higiene; ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas
d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu pelayanan kesehatan; b) perluasan dan pengembangan imunisasi dasar
dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; f) lengkap; ¢) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;, d) perluasan akses
peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita termasuk inisiasi menyusui dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik
dini dan ASI eksklusif; g) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah
kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran daerah dengan advokasi, kemunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling;
sektor swasta dan pemerintah daerah melalui advokasi, komunikasi, informasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB),
edukasi (KIE) dan konseling tentang pengendalian penduduk, KB dan kesehatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan
reproduksi, peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB; penguatan fasilitas pelayanan
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelavanan kesehatan serta upaya
lapangan serta penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan bersumber daya masyarakat; dan peningkatan KB pasca
kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha persalinan; dan e) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan
kesehatan bersumber daya masyarakat; serta h) peningkatan pengetahuan dan kesehatan reproduksi bagi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif
gender. 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan
penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) penguatan
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi
permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan stunting dengan masyarakat; b) pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang
peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan,
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sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi vang bersifat life saving
dengan didukung data yang kuat (evidence based policy) termasuk fortifikasi dan
pemberian multiple micronutrient yang efektif bagi balita, anak usia
sekolah/remaja, calon pengantin, calon ibu hamil, dan ibu hamil; ¢) penguatan
advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama
mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based
approach); d) penguatan sistem surveilans gizi termasuk pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan anak; e) peningkatan komitmen dan
pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi
sesuai kondisi setempat; f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat; g)
Pelibatan aktif aktor non pemerintah (swasta, lembaga masyarakat madani,
perguruan tinggi dan organisasi profesi dan mitra pembangunan lainnya; serta
h) penyediaan tenaga gizi yang berkualitas,

Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS,
TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases,
penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis
terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan
penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan
pengendalian faktor risiko penyakit melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat
dan kolaborasi multisektor termasuk perluasan cakupan deteksi dini,
pengembangan real time surveilans dan pengendalian vektor; b) penguatan
health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan
respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system
kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; ¢) penguatan tata laksana
penanganan penyakit dan cedera; serta d) penguatan sanitasi total berbasis
masyarakat.

Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a)
pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat,
upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan
ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong
aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara;
c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk
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perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi
lingkungan; c¢) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan
efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif
secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan
didukung bukti (evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan; e)
penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat
terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan
(food based approach); f) penguatan sistem surveilans gizi;; g) peningkatan
komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi
dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan h) respon cepat perbaikan gizi
dalam kondisi darurat.

tan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada
HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker,

emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar
biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan
jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup:
a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan
cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor
dan perluasan layanan berhenti merokok; b) penguatan health security
terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat
terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar
biasa dan karantina kesehatan; ¢) peningkatan cakupan penemuan kasus dan
pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
d) pengendalian resistensi antimikroba; dan e) penguatan sanitasi total
berbasis masvarakat.

Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a)
pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar
sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b)
penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan
ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antarmoda,
lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara; ¢) regulasi yang mendorong
pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan
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menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat
termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan,
peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada
produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk
makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan
perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk
revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya,
serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; e) peningkatan
penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan
perluasan akses terhadap buah dan sayur; f) penguatan akses, kualitas,
advokasi dan tata kelola implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di
semua tatanan; serta g) penguatan kolaborasi multisektor untuk mendukung
upaya promotif dan preventif dengan pendekatan kebijakan berwawasan
kesehatan (Health in All Policies).

5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:

a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yvang difokuskan pada
peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari
pelayanan kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi fasilitas
pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan
pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan dan
pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan
meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas
kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk
daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan),
perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine,
digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan
kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau; optimalisasi
penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; serta perbaikan
pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian
bahan berbahaya dan beracun (B3);
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berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan
standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil
tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan
pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok,
perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan
perluasan pengenaan cukai pada produk pangan vang berisiko tinggi terhadap
kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam
dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif,
pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk
hidup sehat; dan e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk
penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur.

Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan,
mencakup:

a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dam rujukan vang difokuskan
pada penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya
kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan
keluarga; revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat lainnya; pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan
kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan
karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola
pembiayaan, regulasi dan kelembagaan; pengembangan pelayanan
kesehatan lanjut usia; penyempurnaan sistermn akreditasi pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta, pemenuhan dan pemerataan
penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengacu rencana
induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi
teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan
online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem
rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan
telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan
pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus
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difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga
kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi
pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa
dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
pengembangan kebijakan re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan
di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama
pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan
pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan
dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi
standar kualitas; serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan
tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi
keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;

Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang difokuskan pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin
dengan mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik
farmasi real time berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan
penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan
vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan
life sciences; serta pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan
untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;

Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan
pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat
dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM
pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium;
peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan
publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku
usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk;
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; serta pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;
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pulau; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; dan
penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan
pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3);

. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi temaga kesehatan yang

difokuskan pada afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis
termasuk dengan pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga
kesehatan, farmasi dan alat kesehatan); afirmasi pendidikan (beasiswa dan
tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; afirmasi
pendayagunaan dan mekanisme re-distribusi tenaga kesehatan yang
ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme
kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara
dan kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pengembangan tenaga
kesehatan untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar (seperti tenaga
promosi kesehatan, dokter keluarga layanan primer, dan perawat
komunitas); penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang
kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan pemenuhan tenaga
kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga
sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola
di fasilitas pelayanan kesehatan;

Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin
dengan mengutamakan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi
real time berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan
penggunaan obat rasional, pengembangan obat, produk bioclogi, reagen,
dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan
pengembangan life sciences; dan pengembangan produksi dan sertifikasi
alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;

. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang

difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan
post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan
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Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, penelitian dan
pengembangan yvang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk
peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah
kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan
SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi
kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry; inovasi
dan pemanfaatan teknologi digital termasuk big data untuk pengumpulan
data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan
pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis
bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark
cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas
dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; serta
penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas dan inovasi
intervensi kesehatan, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung
pencapaian prioritas nasional.
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kompetensi SDM pengawas dan penguatan laboratorium; peningkatan
riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi;
perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalamn pengawasan obat dan
makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam
penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan
peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan
penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang obat dan makanan;

Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan

kesehatan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk

penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yvang memiliki masalah
kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan
SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi
kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry;
penguatan data rutin; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk
pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan
termasuk big data; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan
promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan
baru seperti penerapan earmark cukai dan pajak, kerjasama pemerintah
dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas
kesehatan milik pemerintah; dan penguatan penelitian dan pengembangan
untuk efektivitas dan inovasi intervensi kesehatan, dan evaluasi sistem
kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

155.

Perubahan target mahasiswa
penerima bantuan Bidik Misi
Tabel 5.13 Sasaran dan

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
5.2.3 Pendidikan

Sasaran/ Satuan 2020

Indikator
Jumlah mahasiswa penerima bantuan Ribu 110

Bidik Misi Mahasiswa

Sasaran/ Satuan 2020
Indikator
Jumlah mahasiswa penerima banluan Ribu 365
Bidik Misi Mahasiswa
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Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

156.

Perubahan K/L pelaksana
akibat perubahan
nomenklatur K/L pada Tabel
5.13,

(Halaman V.31 - V.32)

Sasaran/Indikator 4% !t;i._l’duhnm

i1 Meningkatnya tarafl pendidikan penduduk usia diatas 15 tahun
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas * Kemendikbud
15 tahun » Kemenag

+  Kemenristekdikti

Rata-rata angka melek aksara penduduk usiadi « Kemendikbud
atas 15 tahun + Kemenag

+ Kemenristekdikti

-2 Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik

Persentase dosen berkualifikasi pendidikan
minimal 52

Kemenag
Kemenristekdikti

Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional + Kemenag
bereputasi + Kemenristekdikt
i Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa

miskin berprestasi

Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik + Kemenag

Misi * Kemenristekdikti
Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin + Kemenag

dan 20% penduduk terkaya o KEmaniietekdilt

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
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Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

No. Sasuran /Indikator

K/L Pelaksana

1. Meningkatnya taral pendidikan pcnduuk usia di atas 15 tahun

Rata-rala lama sekolah penduduk usia
di atas 15 tahun

Rata-rata angka melek aksara
penduduk usia di atas 15 tahun

Kemendikbud

Kemenag

Kemendikbud
Kemenag

<o Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik

Persentase dosen berkualifikasi
pendidikan minimal S2

Kemendikbud

*+ Kemenag
Jumlah publikasi ilmiah di jurpal + Kemnendikbud
internasional bereputasi « Kemenag
3 Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi
mahasiswa miskin berprestasi
Jumlah mahasiswa penerima bantuan +  Kemendikbud

Bidik Misi

Rasio APK PT antara 20% penduduk
termiskin dan 20% penduduk terkaya

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

.

Kemenag

Kemendikbud
Kemenag
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Sasaran/ Satuan 2017 20181 2019+ . Sasaran/ i Satuan 2017 20181 2019") 2020*Y)

157. Perubahan indikator dan Indikator Indikator :
target pada Sasaran "
Pembangunan Pendidikan “1. 1 Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun 1 Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun
Meningkatnya taraf o Rata-rata lama sekolah Tahun 8,459 8,524 8,8 8,8 Rata-rata lama sekolah Tahun 8,454 852 8,63 8,74
pendidikan penduduk usia di penduduk usia di atas 15 penduduk usia diatas 15
atas 15 tahun” tahun tahun
Tabel 5.13 Rata-rata angka melek Persen 95,54 Q5,7 96,1 96,2 dihapus

aksara penduduk usia di

& =
Sasaran dan Indikator atas 15 tahun

Pembangunan Pendidikan Sumber: s BPS (diolah), 2018:% Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018, o Kemennstekdikti
(diolah), 2018 o Sumber: & BPS (diolah), 20184 Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; ¢ Kemenristekdikti
{Ha]a.man V‘3]] Keterangan: 7 Realisasi; *) Target, {diolah), 2018

Keterangan: 9 Realisasi; * Target.

T Basaran/ Satuan 2017 20181 2019 2020*) No. Sasaran/ Satunn 2017 20187 | 2019 2020%%)
158. Perubahan indikator dan Indiketor Indikator
target pada Sasaran ; -
Pembangunan Bidang “2. 2 Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik 2 Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik
Meningk‘atnya .k‘_-‘aﬁt“ dan Persentase guru Persen 80,00 85,0 Q0,0 95,0 dihapus
relevansi pendidik” berkualifikasi minimal
s1/
Tabel 5.13 D-IV
. Sumber: ® BPS (diolah), 2018:» Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018, ¢ Kemenristekdikti
Sasaran dan Indikator (diolah), 2018
Pembangunan Pendidikan ' e
gu Keterangan: 9 Realisasi; * Target, Sumber: o BPS (diolah), 20184 Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; ¢ Kemenristekdikti
(Halaman V.31) {diolah), 2018

Keterangan: 9 Realisasi; *3 Target.

T 2017 2018 2019~ 20204 No. 8 Satu 017" ; 2019 | 1
159. Perubahan indikator dan ' ’ J ) o l:;:::oi atuan 2 20189 019 | 2020%)
target pada Sasaran
Pembangunan Bidang “3. 3. Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin 3.  Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin
Menyediakan bantuan KIP berprestasi berprestasi

bagi siswa miskin dan Bidik
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Misi bagi mahasiswa miskin
berprestasi”

Tabel 5.13

Sasaran dan Indikator
Pembangunan Pendidikan

(Halaman V.31)

Jumlah mahasiswa Ribu 3679 3023 473.,4
penerima bantuan Mahasiswa

Bidik Misi

Rasio APK SMP/MTs Rasio 0,954 0,944 0,96
antara 20% penduduk

termiskin - dan  20%

penduduk terkaya

Rasio APK Rasio 0,608 0,68 0,70
SMA/SMEK/MA antara

20% penduduk

lermiskin dan  20%
penduduk terkaya

410

0,96

0,70

Sumber: o BPS (diolah), 2018 % Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018, 9 Kemenristekdikti

(diolah), 2018
Keterangan: 4 Realisasi, * Target.

Jumlah mahasiswa Ribu 367,9 302,3 473,4 365
penerima bantuan Mahasgiswa

Bidik Misi

dihapus

Rasio APK Rasio 0,70 0,67 0,71 0,72

SMA/SMK/MA antara
20% penduduk
termiskin dan 20%
penduduk terkava

Sumber: @ BPS (diclah), 2018:% Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; 9 Kemenristekdikti
(divlah), 2018

Keterangan: 9 Realisasi; * Target.

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

5.2.5 Pemuda dan Olahraga

160. Sasaran dan indikator
pembangunan pemuda dan
olahraga tahun 2020 (tabel
5.15)

Sasaran/

Satuan 20171 20181 2019")

Indikator

1. | Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan
Jumlah pemuda 1.500 =l 1,400 1,500 1.800

kader yang

difasilitasi dalam

pengembangan

kepedulian,

kesukarelawanan
dan kepeloporan

Orang

Jumlah kegiatan Kegia- 35 wid 35 i) 3514 17
Organisasi tan
kepramuka-an

(Kwarnas/

Kemenpora

Kemenpora

Susaran/

Indikator

2017 20187 20191 2020

A E Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan I

Jumlah 1.500 =
pemuda kader

yang

dilasilitasi

dalam

pengembangan

kepernimpinan

, kepedulian,

kesukarelawan

an dan

kepeloporan

Orang 1.400 « 1.500 1.800 Kemen pora
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RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Saka/

Sako) yang
difagilitasi dalam
pengembangan
organisasi i

Jumlah koordinasi Doku- L]
dan kemitraan mer
kepermuda-an

dengan lembaga

lintas sektoral

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

2017

Persentase Persen 27614
penduduk

berusia 10

tahun ke atas

yang melakukan

olahraga

20187

31,384

M - 145

2019

32,83

34,26

Kemenpora

Kemenpora
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Jumlah Lembagn
kegiatan

organisasi

kepramukaan

(Kwarnas/

Saka/

Sako) yang
difasilitasi
dalam
pengembangan
organisasii

Jumlah
koordinasi dan men
kemitraan

kepemudaan

dengan

lembaga lintas

sektoral, antar

tingkat

pemerintah

daerah dan

luar negeri

TAHUN 2020
35 i 35 mii
Sa) Sa

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

3 suulnf

Indikator )

Persentase Persen
penduduk

berusia 10

tahun ke atas

yang

melakukan

olahraga il

2017

27,614

20187

31,3849

35

2019*"

Meningk
al

Meningk
at

Kemenpora

Kemenpora

Kemenpora
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Jumlah peserta
olahraga olimpik
vang difasilitasi
di sekolah dasar,
me-nengah,
perguruan
tinggi,
pendidikan
nonformal dan
informal i

Orang

17.000
a) i)

122,400
a) i)

17.000 i) 17.000 Kemenpora

Sumber: Kementerian FPN/Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

\ éumm-!
Indikator

Jumlah tenaga,
keclahragaan
olimpik yang
difasilitasi dalam
pengembangan
tenaga keolah-
ragaan di daerah i

Jumlah bibit
olahragawan
olimpik yang
difasilitasi dalam
Pemanduan bakat
cabang olahraga
unggulan i

Orang

Jumlah
olahragawan
olimpik yang
difasilitasi dalam

Orang

12,400 %
i)

4.2694
i}

2.3804 2.380 8 3.000 Kemenpora
i)

16,400 = 16.000 16,000 Kemenpora
i) ) u

5.000 5,000 5.000 Kemenpora
g i

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
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Jumlah peserta Orang 17.000 122,400 17.000
olahraga a i aj 1) ]
olimpik yang

difasilitasi di

sckolah dasar,

me-nengah,

pergurian

tinggi,

pendidikan

nonformal dan

informal i)

Sumber: Kementerian FPN/Bappenas (diclah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

20187

Sasaran/

Indikator il

Satuan 2019

Jumlah tenaga, 2.380 4 2,380 2.380m
keolahragaan v )

olimpik yang

difasilitasi dalam

pengembangan

tenaga keolah-

ragaan di daerah

Jumlah bibit Orang 12.400 16.400 16.000
olahragawan o i) al ™) iv)
olimpik yang

difasilitasi dalam

Pemanduan bakat

cabang olahraga

unggulan i

Jumlah Orang 42694 5.000 = 5.0004
olahragawan 2] ) i
olimpik yang

difasilitasi dalam

17,000

2020~

3.000

10,000

500

Kemenpora

Kemen-
pora

Kemen-
pora

Kemen-
pora
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pengembangan pengembangan
olahragawan olahragawan
berbakat 4 berbakat i)
Jumlah Unit Jumlah PPLP/PPLM Unit Kemen-
PPLP/PPLM yang yang memenuhi pora
memenuhi standar standar
Jumlah fasilitasi Kegiat- Jumlah Orang Kemen-
penyelenggara-an an olahragawan yang pora
dan/fatau terfasiitasi ikut
keikutsertaan serta pada
kompetisi olahraga kejuaraan clahraga
junior bertarafl junior bertaraf
nasional, regional nagional regional
dan internasional dan internasional
baik single (single dan atau
danfatau atau multi event)
multievent

Jumlah koordinasi Doku- Kemen-
Jumlah koordinasi Doku- dan kemitraan men pora
dan kemitraan men keolahragaan
keolahragaan dengan lembaga
dengan lembaga lintas sektoral,
lintas sektaral, pemerintah
pemerintah daerah, luar negeri
daerah, luar negeri dan pihak swasta
dan pihak swasta berbasis cabang
berbasis cabang olahraga Olimpik i)
olahraga Olimpik i)

Jumlah fasilitasi Kegia- Kemen-
Jumlah fasilitasi Kegia- bidang pengkajian tan pora
bidang pengkajian tan Iptek dan database
Iptek dan database olahraga i)
alahraga i

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diclah), 2019 Keterangan: *) Realisasi, **) Target
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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5.15 Sasaran dan Indikator
Pembangunan Pemuda dan
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Sumber: o Kemenpora, 2019, b BPS, 2015, o BPS, 2018 (data tersedia tiga tahunan).

Keterangan: 4 Realisasi, *) Target; # Usulan indikator baru/ penyesuaian; # Fasilitasi pada Kwarnas
dan 34 Kwarda Gerakan Pramuka; i Tidak hanya pada cabang olahrmaga Olimpik;
Belum dilakukan; ¥ Tidak termasuk fasilitasi pengkajian database
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Sumber: a) Kemenpora, 2019, b) BPS, 2015, ¢) BPS, 2018

Keterangan: *)Realisasi;, **) Target; i) Usulan indikator baru/penyesuaian; i) Fasilitasi pada
Kwarnas dan 34 Kwarda Gerakan Pramuka; iii) Data tersedia tiga tahunan; iv) Tidak
hanya pada cabang clahraga Olimpik; v) Belum dilakukan; vi) Tidak termasuk

[asilitasi pengkajian database

5.2.6 Agama

164. Sasaran dan Indikator 5.2
Bidang Pembangunan Sosial
Budaya dan Kehidupan
Beragama, 5.2.6 Sub Bidang
Sub bidang Agama

(Perubahan data pada Tabel
5.16 Sasaran dan Indikator
Pembangunan Agama
Halaman V.38)

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Sasaran / Indikator 20187 20197 2020

1. Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama

Indeks Kerukunan Umat Nilai 72,27 70,90 72,38 73,87
Beragama

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan

Indeks Kepuasan Jemaah Nilai B4.85 85,23 86,00 87,00
Haji
Jurnlah Kantor Urusan KUA 3.188 3.188 3.400 3.700

Agama (KUA) yang
memenuhi standar
pelayanan dalam layanan
administrasi keagamaan
(KUA])

2018

1, Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama

Indeks Kerukunan Umat Nilai 72,27 70,90
Beragama

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan

Indeks Kepuasan Jemaah Nilai 84,85 85,23
Haji
Jumlah Kantor Urusan KUA 3.188 3.188

Agama (KUA) yang
memenuhi standar
pelayanan dalam layanan
administrasi keagamaan

2019 2020*)

73,837 73,87
85,0914 87,00
3.078 3.188
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Jumlah penyuluh agama Orang 45.000 45.000 62.262 62,262 Jumlah penyuluh agama Orang 45.000 45.000 33.460 33.460
yang ditingkatkan kualitas yang ditingkatkan kualitas
dan kapasitasnya (orang) dan kapasitasnya
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: 9 Realisasi; *1 Target Keterangan; 4 Realisasi, * Target
5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
5.2.7 Kebudayaan
. No. Sasaran / Indikator Satusn 2017 2018 2019 20204 No. Sasaran / Indikator Satnan 2017 2018Y 2019* 2020
165, Pemutakhiran target '
indikator pembangunan 1, Meningkatnya kualitas pernajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat 1. Meningkatnya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat
ketahanan budaya bangsa, meningkatkan kesejahleraan rakyat, dan mempengaruhi arah

ketahanan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah

bidang kebudayaan pada !
Tabel 5.17 . perkembangan peradaban dunia
Jumlah nilai budaya dan Nilai N/A 370 347 347
tradisi yang direvitalisasi Budaya/
Tradisi
Jumlah even seni budaya Even 133 144 144 28

Sumber: Kementenan PPN/ Bappenas (dialah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

perkembangan peradaban dunia

Jumlah nilai budaya dan Nilai N/A 370 1.516 1.971
tradisi yang direvitalisasi Budays /

Tradisi
Jumlah even seni budaya Even 133 144 702 2090

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi, **) Targe!

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, melalui:

166. Perbaikan Arah Kebijakan

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang pelaksanaan
PUG melalui PPRG;

Kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO, melalui:

1.  Peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang pelaksanaan
PUG dan PPRG;
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Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran aparat penegak
hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya
pencegahan dan penanganan berbagai tindak pidana KtP termasuk TPPO;

Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan
pelaksanaan terkait PUG dan pencegahan KtP termasuk TPPO;

Penguatan koordinasi antar-K/L/OPD Penggerak PPRG, antara K/L/OPD
pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD

Pengerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya;

Peningkatan kerja sama multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan
swasta dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG dan perlindungan
perempuan dari KtP termasuk TPPO,;

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia K/L/OPD Pengerak dan
Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh
prasyarat PUG melalui PPRG di K/L/OPD tersebut;

Penguatan data, sistem, dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis
kelamin dan data KtP termasuk TPPO;

Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di
semua tingkatan dan penguatan sinergi antarunit layanan KtP;

Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas
kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO di provinsi/kab/kota; dan

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG dan
KtP temasuk TPPO.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Penguatan regulasi dan aturan pelaksanaan terkait PUG, PPRG, serta
perlindungan perempuan dari KtP dan TPPO;

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia K/L/OPD Penggerak dan
Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh
prasyarat PUG;

4.  Penguatan koordinasi antar-K/L/OPD Penggerak PPRG, antara K/L/OPD
pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD
Pengerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya,

5.  Peningkatan kerja sama multipihak antara pemerintah, masyarakat,
dunia usaha, media massa dan pemangku kepentingan terkait dalam
pelaksanaan PUG, PPRG, serta perlindungan perempuan dari KtP dan
TPPO;

6. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran aparat penegak
hukum, pemerintah, individu baik laki-laki maupun perempuan,
keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan
penanganan KtP dan TPPO;

7. Penguatan data gender, pengembangan sistem data terpadu, serta
pemanfaatan data gender, termasuk data KtP dan TPPO;

8. Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di
semua tingkatan dan penguatan sinergi antarunit layanan KtP dan TPPO;

9. Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas
kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan dan TPPO di provinsi/kab/kota; dan

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG, PPRG, serta upaya
pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO,
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5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi
5.3.1 Keuangan Negara

167.

Perubahan data pada Tabel
5.20 Sasaran dan Indikator
Keuangan Negara. (halaman
V.44-V45)

¢ Penerimaan Perpajakan (%
PDB): halaman V.44,
terdapat pemutakhiran
data untuk 2020
mengikuti APBN 2020
menggunakan poin

s Belanja Modal (% PDB):
halaman V.44, terdapat
pemutakhiran data untuk
2020 mengikuti APBN
2020 menggunakan poin

e Subsidi Energi (% PDB):
halaman V.44, terdapat
pemutakhiran data untuk
2020 mengikuti APBN
2020 menggunakan poin

» Keseimbangan Primer (%
PDB): halaman V.44,
terdapat pemutakhiran

Satuan 2017 2018~ 20191

Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan

Penerimaan Persen 9,90 10,24 11,10
perpajakan roB

Meningkatnya kualitas belanja negara

Belanja modal Persen 1,50 1,24 1,18
FDB

Subsidi energi Persen 0,70« 1,03 0,99
FDB

Membaiknya keseimbangan primer

Keseimbangan Persen (0,90) a (0,08) (0,13)
primer PDB

Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah

Surplus/defisit Persen (2,51) 9 (1,82) (1,84)
ATIERATAT PDB

Stok utang Persen 29,38 29,78 30,00
pemerintah FDB o

pusat

2020~

10,57-
11,18

K/L

Pelaksana

Kemenkeu

Kemenkeu

Kemenkeu

Kemenkeu

Satuan 2017 2018"
Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan
Penerimaan Persen 9,90 al 10,24 11,10

perpajakan rDB

Meningkatnya kualitas belanja negara

Belanja modal Persen 1,50 1,24 1,18
PDB

Subsidi energi Persen 0,70 1,03 0,99
PDB

Membaiknya keseimbangan primer

Keseimbangan Persen (0,90) » (0,08) (0,13)
primer PDB

Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah

Surplus /defisit Persen (2,51) = (1,82) (1,84)
ANgRAran PDBE
Stok utang Persen 29,38 4 29,78 30,00
pemerintah PDB

pusalt

2019

20200

10,69

(0,07)

| K/L
| Peluksana

Kemenkeu

Kemenkeu

Kemenkeu

Kemenkeu




data untuk 2020
mengikuti APBN 2020
menggunakan poin

e Surplus/Defisit APBN (%

PDB): halaman V.45,
terdapat pemutakhiran
data untuk 2020
mengikuti APBN 2020
menggunakan poin

e Stok Utang Pemerintah (%
PDB): halaman V.45,
terdapat pemutakhiran
data untuk 2020
mengikuti APBN 2020
menggunakan poin
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Sumber: ® Kemenkeu, 2018,

Keterangan: *) Realisasi, *) Realisasi sementara, *9 Target, ****) Target Sementara (Perhitungan
Bappenas)

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Sumber: 9 Kemenkeu, 2018,
Keterangan: *) Realisasi, ¥ Realisasi sementara; ) Target; ** Berdasarkan APEN 2020

5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi
5.3.3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Kewirausahaan

168.

Perubahan narasi pada Sub
Bab 5.3.3 Usaha Mikro,
Kecil, Menengah, Koperasi
dan Kewirausahaan

(halaman V.48)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan Kewirausahaan memiliki
peran yang besar pada perekenomian Indonesia. Sebagai pelaku ekonomi, UMKM
bergantung terhadap kondisi ekonomi nasional karena keterlibatannya dalam rantai
nilai global masih rendah. Hal ini tercermin dan kontribusi UMKM hanya sebesar
14% terhadap nilai ekspor Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017).
Adanya keterlibatan UMKM dalam rantai nilai global berperan dalam peningkatan
pangsa pasar dan menjadi alternatif disaat perekonomian domestik lesu. Selain itu,
UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 57,9 juta orang sehingga
berperan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Koperasi juga menunjukkan perkembangan yang positif dalam perannya sebagai
wadah pengembangan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah koperasi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan Kewirausahaan
memiliki peran yang besar pada perekenomian Indonesia. Sebagai pelaku
ekonomi, UMKM bergantung terhadap kondisi ekonomi nasional karena
keterlibatannya dalam rantai nilai global masih rendah. Hal ini tercermin dari
kontribusi UMKM hanya sebesar 14% terhadap nilai ekspor Indonesia
(Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Adanya keterlibatan UMKM dalam rantai
nilai global berperan dalam peningkatan pangsa pasar. Selain itu, UMKM berperan
dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui penyerapan
tenaga kerja sebanyak 57,9 juta orang.

Koperasi juga menunjukkan perkembangan yang positif dalam perannya sebagai
wadah pengembangan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah koperasi
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mencapai 209 ribu unit dengan proporsi jumlah koperasi aktif sebesar 60 persen. | menecapai 209 ribu unit dengan proporsi jumlah koperasi aktif sebesar 60 persen.
Namun demikian, jumlah serapan tenaga kerja oleh koperasi dan daya ungkitnya | Namun demikian, jumlah serapan tenaga kerja oleh koperasi dan daya ungkitnya
terhadap kesejahteraan anggota masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah | terhadap kesejahteraan anggota masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah
jenis koperasi yang berkembang masih terbatas pada koperasi simpan pinjam, | jenis koperasi yang berkembang masih terbatas pada koperasi simpan pinjam,
konsumsi dan produksi konsumei dan produksi, serta belum berkembangnya koperasi model baru seperti

. . 3 : s ; koperasi pekerja dan koperasi start-up.
Seiring dengan itu, potensi kewirausahaan Indonesia ditunjukkan dengan minat dan

motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi untuk berusaha. Di tahun 2017, | Seiring dengan itu, potensi kewirausahaan Indonesia ditunjukkan dengan minat
berdasarkan survey Global Entrepreneurship Monitor, terdapat 47,74 persen | dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi untuk berusaha. Di tahun 2017,
penduduk Indonesia mempunyai minat dan motivasi untuk berusaha atau lebih | berdasarkan survey Global Entrepreneurship Monitor, terdapat 47,74 persen
besar dari rata-rata global sebesar 43,43 persen. Namun, rasio wirausaha yang | penduduk Indonesia mempunyai minat dan motivasi untuk berusaha atau lebih
berorientasi pertumbuhan terhadap wirausaha berorientasi kebutuhan masih | besar dari rata-rata global sebesar 43,43 persen.

rendah.
Potensi UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan yang besar dalam perekonomian

Potensi UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan yang besar dalam perekonomian | harus diiringi dengan kapasitas dan daya saing yang mumpuni untuk bersaing di
harus diiringi dengan kapasitas dan daya saing yang mumpuni untuk bersaing di | era revolusi industri 4.0. Bagi UMKM, tantangan mengenai skema pembiayaan
era revolusi industri 4.0. Bagi UMKM, tantangan mengenai skema pembiayaan yang | yang belum tepat sasaran, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, dan
belum tepat sasaran, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, dan | belum optimal berperan pada global value chain perlu menjadi fokus perhatian.
pemasaran yang masih belum optimal berperan pada global value chain perlu | Selain itu, kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha masih perlu untuk
menjadi fokus perhatian. Selain itu, kemudahan, diberikan perhatian agar memberikan rasa aman bagi UMKM dan wirausaha

: ; o ) dalam berusaha.
kepastian, dan perlindungan usaha masih perlu untuk diberikan perhatian agar

memberikan rasa aman bagi UMKM dalam berusaha. Kinerja kelembagaan dan usaha koperasi pun membutuhkan pendekatan baru.
L . Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas lembaga koperasi, antara
Peningkatan kinerja l::elembagaan dan usaha koperasi pun membutuhkan | |ain meliputi tata kelola dan partisipasi anggota serta pengembangan inovasi
pendekatan baru. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas lembaga | model bisnis koperasi vang mengakomodasi disrupsi teknologi. Dari sisi
koperasi, antara lain meliputi tata kelola dan partisipasi anggota serta kewirausahaan, minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi belum
pengembangan inovasi model bisnis koperasi yang mengakomodasi disrupsi | girealisasikan dalam bentuk usaha yar;g berorientasi tumbuh. Selain itu,
teknologi. Dari sisi kewirausahaan, minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang | jyavoritas  wirausaha merupakan wirausaha pemula yang masih minim
tinggi belum direalisasikan dalam bentuk usaha yang berorientasi tumbuh. Selain perlgetahuan mengenai teknologi informasi dan masih belum mampu menyerap
itu, mayoritas wirausaha merupakan wirausaha pemula yang masih minim | panyak tenaga kerja karena masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan
pengetahuan mengenai teknologi informasi dan masih belum mampu menyerap hidl:l]:l (necessity entrepreneurs).

banyak tenaga kerja karena masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup
(necessity entrepreneurs).
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5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi
5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri

Perubahan data target Sektor
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor. (paragraf 1,
halaman V.50)

169.

Perubahan data pada Tabel
5.23 Sasaran dan Indikator
Perdagangan Dalam Negeri,
(halaman V.50)

170.

Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri merupakan upaya untuk
mewujudkan ekonomi yang kompetitif dan berkembangnya sektor-sektor dalam
perekonomian. Ekonomi yang kompetitif ditandai dengan meningkatnya daya saing
produk dalam neger, terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang penting, dan iklim usaha yang sehat sementara itu berkembangnya sektor
ekonomi ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang tercipta dari
aktivitas ekonomi di lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,46—5,58
persen.

K/L
Pelaksana

Sasaran /

Indikator SR

Neo. Satuan 2017 20181 2020™

1 Mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan
Kesempatan Kerja

Penerapan pasar Pasar N/A N/A N/A 1
rakyat digital

Pertumbuhan Persen 0,48 25,2 8,0 10,0
volume transaksi

perdagangan

berjangka kormoditi

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: * Realisasi; **) Targel

Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri merupakan upaya untuk
mewujudkan ekonomi yang kompetitif dan berkembangnya sektor-sektor dalam
perekonomian. Ekonomi yang kompetitif ditandai dengan meningkatnva daya
saing produk dalam negeri, terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok
dan barang penting, dan iklim usaha yang sehat sementara itu berkembangnya
sektor ekonomi ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang tercipta
dari aktivitas ekonomi di lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda motor yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,46 persen.

K/L
Pelnksana

Sasaran/

Indikator 20197 2020™

Satuan 2017 2018

1 Mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan
Kesempatan Kerja

Penerapan pasar Fasar N/A N/A N/A 3
rakyat digital
Pertumbuhan Persen 0,48 25,2 8,0 B0

volume transaksi
perdagang-an
berjangka komoditi

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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171.

Perubahan Arah Kebijakan
Kerja Sama Ekonomi
Internasional.

(halaman V.52 - V.53)

Kebijakan kerjasama ekonomi internasional diarahkan pada: (i) menganalisis peta
komeoditas unggulan Indonesia; (ii) menganalisis negara mitra potensial kerjasama
bilateral Indonesia; serta (il mengkoordinasikan lintas stakeholders dalam
kerjasama ekonomi bilateral Indonesia. Untuk mewujudkan sasaran dan arah
kebijakan tersebut, dilakukan melalui strategi:

Menjajakan  kemungkinan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi
internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial,
terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

Menganalisa komoditas unggulan dan berdaya saing yang dimiliki Indonesia
serta negara mitra potensial guna mencapai perundingan dan implementasi
kerjasama ekonomi internasional yang efektif dan efisien.

Mengoordinasikan sektor-sektor yang terlibat dalam perundingan dan
implementasi hasil perundingan, kerjasama ekonomi internasional

Mengintensifkan perundingan kerjasama bilateral yang sudah berjalan, seperti:
Indonesia-Turkey FTA, Indonesia-Tunisia PTA, dan Indonesia-Mozambique FTA.

Menghidupkan kembali perundingan kerjasama bilateral yang selama imi
mengalami kendala, seperti: Indonesia-India CECA dan Indonesia-Republic of
Korea FTA.

Mempercepat dimulainya proses perundingan kerjasama bilateral: Indonesia-
Kenya FTA, Indonesia-Moroceco FTA, Indonesia-Peru FTA, Indonesia-South
Africa FTA, Indonesia-Chinese Taipei FTA, Indonesia-Ukraine FTA, dan
Indonesia-USA FTA.

Melanjutkan langkah konkrit penerapan kerjasama bilateral: Indonesia-
Australia CEPA dan Indonesia-Chile FTA.

Kebijakan kerjasama ekonomi internasional diarahkan pada: (i) menganalisis peta
komoditas unggulan Indonesia; (i) menganalisis negara mitra potensial kerjasama
bilateral Indonesia; serta (iiij mengkoordinasikan lintas stakeholders dalam
kerjasama ekonomi bilateral Indonesia. Untuk mewujudkan sasaran dan arah
kebijakan tersebut, dilakukan melalui strategi:

1.

Menjajaki kemungkinan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi
internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan
potensial, terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

Menganalisa komoditas unggulan dan berdaya saing vang dimiliki Indonesia
serta negara mitra potensial guna mencapai perundingan dan implementasi
kerjasama ekonomi internasional yang efektif dan efisien.

Mengoordinasikan sektor-sektor yang terlibat dalam perundingan dan
implementasi hasil perundingan, kerjasama ekonomi internasional

Mengintensifkan perundingan kerjasama bilateral yang sedang berjalan,
seperti: Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Tunisia PTA, dan Indonesia-EU
CEPA.

Melanjutkan langkah konkrit ratifikasi dan penerapan kerjasama bilateral,
antara lain: Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-
Mozambique PTA, dan Indonesia-Korea CEPA

Mempercepat dimulainya proses perundingan kerjasama bilateral, antara
lain: Indonesia-New Zealand CEPA, Indonesia-Peru FTA, Indonesia-Canada
FTA, Indonesia-Sri Lanka PTA, dan Indonesia-Djibouti PTA

Meningkatkan  pemanfaatan  hasil-hasil  kerjasama  perdagangan
internasional, antara lain dengan: (i) membangun database terkait hasil
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Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional,
antara lain dengan: (i) membangun database terkait hasil perundingan maupun
informasi terkait negara mitra perundingan kerjasama ekonomi internasional
vang dilakukan oleh Indonesia; (i) pembangunan data statistik perdagangan
jasa; serta (iii) pengembangan sistem informasi serta pemberian layanan
masyarakat maupun pemberian bimbingan teknis yang dapat memfasilitasi
serta mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil
perundingan kerjasama ekonomi internasional.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

perundingan maupun informasi terkait negara mitra perundingan kerjasama
ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; (ii) pembangunan
data statistik perdagangan jasa; serta (iii) pengembangan sistem informasi
serta pemberian layanan masyarakat maupun pemberian bimbingan teknis
yang dapat memfasilitasi serta mendorong para pelaku usaha untuk
memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerjasama ekonomi internasional.

5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi
5.3.6 Jasa Keuangan

172.

Perubahan narasi pada
subbab 5.3.6 Jasa
Keuangan. (paragraf
pertama, halaman V.53)

Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi inklusif. Sampai dengan April 2019, stabilitas sistem
keuangan tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan kinerja perbankan dan industri
keuangan non bank, serta kinerja pasar modal vang tetap terkendali di tengah
tekanan perekonomian global. Namun demikian, pada tahun 2020, stabilitas sistem
keuangan diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu: (1)
berlanjutnya pengetatan likuiditas global, (2) relatif rendahnya tingkat inklusi
keuangan; (3) relatif dangkalnya sektor keuangan domestik; serta (4) belum
berkembangnya industri jasa keuangan syariah.

173.

Perubahan data pada Tabel
5.25 Sasaran dan Indikator
Jasa Keuangan. (halaman
V.53 - V.54)

2019"  2020™1 K/L

Peluksana

Ne. Sasaran/ 2017 2018

Indikator

Satuan

1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Pertumbuh- Persen 55 4,2 6,0 6,1 -6,6 + Kemenko
an Sektor Perekono
Jasa mian
Keuangan * Kemenkeu
dan

Asuransi

Sektor keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi inklusif. Sampai dengan Oktober 2019, kinerja sektor
keuangan tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan kinerja perbankan dan
industri keuangan non bank, serta kinerja pasar modal yang tetap terkendali di
tengah tekanan perekonomian global. Namun demikian, pada tahun 2020, sektor
keuangan diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu: (1)
relatif dangkalnya sektor keuangan domestik, (2) perkembangan teknologi sektor
keuangan, dan (3) belum berkembangnya jasa keuangan syariah.

No.

Basaran/ Satuan 20171 20187 2019 2020 K/L Pelaksana

Indikator
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi
Pertumbuhan Persen 5,5 4,2 6,0 6,3 ¢ Kemenko
Scktor Jasa Perekonorni-
Keuangan dan an
Asuransi r

e Kemenkeu

* Kemendagn
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4 g"m‘f”’ 2 Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
agri
, , i Analisis Hasil 705 1004 732 905  » Pusat
2 Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Transaksi dan ‘Analiais Pelaporan
Analisis Hasil N/A N/A N/A N/A o Pusat FL:“"-“;::“"” il
Transaksi Analisis Pelaporan M:::D kst Kmnsﬂ si
dan Analisis ya cuangan
Fengelolaan Transaksi Sumber: BPS, 2018; PPATK, 2018,
Laporan Keuangan Keterangan: 4Realisasi *JAPBN 2019 *) Target.
Masyarakat
Sumber: BPS, 2018,
Keterangan: 1Realisasi *Y)APBN 2019 **4) Target.
5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi
5.3.7 Badan Usaha Milik Negara
Perubahan data pada Tabel : : 0 - 2020 No Fasainn/ Satuam 20177 20187 2019 20207 R
174. P dikato : Indikator Pelaksana

5.26 Sasaran dan Indikator
Badan Usaha Milik Negara.
(halaman V.55)

1 Meningkatkan Peran BUMN melalui peningkatan kapasitas dan kapabililas BUMN

Penyaluran Triliun 303,00 400,80 488,00 523,40- Kemen
belanja modal a) 550,80 BUMN
(capex) BUMN

Pembentukan Holding N/A N/A N/A N/A Kemen
Holding BUMN BUMN
Peningkatan Negara N/A N/A N/A N/A Kemen
pasar ke luar tujuan BUMN
negeri ekspor

Sumber; ® KemenBUMN, 2018,
Keterangan: 9 Realisasi; * Target.

1 Meningkatkan Peran BUMN melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas BUMN

Penyaluran Triliun 303,00 400,80 488,00 52500 Kemen
belanja modal n BUMN
[capex) BUMN

Pembentukan Holding 1 1 14 2 Kemen
Holding BUMN BUMN
Peningkatan Negara N/A N/A N/A 30 Kemen
pasar ke luar tujuan BUMN
negeri ckspor

Sumber: 8 KemenBUMN, 2018, ¥ Angka sementara
Keterangan: 4 Realisasi;, * Target.
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Peran belanja modal BUMN diharapkan tetap signifikan dalam mendukung sasaran
pertumbuhan ekonomi 2020. Sasaran belanja modal BUMN pada tahun 2020 adalah
sekitar Rp523,40 - Rp559,80 triliun.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Peran belanja modal BUMN diharapkan tetap signifikan dalam mendukung
sasaran pertumbuhan ekonomi 2020. Sasaran belanja modal BUMN pada tahun
2020 adalah sekitar Rp525,00 triliun.

5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi
5.3.8 Data dan Informasi Statistik

176. Perubahan narasi pada
subbab 5.3.8 Data dan
Informasi Statistik. (Paragraf
1, halaman V.56)

177. Parubahan data pada Tabel

5.27 Sasaran dan Indikator
Bidang Data dan Informasi
Statistik. (Halaman V.56)

Sasaran bidang statistik merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara statistik. Sasaran bidang
statistik mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari
satu atau beberapa program, Program BPS yang terdiri dari program teknis dan
program generik, Program teknis yang merupakan program-program yang
menghasilkan pelayanan statistik kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan
program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal
untuk mendukung kinerja BPS lembaga. Rumusan indikator pada sasaran strategis
pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi dan
mewujudkan Misi untuk kurun waktu 2020-2024.

K/L

il Pelaksana

2017 2018 2020

1 Meningkatnya kualitas data statistik

Persentase Persen 94,514 96,274 96,27 96,27 Brs
konsumen yang

merasa puas

terhadap akses

data BPS

Sumber: & BPS, 2019,
Keterangan: * Realisasi; **) Target pada Renstra dibawah capaian realisasi, sehingga menyesuaikan
capaian targel realisasi.

Sasaran bidang statistik merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
penyelenggara statistik. Sasaran bidang statistik mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil foutcome) dari satu atau beberapa program, yang
terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis merupakan
program yang menghasilkan pelayanan statistik kepada masyarakat (pelayanan
eksternal) dan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan
internal untuk mendukung kinerja lembaga.

Sasaran/

Indikator AT

2017

2018

Satuan 2019

1 Meningkatnya kualitas data statistik

Persentase Persen 94,51 96,724 96,72 96,72 BPS
konsumen yang

merasa puas

terhadap akses

data BPS

Sumber: 4 BPS, 2016,
Keterangan: *) Realisasi; **) Target pada Renstra dibawah capaian realisasi, sehingga
menyesuaikan capaian target realisasi,
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Kebijakan data statistik pada tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan
ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dan memenuhi kriteria
akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu, mudah diakses, serta konsisten.
Kebijakan data statistik dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan

yang tepat sesuai perkembangan fakta terkini (evidence-based policy).

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2020 diprioritaskan
pada beberapa hal.

1. Pengembangan data statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi
Prioritas Nasional. Dukungan data statisttk terutama Prioritas Nasional
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan (Program Prioritas:
Perlindungan $Sosial dan Tata Kelola Kependudukan), Prioritas Nasional
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah (Program Prioritas: Transformasi Digital),
Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan
Kerja (Program Prioritas: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing
Ekonomi) dan Pricritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan
Hidup (Program Prioritas: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan).

2. Pelaksanaan Prioritas Bidang yang dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu:

a. Penyediaan data untuk 136 indikator dan metadata Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB/SDGs), merupakan bagian dari komitmen Indonesia
terhadap global serta alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB di
Indonesia.

b.  Melanjutkan Pengembangan Satu Data Indonesia dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum
data nasional, dengan mengutamakan pada; (i) perbaikan alur koordinasi
data antar instansi pemerintah; (ii) transparansi data; (iii) peningkatan
layanan publik untuk penggunaan data sesuai kebutuhannya; (iv)
mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Kebijakan data dan informasi statistik pada tahun 2020 diarahkan untuk
mewujudkan ketersediaan statistik yang berkualitas dan memenuhi kriteria
akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu, mudah diakses, serta konsisten.
Kebijakan data dan informasi statistik dapat mendukung perencanaan dan
perumusan kebijakan yang tepat sesuai perkembangan fakta terkini (evidence-

based policy).

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2020 diprioritaskan
pada beberapa hal.

1. Pengembangan data dan informasi statistik untuk mendukung perumusan
dan implementasi Prioritas Nasional. Dukungan data statistik terutama
Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
(Program Prioritas: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan),
Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah (Program Prioritas:
Transformasi Digital), Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil,
Industrialisasi dan Kesempatan Kerja (Program Prioritas: Penguatan Pilar
Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) dan Prioritas Nasional Ketahanan
Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup (Program Prioritas: Peningkatan
Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan).

2. Pelaksanaan Prioritas Bidang yang dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu:

a.  Penyediaan data untuk 136 indikator dan metadata Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), merupakan bagian dari
komitmen Indonesia terhadap global serta alat monitoring dan evaluasi
pelaksanaan TPB di Indonesia.

b. Melanjutkan  Pengembangan  Satu Data Indonesia dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta
peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada;
(i) perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintah, instansi
daerah dan swasta; (i) transparansi data; (iii] peningkatan layanan
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C. Penyediaan data rutin yang lebih berkualitas dan tepat waktu, antara lain
melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas
metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar internasional,
peningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi
dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi
untuk mendukung kegiatan pengolahan data,

Peningkatan kualitas data statistik meliputi: (1) peningkatan efektivitas dan
efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; (2) penerapan penjaminan
kualitas data (quality assurance framework); (3) peningkatan manajemen sensus
dan survei untuk perbaikan response rate dan keengganan responden
(respondent burdent); (4) peningkatan kemudahan dan kecepatan akses serta
perbaikan layanan terhadap data dan informasi statistik; (5) pengembangan
metodologi Small Area Estimation (SAE) untuk mengestimasi area yang lebih
kecil; (6) pengembangan data terpadu sebagai implementasi dari Satu Data
Indonesia dan terciptanya Sistem Statistik Nasional (SSN).

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

publik untuk penggunaan data sesuai kebutuhannya; (iv)] mencegah
terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data.

c.  Penyediaan data rutin yang lebih berkualitas dan tepat waktu, antara
lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas
metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar internasional,
peningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi
dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi
untuk mendukung kegiatan pengolahan data.

3. Peningkatan kualitas data statistik meliputi: (1) peningkatan efektivitas dan

efisiensi diseminasi data dan informasi statistik; (2) penerapan penjaminan
kualitas data (quality assurance framework), (3) peningkatan manajemen
sensus dan survei untuk perbaikan response rate dan keengganan responden
(respondent burdent); (4) peningkatan kemudahan dan kecepatan akses serta
perbaikan layanan terhadap data dan informasi statistik; (5) pengembangan
metodologi Small Area Estimation (SAE) untuk mengestimasi area yang lebih
kecil; (6) pengembangan data terpadu sebagai implementasi dari Satu Data
Indonesia dan terciptanya Sistem Statistik Nasional (SSN).

5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi
5.3.9 Ketenagakerjaan

179:

Perubahan narasi pada arah
kebijakan, (halamanV.59)

Arah kebijakan meningkatkan perlindungan pekerja migran pada tahun 2020
adalah sebagai berikut:

1.

2.

Melaksanakan penataan regulasi dan operasionalisasi badan perlindungan
pekerja migran Indonesia,

Memperluas pasar dan meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia
melalui  peningkatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral
dengan/antar negara mitra dan lembaga internasional lainnya.

Arah kebijakan meningkatkan perlindungan pekerja migran pada tahun 2020
adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan regulasi dan operasionalisasi badan perlindungan
pekerja migran Indonesia.

2. Memperluas pasar dan meningkatkan perlindungan pekerja migran
Indonesia melalui peningkatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral
dengan/antar negara mitra dan lembaga internasional lainnya.
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Meningkatkan keahlian calon pekerja migran sesuai dengan kebutuhan
pengguna agar seluruh pekerja migran Indonesia menjadi pekerja yang

berkeahlian (zero unskilled).

4, Meningkatkan pelayanan untuk calon pekerja migran melalui pembentukan
LTSA di wilayah kantong pekerja migran dan meningkatkan penyelenggaraan
penempatan melalui pengembangan sistem informasi terpadu.

5. Meningkatkan pengawasan dan pembimmaan terhadap pelaksanaan penempatan
dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran
Indonesia.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
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Meningkatkan keahlian calon pekerja migran sesuai dengan kebutuhan
pengguna agar pekerja migran Indonesia menjadi pekerja yang berkeahlian
(zero unskilled) dan bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.

4. Meningkatkan pelayanan untuk calon pekerja migran melalui pembentukan

LTSA di wilayah kantong pekerja migran dan meningkatkan penyelenggaraan
penempatan melalui pengembangan sistem informasi terpadu.

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan
dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran
Indonesia.

5.4 Bidang Iptek

Perubahan target Sasaran
dan Indikator Utama
Pembangunan Iptek dan
perubahan K/L pelaksana
akibat perubahan
nomenklatur K/L pada Tabel
5.29,

(Halaman V.60 — V.61)

180.

Indikator Satoun 2017V 20!8":2019"1 2020 |

1 .Mcningkatnya kontribusi Iptek sebagai penghela pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Hasil inovasi Prioritas
Fiset Nasional

Produk N/A N/A N/A 19 * Kemennstekdikt
1novasi = LIPI

* BPPT

* LAPAN

* BATAN

* BAPETEN

Produk N/A N/A N/A 4 d « BPPT
Inovasi « LAPAN
* BATAN

Inovasi teknologi
untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA

2 Terbangunnya kapabilitas Iptek Indonesia untuk menjadi Research Power-House

Jumlah SDM Iptek * Kemenristekdikti

penerima beasiswa

Sasaran/
Indikator

K/L

L Pelaksana

Satuan 20177 ‘2018" 2019 2020

1 Meningkatnya kontribusi Iptek sebagai penghela pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Hasil inovasi Produk NfA N/A NfA 14 * Kemenristek /BRI
Prioritas Riset inovasi N
Nasional - LIPI

* BPPT

* LAPAN

* BATAN

* BAPETEN

Inovasi teknologi Produk N/A N/A N/A 44 + BPPT
untuk keberlanjutan  inovasi * LAPAN
pemanfaatan SDA « BATAN

2  Terbangunnya kapabilitas Iptek Indonesia untuk menjadi Research Power-House

* Kemendik-bud
* LIFI

Jumlah SDM Iptek
penerima beasiswa
peningkatan
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Jumlah Calon CPPBT
Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi

Aplikasi pendaftaran Aplikasi

palen (resident)

4 Meningkatknya jumlah anggaran dan kualitas belanja litbang nasional

Persentase anggaran Persen

litbang terhadap PDB

Sumber

2044

1777

0,29

1,362

N/A

2.000

N/A

8

3.0004

0,214

Bappenas, 2018; ¢) Ditjen Kl Kemenkumham, 2018

Keterangan 1 ¥ Realisasi; **) Target

Kemenristekdilkti

* Kemenristekdikti
+ LIF]

* BFPT

+ LAFAN

* BATAN

* Kemenkum-ham

* Kemenristekdikti
* BAPPENAS
* Kemenkeu

: a} Kemenristekdikti, 2018; b) Kemenristekdikti dan LIPI, 2018; ) LIFI, 2016; d)

Jumlah Calon CPPBT 204l 118 115 75
Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi

Aplikasi pendaltaran  Aplikasi | 1.777« 1362« 2000 22004

paten (reswdent)

4  Meningkatknya jurmnlah anggaran dan kualitas belanja litbang nasional

Persentase anggaran  Persen 0,24 NfA N/A 0,214

litbang terhadap

Kemendikbud

Kemenristek /BRI
N

LIPI

BPPT

LAPAN

BATAN
Kemenkum-ham

Kemenristek /BRI
N

PoB = BAPPENAS
* Kemenkeu
Sumber i a) Kemenristekdikti, 2018; b) Kemenristekdikti dan LIPI, 2018; ¢) LIPIL, 2016; d)
Bappenas, 2018; € Ditjien Kl Kemenkumhbam, 2018
Kelerangan ¢ ¥ Realisasi; **) Target

5.5 Bidang Pembangunan Politik
5.5.1 Politik Dalam Negeri

181. Tabel 5.30

Penambahan dan
Penyesuaian nomenklatur
sasaran, indikator, target
dan satuan (Halaman V.62)

Satuan

2017

2018

20197

20207

1 Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demaokrasi yang makin kokoh

Indeks Nilai

Kebebasan Sipil

76,459

78,750

87

a8 Kemenko

Polhukam

Satuan 2017 20187 2019

2020™

K/L Pelaksans

1 Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang makin kakoh

Indeks Nilai

Kebebasan Sipil 78,75 78,46 87 B8
)

Kemenko
Polhukam
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Indeks Hak-Hak Nilai 70,11 a 66,634 68 69 Kemenko
Politik Polhukam
Indeks Lembaga Nilai 62,082 72,490 79 80 Kemenko
Demokrasi Polhukam
Jumlah Doku- 3 3 3 6 Kembkominfo

kebijakan tata rmen
kelola

komunuikasi

publik yang

terintegrasi

Sumber; a) Badan Pusal Statistik (BPS), 2016-2017, b) Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkominfo] 2016-2017.

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Indeks Hak-Hak Milai : 3 = Kemenko
L 66,63 65,79 L#]

Politik = e < L o Polhukam
Indeks Lembaga Nilai Kemenko
1) 505
Demokrasi « 1249 18,25 ™ a0 Polhulkam
Jumlah Doku- ) 3 3 2 Ditjen IKP

regulasifkebijak men Kemkominfo
an tata kelola

informasi dan

komunikasi

publik di K/L/D

Sumber: a) Badan Pusat Statistik (BPS), 2017-2018, b) Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo] 2016-2017; ¢) indikator berbeda dengan tahun sebelumnya

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

182.

Arah Kebijakan

(Perubahan narasi pada
Paragraf 1, Halaman V.63)

Dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri yaitu
terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin
kokoh, maka arah kebijakan yang akan ditempuh selama tahun 2020 adalah
sebagai berikut.

1. Menata lembaga demokrasi, melalui strategi: (a) penyusunan skema bantuan
keuangan partai politik; (b) peningkatan demokrasi internal partai politik; (c)
penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; (d) penguatan
penyelenggara pemilu; serta (e) penyempurnaan Undang-Undang bidang
politik.

2. Menguatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, melalui strategi: (a)
pelaksanaan pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; (b)
meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil, serta (c)
peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemiluan.

3. Menguatkan wawasan kebangsaan melalui strategi: (a) pengarusutamaan
Pancasila dalam kebijakan program pembangunan; (b) pelaksanaan revitalisasi
pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara; (c) peningkatan kapasitas ASN
berbasis Pancasila; (d) peningkatan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana
Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah; (d) pengintegrasian data

Dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri yaitu
terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin
kokoh, maka arah kebijakan yang akan ditempuh selama tahun 2020 adalah
sebagai berikut.

1. Menata lembaga demokrasi, melalui strategi: (a) penyusunan skema
bantuan keuangan partai politik; (b) peningkatan demokrasi internal partai
politik; (¢) penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; (d)
penguatan penyelenggara pemilu; serta (e) penyempurnaan Undang-Undang
bidang politik.

2. Menguatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, melalui strategi: (a)
pelaksanaan pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; (b)
meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; serta (c)
peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemiluan.

3. Menguatkan wawasan kebangsaan melalui strategi: (a) pengarusutamaan
Pancasila dalam kebijakan program pembangunan; (b) pelaksanaan
revitalisasi pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara; (c) peningkatan
kapasitas ASN berbasis Pancasila; (d) peningkatan kinerja Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunan dan
pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah; (d)
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konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah; (e) pemantapan dan
mengembangkan sistem deteksi dini; (f) penguatan koordinasi dan sinergi
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; serta (g) pemantapan program
Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu).

Meningkatkan kualitas kemunikasi publik, melalui strategi: (a) penguatan integrasi
tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D ; (b) penguatan media-media
lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat; (c) penyediaan konten
informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama bagi
masyarakat di wilayah 3T; (d) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan
informatika; (e) peningkatan akses komunikasi publik; (f) peningkatan literasi media;
(g) penyusunan standardisasi lembaga pers dan jurnalis; serta (h) peningkatan
kualitas isi atau program siaran.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

pengintegrasian data konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah; (e)
pemantapan dan mengembangkan sistem deteksi dini; (f) penguatan
koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; serta (g)
pemantapan program Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu).

Meningkatkan kualitas komunikasi publik, melalui strategi: (a] penguatan
integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D ; (b) penyediaan
konten dan akses informasi publik yang merata dan berkeadilan, terutama bagi
masyarakat di wilayah 3T; (c) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan
informatika; (d) peningkatan literasi TIK masyarakat; (e] Standardisasi lembaga
pers dan jurnalis; serta (f) peningkatan kualitas lembaga penyiaran.

5.5 Bidang Pembangunan Politik
5.5.2 Politik Luar Negeri

183. Tabel 5.31 Menghapus dan
menambah indikator, serta
menyesuaikan target dan
K/L (halaman V.64)

2019% | 20207 | K/L Pelaksana

Satuan | 2017

2018

2 Menguatnya kerja sama pembangunan internasional

Fersentase Persen 53,33 71,43 70 70 Kemenlu,
bantuan kerja Kemsetneg
sama leknik
yang
memberikan
peluang
ekonomi
Persentase Persen N/A N/A 20 28 * ANRI
kemitraan * Kemen PUPR
institusi non * Kemenkeu
pemerint-ah » Kemendikbud,
daiEllm * Kemenlu
kerjasama * Kementan
pembangunan « KKP
melalui Forl'uml « Kemendag
dan organisasi 1
el : * Kemensetneg
inter-nasional

*» Kemenkes

No Busaran/ Satuan = 20170 | 20181  2019" |

Indikator |
2 Menguatnya kerja sama pembangunan internasional

2020

Persentase Persen 53,33 71,43 70 T0 Kemenlu

bantuan kerja

sama teknik

yang

memberikan

peluang

ekonomi

Tingkat Persen N/ Ac N/ Ae 2,23 2,96- = ANEI

partisipasi 3,16 * Kemen PUPR

aktor non e Kemenkeu

pemerintah s Kemendikbud

dalam kerja s Kemenlu

sama s Kementan

pembanguna . KKP

nlnltcr— * Kemendag

nasional e Kemensetneg
s Kemenkes
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BKKEN

BPOM

BPS

Kemen FPN/
Bappenas
Kemenristekdikti
Kemenperin
Kemendes PDTT
KPPPA

Sumber: Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN /Bappenas (diolah)

Keterangan:*) Realisasi; **) Target, NfA) Data tidak tersedia karena kegiatan tersebul sebelumnya
tidak dilaksanakan/merupakan inisiatif baru.

BKKEN

BFOM

BPS

Kemen PPN/
Bappenas
Kemenristekdikti
Kemenperin
Kemendes POTT
KPPPA

Sumber; Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/ Bappenas (diolah)

Keterangan:*) Realisasi, **) Target; N/A) Data tidak tersedia karena kegiatan tersebut sebelurmnya
tidak dilaksanakan/merupakan inisiatil baru; « indikator baru
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5.6 Bidang Pembangunan Aparatur

184. Bidang Pembangunan Rencana pembangunan bidang aparatur bertujuan untuk mendukung tercapainya | Rencana pembangunan bidang aparatur bertujuan untuk mendukung
tercapainya sasaran dan target Prioritas Nasional (PN) dalam Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu terwujudnya ASN
profesional, berintegritas, dan netral; pelayanan publik yang berkualitas dan
inovatif, akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Aparatur hal.V.67

(Perubahan narasi pada
paragraf 2

sasaran dan target Prioritas Nasional (PN) dalam Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024, yaitu meningkatnya kapasitas birokrasi yang
didukung melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas birokrasi,
perluasan inovasi dan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalitas
Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penguatan implementasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.

185.

Tabel 5.32 Sasaran dan
Indikator Pembangunan
Aparatur

(Perubahan data hal. V.67-68)

No. oyl 2018 2020
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Opini WTP atas laporan keuangan
- Kementerian/Lembaga 91,00 96,00
- Provinsi N/A 100,00
- Kabupaten NfA 90,00
- Knota N/A 75,00
Instansi  pemnerintah vang akuntabel
(Skor B SAKIP)
- Kementerian/Lembaga a2, 77w 94,00
Provinsi Q4,124 97,00
- Kabupaten /Kota 46,859 50,00

Sasaran/

Indikator %

No., 20187

Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Opini WTF atas laporan keuangan

Kementerian/ Lembaga 94,004 95,00
Provinsi 94,004 95,00
Kabupaten 79,00 80,00
Kota 90,000 a1,00
Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B
SAKIP)
Kementerian / Lembaga 92,770 94,00
Provinsi 94,12v 85,00
Kabupaten/Kota 46,854 50,00
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3 Meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit

d. Persentase K/L/D yang memiliki
indeks sistern merit dengan kategori

Baik ke atas
Kementerian/ Lembaga a8 50
Provinsi 18 10

Sumber: @ BPK, 2017 - 2019; ¥ Kemen PANRB, 2017 - 2019, o BPKP, 2017 - 2019; 4 Ombudsman
Republik Indonesia, 2017 - 2019

Keterangan: *) Realisasi, **) Target RPJMN 2015-2019; *** Menggunakan Metode Pengukuran
Baru yang Lebih Mencerminkan Kualitas RB

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

3. Meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit

a. Persentase K/L/D yang memiliki indeks
sistem merit dengan kategori Baik ke
atas

Kementerian/Lembaga 38 a0

Provinsi 18 a7
Sumber: o BPK, 2017 - 2019, ¥ Kemen PANRB, 2017 - 2019; < BPKP, 2017 — 2019; d Ombudsman
Republik Indonesia, 2017 - 2019

Keterangan: *) Realisasi; **) Target RRJMN 2015-2019; ***) Menggunakan Mctode Pengukuran
Baru yang Lebih Mencerminkan Kualitas RB

186.

Arah Kebijakan

(Perubahan narasi hal. V.69,
poin 2 dan 3)

Meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui
strategi: (a) perluasan penerapan inovasi pelayanan publik dan penguatan pola
replikasi inovasi; (b) penguatan pengawasan eksternal atas kinerja pelayanan
publik; serta (c) penerapan e-services/digitalisasi pelayanan publie; (d)
penguatan penerapan standar pelayanan publik.

Menguatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit, antara lain melalui
strategi (a) pelaksanaan manajemen talenta dan talent pool nasional ASN; (b)
pengembangan pola karir nasional ASN; (¢) penguatan kapasitas pengawasan
dan evaluasi implementasi sistem merit; (d) peningkatan kapasitas dan
kompetensi ASN; dan (e) peningkatan profesionalitas ASN

2. Meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui
strategi: (a) perluasan penerapan inovasi pelayanan publik dan penguatan
pola replikasi inovasi, (b) penguatan pengawasan eksternal atas kinerja
pelayanan publik; (c) penerapan e-services/digitalisasi pelayanan publik; dan
(d) penguatan penerapan pelayanan terpadu.

3. Menguatnya implementasi manajemen ASN yang profesional berbasis merit,
antara lain melalui strategi (a) pelaksanaan manajemen talenta dan talent pool
nasional ASN; (b) pengembangan pola karir nasional ASN; (c) penguatan
kapasitas pengawasan dan evaluasi implementasi sistem merit, (d)
peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN; (e) penyederhanaan eselonisasi;
dan (f) penataan jabatan fungsional.
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5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang
5.7.1. Informasi Geospasial

187 Sasaran dan indikator Bhanran
' pembangunan bidang e rdikator Satuan 0 018 2018 020 ARELY S ROAE S ampt
informasi geospasial
{(perubahan data pada Tabel 1 Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan 5 Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan
.96, Sasaran dan Idikator wilayah yang berkualitas pembangunan wilayah yang berkualitas
Pembangunan / Jumlah stasiun Stasiun N/A 33 20 20 BIG Jumiah stasiun | gy, qiun N/A 33 20 30 BIG
Pengarusutamaan Bidang Indonesia CORS I:.ndm:::slla CORS
Informasi Geospasial, poin yang terbangun o e
‘ Jumlah preta
l.a, 1.¢, dan 1.d, Halaman Jumlah peta Noriitn 1.375 780 114 9817 BIG ki sleatd Nomor 1.375 780 414 4.099 BIG
V.70) da.'_sar s Lembar 1:5000 untuk ]ﬁ;l:;tzar
:;ﬁ;ﬁunar‘untuk Peta penyusunan (NLP)
. = RDTR sada
VIR a  (NLP) ¥
diprioritas-kan dipristitaiiionn
Luasan  data Km? 5464 2516 14644 5635  BIG Luasan ~ data Km? 5464 | 2516  14.644 6.865  BIG
geospasial geospasial
termutakhir termutakhir
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target Keterangan: *) Realisasi, **) Target
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5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang
5.7.2. Tata Ruang
188 Sasaran dan indikator K/L
g pembangunan bidang tata Satuan 2017 20189 2019 202077 Pelaksana

ruang (perubahan data pada

Tabel 5.34. Sasaran dan 1 Peningkatan kualilas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata 1 Peningkatan kualitas rencana lata ruang di dacrah melalui pembinaan perencanaan (ata

indikator Pembangunan / ; ruang yang komprehensif 5 ruang yang komprehensif

Pengarusutamaan Bidang Jumialh . Materi 33 33 33 34 Kemen Jll”l_lﬂh materi Materi N/A N/A N/A 3 Kemen

Tata Ruang, poin 1.a, 1.c, maten (ks | Peienie ATR/BPN teknisyung | Telnia ATR/BPN
yang dihasilkan dari da

4.b, 4.e, 5.a, S5.c, 7.b, 8.a, R it n
dihasilkan bimbi-ngan Raperda

8.b, dan 8.¢, Halaman V.72) dari bimbi- teknis
ngan teknis penyusunan
penyusunan RTR provinsi/
RTR provinsi/ kabupaten/
kabupaten/ kota
kota
i A Materi N/A 165 36 105 Kemen Jumlah materi | paper N/A 165 36 101 Kemen
materi teknis Teknis ATR/BPN teknis yang Teknis ATR/BPN
yang dihasilkan dari
dihasilkan bimbingan
dari teknis
bimbingan penyusu-nan
leknis RDTR
penyusunan
RDTR

4, Tersedianya rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas 4, Tersedianya rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas

Jumlah  Materi 1 18 18 14 Kernen Jumlah .. Materi 1 18 18 17 Kemen
rencana detail  papnis ATR/BPN rencana  detail s ATR/BPN
tata ruang  gan tata ruang | qan
tematik Raperda ternatik Raperda
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Indikator baru

Tersusunnya pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan harmonis

Jumlah Naskah N/ A N/A N/ A 2 Kemen

:t'.j_l':l.lltlsl Akade- ATR/BPN
urunan fhils

amanat Ul
No. 26 tahun
2007 bidang
pengendalian
pemanfaatan
ruang

Jumlah Permen N/A N/A N/A 1 Kemen

aturan Dem
tentang ATR/BPN

perlindungan
hukum bagi
PPNS
penataan
ruang

Pemanfaatan ruang nasional yang berbasis Rencana Tata Ruang di tingkat nasional

"‘_J]'“I‘:’h Provinsi 4KSN, 2 KSN, 5KSN, S5KSN, Kemen
PeansesHan Pulau/ Pulauy Pulau/ Pulau/ ATE/BFN
nonkiaring Kepulau  Kepulau  Kepulau  Kepulau

dan evaluasi
program K/L
YENE 8esuai
dengan RTR
tingkat
Nasional

an an an an

Jumlah
Rencana Tata
Ruang Nasional
yang
medukung
persiapan
pemindahan
Ibukota Negara

TAHUN 2020
Materi N/A N/A N/A 3 Kemen
Teknis ATR/BPN
dan
Ran
Perpres

Tersusunnya pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan harmonis

Jumlah
regulasi
turunan
amanat UU No.
26 tahun 2007
bidang
pengendalian
pemanfaatan
ruang

Dihapus

Pemanfaatan ruang nasional yang berbasis Rencana

Jumlah
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi
program  K/L
vang sesual
dengan RTR
lingkal

Nasional

Naskah NJA N/A N/A 1 Kemen
Akade- ATR/BPN
mis

ata Ruang di tingkat nasional

Provinsi 4 KSN, 2 K8N, 5 KSN, 6 KSN, Kemen
Pulau/ Pulau/ Pulau/ Pulau/ ATR/BFN
Kepula Kepula Kepulau Kepulau
uan uanmn | an
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Peningkatan kualitas perangkat pengendalian dan proses penertiban
pemanfaatan ruang

Jum]ah_ Orang 49 54 200 30 Kermen
Pegawni Yang ATRH/BPN
Dibentuk

Menjadi PPNS

.}mululln Kasus N/A N/A 34 34 Kemen
penertiban ATE/BPN
pelanggaran

pemanfaatan

ruang

sistermnatik

dan lengkap

(P3SRL)

Indiaktor baru

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

Jumlah

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Peningkatan kualitas perangkal pengendalian dan proses penertiban pemanfaatan ruang

! Oran N/A NfA N/A 140 Kemen
Pegawal  Yang % ! / 5 ATR/BPN
Dibentuk
Menjadi PPNS
lllHTI|-'-l1.I Kasus N/A N/A 34 33 Kemen
penertiban ATR/BPN
pelang-garan
pemanfaa-tan
ruang
sistematik dan
lengkap
(PASRL)

Jumlah Kasus N/A N/A N/A 1 Kermen
pelaksana-an ATR/BFN

penyeli-dikan
pelanggar-an

peman-faatan
ruang (P21)

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

189.

Arah Kebijakan (perubahan
narasi pada poin Z2.a,
Halaman V.74)

2. mewujudkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
tertib melalui:

a. pengaturan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yvang lengkap
dan harmonis melalui penyusunan regulasi turunan amanat UU No. 26
tahun 2007 yaitu: (i) naskah akademis PP Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan (ii) naskah akademis Arahan Pengaturan Zonasi Nasional.
Selain itu, juga melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria (NSPK) terkait: (i) mekanisme pengenaan sanksi, dan (ii)
pedoman penyusunan teknik pengaturan zonasi;

2. mewujudkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
tertib melalui:

a.

pengaturan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang vang lengkap
dan harmonis melalui penyusunan regulasi turunan amanat UU No. 26
tahun 2007 yaitu naskah akademis Arahan Pengaturan Zonasi
Nasional. Selain itu, juga melalui penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria (NSPK) terkait: (i) mekanisme pengenaan sanksi, (ii)
pedoman penyusunan tekmnik pengaturan zomnasi, dan (iii) pedoman
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sistemik dan lengkap
(P3RSL);
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5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang

5.7.3. Pertanahan

Sasaran dan indikator
pembangunan bidang
pertanahan (perubahan data
pada Tabel 5.35. Sasaran
dan Indikator
Pembangunan/Pengarusuta
maan Bidang Pertanahan,
poin l.a, 3.c, 3.d, 3.e, dan
3.f, Halaman V.75)

190.

2017

20181 20197

33 Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah
Luas peta dasar

i Hektar 583.568 34.601.500 3,201.00 4,045,000 Kemen

pertanal 0 ATR/BPN
3. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan

meningkatnya | jahteraan }
;ﬁ:ﬁiﬁ:' Hektar 106, 659,419 700. 700. Kemen
pemili-kan, 957 000 000 ATR/BPN
peman-faatan,
dan penggu-
naan tanah
(IP4T)
Jduidh Bidang 2.391 4,548 10,000 10,000 Kemen
sertipikat ATR/BPN
konso-lidasi /
tanah
dumlah tanab: | g 0 50 109 113 Kemen
terindi-kasi ATR/BPN
terlan-tar yang /
ditertib-kan
b TURAS  pvinai/ 0 az 63 72 Kemen
Agraria Satker ATR/BFN

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

20187

1 Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah
luas peta dasar

Hektar HHI 568 3.601,500 @ 3.201.000 4.070.500 HKemen

pertanahan ATR/BPN
3. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan

meningk wva b jahiteraan kat

'F::.‘:;:Lt:;:;"“ Hekiar 106, 650, 700, 1161, Kemen

d €

pemiliican, 957 419 000 000 ATR/BPN

pemanfaa-tan,

dan penggunaan

tanah (IP4T)

Jumlah sertipikat . _— e -

konsohidass tarnak Bidang 2,391 1.518 10.000 10.120 :;:;;;gm

Jumieh tanah | g0 0 50 100 77 Kemen

terindikasi ATR/BPN

terlantar yang )

ditertibkan

thagus Tugas  povinsiy o a2 63 138 Kemen

Reforma Agraria Satker ATR/BPN

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang
5.7.5. Perkotaan

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

191 Tingkat urbanisasi di | Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia sudah | Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia sudah
' Indonesia (perubahan narasi | mencapai 54 persen di 2015 dan akan bertambah hingga 72,1 persem di tahun | mencapai 54 persen di 2015 dan akan bertambah hingga 67,1 persen di tahun
pada Paragraf 1, Halaman | 2045!. 20452,
V.79)
192 Permasalahan pembangunan | Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkotaan antara lain adalah: (1) | Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perkotaan di Indonesia antara

perkotaan (perubahan narasi
pada Paragraf 2, Halaman
V.79)

belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan bagi
masyarakat miskin seperti perumahan, air bersih dan sanitasi, serta pembuangan
air limbah dan persampahan; (2) belum tertatanyva lingkungan perkotaan dan
tingginya kerentanan terhadap bencana, (3) belum terpadunya layanan transportasi
massal perkotaan; dan (4) belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana
sosial budaya dan olah raga bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, masih
diperlukan langkah sistematis untuk memastikan pembangunan perkotaan agar
dapat bersaing secara global tanpa melupakan identitas lokal serta keberlanjutan
lingkungan perkotaan.

_diperlukan langkah sistematis untuk memastikan perkotaan Indonesia dapat

lain adalah: (1) belum terintegrasinya perencanaan multisektor dan
perencanaan sektor dengan perencanaan spasial; (2] belum optimalnya
penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan bagi masyarakat miskin
seperti perumahan, air bersih dan sanitasi, serta pembuangan air limbah dan
persampahan; (3) belum tertatanya lingkungan perkotaan dan tingginya
kerentanan terhadap bencana; (4) belum terpadunya layanan transportasi
publik perkotaan; (5) belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana sosial
budaya dan olah raga bagi masyarakat perkotaan; dan (6) kesenjangan
pembangunan perkotaan antarwilayah KBI dan KTI. Oleh karena itu, masih

' ndonesia Population Projection Revision 2015-2045 (latest estimates)

2 Indonesia Population Projection Revision 2015-2045 (latest estimates)
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bersaing secara global tanpa melupakan identitas lokal dan dapat menangani
kesenjangan. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan adalah dengan
membangun perkotaan pusat pertumbuhan baru di KTI.
R R E—— . _“"‘ (Update sesuai DIPA TA 020)
193. g 2017 20184 2019 2020
pembangunan bidang Pelaksana s / K/L
No. Satu 2017 2018 2019 2020
perkotaan (perubahan data B ivespiapan calon it oba Negask Bar > Indikator i Palaksana
pada Tabel 5.37. Sasaran . ; !
dan Indikator 5&’1-:’;:5“” 5 Ranca- N/A N/A N/A 7 . 1}‘;;?;” | 5 | Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
an ! $ : ~
Pemban_gunan{Pengmsuta. kerangka o Bappenas Penyiapan Ranca- N/A N/A N/A 9 ¢ Kemen
maan Bidang Perkotaan, poin kebijakan « Kemen regulasi dan ngan PPN/
5, Halaman V.79) tentang KN ATR/BPN Kesangke | Eapyenar
* Kemen kebijakan s Kemnen
Dalam tentang IKN ATR/BPN
Ncg&r-i * Kemen
. Sel.-rlcg Dalam
« Setkab | gctg"“
Kerne s Setneg
‘ Pﬁ’,;j"gn + Setkab
» Kemenkeu * Kemen
| * PAN/RE
| | | | | ‘¢ Kemenkeu
Perencanaan  pugym  N/A N/A N/A 11 |* Kemen Perencanaan | poiumen | N/A N/A N/A 13 |* Kemen
day en PPN/ dan PPN/
pembangunan Bappenas pembanguni Bappenas
termasuk » Kemen n termasuk | e Kemen
Kawasan Inti ATR/BPN Kawasan Inti ATR/BPN
Pusat Pemerin- o Kemen Pusat * Kemen
tahan dan PUPR | Pemerin- PUPR
lasilitas tahan dan
penunjangnya | lasilitas
penunjang-
nya
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Peningka-tan
kuali-tas lahan
terlan-tar
bekas pertam-
bangan rakyat
serta
reklamasi
kawasan bekas
tambang

Provinsai

NH‘- 1 * KLHK
* Kementer
ian ESDM

N/A N/A

Sumber; Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Dihapus

Perencanaan
Infrastruktur
dan

Kawasan IKN

Dokumen

TAHUN 2020

N/A

N/A

a. Penyiapan lahan IKN dari Kawasan Hutan

Inventarisasi Hektar
dan

Verifikasi

Nilai
Keanekaraga
man Hayati
Tinggi (ha)
Kawasan IKN |
Palicy Brief
Konsep

Forest City
dalam
Perencanaan
IKN

Pelepasan
Kawasan
Hutan untuk
IKN

Daokumen

Hektar

N/A

N/A

N/A

: N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2 » Kemen
PUFR

180,640 ¢ KLHK

|
1 le KemenPPN

/Bappenas
e KLHK

175.000 |* KLHK
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b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemulihan Ekosistem pada kawasan IKN

Rehahilitasi y o * KLHK
L ahan Kritis Hektar N/A N/A N/A 1,500
(Ha) _ l
Luas - -
Pt iy Hektar N/A N/A N/A 1.200
Ekosistern
pada
Kawasan
Konservasi
Tahura
Bukit
Soeharto
(yang
menjadi
lokasi 1KN) |
| (ha) | | ! |
Luas lahan Hekiar N/A N/A N/A 5.000 * ATR/BFN
untuk
pembanguna
n Kawasan
IKN yang
diadakan | |
Penyusu-nan Dokumen N/A N/A N/A 1 * Bappenas
Masierplan
[ 1IKN . _
Kajian Dakumén N/A N/A 1 1 « KemenPPN
Lingku-ngan /Bappenas
Hidup * KLHK
| Strategis |
Pemeta-an * Badan
Rupa Burmni Informasi
dan Toponim Geospasial
Skala 1:5000

|e KLHK

Kabupaten N/A N/A N/A 2
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TAHUN 2020

Lanjutan
Kegiatan
Inventa-risasi
Pengua-saan,
Pemilikan,
Penggu-naan
dan Pemanfa-
atan Tanah
(1P4T) i
dalam
Kawasan
Hutan di
kawasan | ‘

Hektar N/A N/A 180.831 7a.160 | * ATR/BPN

Perluasan
IKN

Sumber; Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi; **) Target

5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang

194 Sasaran dan indikator Sasurvn/

¥ pembangunan blda.ng desa, . T Satuan 2017 2018 3 Satuan 2017 20181 2019 2020
Kawasan perdesaan, dan
transmigrasi (perubahan 1. Terbangunnya Kemandirian Desa 5 Terbangunnya Kemandirian Desa
data pada Tabel :‘.':.38, Jumlah Desa Gesa 2123 6518 500 1700  * Kemendes Jumlah Desa Hea 2133 6518 500 ; * Kemendes
Sasaran dan Indikator tcrll[lsg;al PDTT tertinggal (iransi PDTT
Pemb menjadi yang i

mbangunan/ meningkat i




Pengarusutamaan Bidang
Desa, Kawasan Perdesaan,

dan Transmigrasi, poin 1.a,
1.b, dan 2.b, Halaman V.83)
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Desa * Kemen

berkembang Dagri

* dan lain-

lain

Jumlah Desa
berkembang
yang
meningkat
menjadi
Desa mandiri

Desa 825 2665 200 300

2 Berkembangnya Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

menjadi Desa penaja- e Kemen
berkembang _man Dagri
indika- dan lain-
tor, :
menja- lain
di Le)
;z;zg;:’_g;iﬁb' Desa 825 2665 200 .
VANE IMening- (transisi
kat  rnenjadi penajam
Desa mandiri an
indika-
tor,
menjadi
l.c))
Peningkaten Nilai N/A 3,65 0,4 0,61
Tata-rdln Indeks
Indeks Pembangu
Desa*** nan Desa
(1PD)
Berkembangnya Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
Jumiah Kabupa- 24 a8 60 i . i\'cfr’nr.'.ndc.s
kawasan ten (transi- POTT
si e dan lain-
perdesaan A lain
e penaja-
sebagai g
kawasan indika-
strategis tor
kabupaten mernja-
YENE di (2.b)
dikembang-
kan
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5.7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang
5.7.7. Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

K/L Basaran /

105 Sasaran dan indikator K/L
: pembangunan bidang daerah Satnan 20170 20187  2019°) 2020 L . gl Satuan 2017 20187  2019%  2020M . #
tertinggal dan Kawasan
perbatasan [peruba.han data 1 Terbangunnya pusat -pusal pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan : 8 Terbangunnya pusal -pusat pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan
ilayah di luar Pulau Jawa wilayah di luar Pulau Jawa
pada Tabel 5.39. Sasaran bt
dan Indikator :z:{:'.;ﬁi‘:j};"a" Kecamatan 150 187 187 187  Seluruh Peningkatan - gecama. 150 187 187 157 Seluruh
Pembemgunanf Pengarusuta danljtaua ..kclolﬁ K/L du’ n {u la -]-celula wn K/L
aan Bidang Daerah di kecamatan di kecamatan
Tertinggal dan Kawasan lokasi prioritas lokasi prioritas
Perbatasan, poin 1.a, 1.b, perbatasan perbatasan
dan 1.e, Halaman V.85) negara negara
Pengembangan Lekeins 7 = Pusat Kegiatan Lokasi 10 10 10 14 Seluruh
frosat Kt:giatzl:l si 10 10 10 En;:llt‘:ruh Slratcg’ia K/L
Strategis Nasional
;\Iasional (PKEN)
PKSN)
termasuk Bnm-rula Nilai 57,34 58,11 58,82 59,544 Seluruh
ekonomi indeks K/L
Kawasan pembangunan
sekitarnya manusia (1PM)
di daerah
m'fi;:“ ta Nilai 57,34 58,26  5881*  50,38*  Scluruh e tinggnl
pembangunan Kt Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
manusia (1PM) Keterangan: *) Realisasi; **) Target
di daerah
tertinggal

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diclah), 2019
Keterangan: *) Realisasi, **) Target
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5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Perubahan pada paragraf 1,

pembangunan infrastruktur dalam rancangan RPJMN 2020-2024 yaitu: Kesetaraan

Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur dalam rancangan RPJMN 2020-

196. : ;
Halaman V.89 Gender; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Pembangunan Berkelanjutan; Modal | 2024 yaitu: Kesetaraan Gender; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
dan Sosial Budaya; Transformasi Digital, dan Ketahanan Bencana. Hal ini juga | Pembangunan Berkelanjutan, Modal dan Sosial Budaya; Transformasi Digital, dan
didukung oleh mendorong strategi investasi dan sumber-sumber pendanaan kreatif | Ketahanan Bencana. Hal ini juga didukung dengan mendorong strategi investasi
seperti KPBU dan PINA. dan sumber-sumber pendanaan kreatif seperti KPBU dan pembayaran kreatif.
197 Perubahan pada paragraf 2, | (1) keterbatasan cakupan layanan infrastruktur dasar permukiman, yang hanya | (1) keterbatasan cakupan layanan infrastruktur dasar permukiman, yang hanya
d Halaman V.89 terdapat 19,53 persen rumah tangga (tahun 2019) menggunakan akses air minum | terdapat 20,45 persen rumah tangga (tahun 2019) menggunakan akses air minum
perpipaan dan hanya 7,42 persen rumah tangga (tahun 2018) dengan akses sanitasi | perpipaan dan 7,42 persen rumah tangga (tahun 2018) dengan akses sanitasi
amain, aman;
198. Perubahan pada paragraf 3, | (3) belum optimalnya kapasitas dan dukungan pemerintah daerah dalam | (3) belum optimalnya kapasitas dan dukungan pemerintah daerah dalam
Halaman V.89 perencanaan, penganggaran (penyediaan SPAM dan penyertaan modal daerah ke | perencanaan, penganggaran (penyediaan SPAM dan penyertaan modal daerah ke
PDAM]) dan penyusunan peraturan perundangan yg mendukung penyediaan akses | PDAM) serta dukungan penetapan tarif air minum;
air minum (penetapan tarif);
(6) kerentanan terhadap bencana masih cukup tinggi di wilayah Indonesia, terutama | (6) kerentanan terhadap bencana masih cukup tinggi di wilayah Indonesia,
terhadap bencana banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung berapi, dimana Indeks | terutama terhadap bencana banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung berapi,
Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional masih sebesar 137,5 dari target awal | dimana Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional masih sebesar 137,5 dari
sebesar 132,8 pada tahun 2018, dan kerugian finansial Indonesia akibat bencana | target awal sebesar 132,8 pada tahun 2018, dan kerugian finansial Indonesia
alam pada 5 tahun terakhir ini cukup tinggi, yaitu sebesar mencapai 12,58 miliar | akibat bencana alam pada kurun waktu 2002-2015 adalah 1,26 miliar USD per
USD per tahun; tahun (International Disaster Database, 2018);
Sasaran dan Indikator Sasaran/ i K/L Sasaran/ : - . K/L
199. Pembanginan Sarana dan No. etk ator Satuan 2017 20187 2019") 2020 Pe e No. Indikator Satuan 20177 20187 2019 2020™ Pelikaank
Prasarana (Perubahan data | perumahan Pernmahan
pada Tabel 5.41 Sasaran dan || T —_ — — - | F——T— et T T —r]
Indikator Pembangunan I 1 Terfasilitasinya penyediaan Ihunian barLf layak bagi masyarakat ‘ 1 | Terl'asil.itﬁsirﬁyn penyediaan hunlian baru layak bagi masyarakat Ji | . i
Sarana  dan  Prasarana, Jumlah | Unit 20288 | 22209 | 17.003 | 46.314 Kermen Jumlah hunian Unit | 20208 | 22194 | 17003 | 39.390 | Kemen
Halaman V.91) hunian baru PUPR baru layak yang PUPR

lerbangun




Perumahan

Jumlah

| Jumlah
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layak  yang
terbangun
melalui
fasilitasi
pemerintah

Terfasilitasinya pembiayaan perumahan bagi masyarakat

Rumah 212.489 260,731 169,170

rumah e =
tanpga I'angga
berpenda-

patan rendah

yang

menerima

bantuan/

subsidi

perumahan | |

Terfasilitasinya peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat
Jurnlah [ [
rumah

langga vang
mendapatkan
bantuan
peningkatan

Rumah | 164.508
Tangga

250,806 254,000

kualitas

Tersedianya infrastruktur dasar permukiman

i Kawasan N/A N/A N/A

perumahan
dan
permukiman
baru yang
mendapatkan
peningkatan
layanan

110.000

220,000

Kemen
PUPR

o Kemen
PUPR
|* Kemensos

Kemen
PUPR

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

melalui lasilitasi
pemerintah

30.406

Jumlah bantuan
PSU yang
disalurkan

Unit 17.226 13.000

| Terfasilitasinya pembiayaan perumahan bagl masyarakat

Luas kawasan

Jumlah rumah Rumah 255.08 260.72 174.078
tangga Tangga T e}
berpendapatan

rendah yang
menerima
bantuan/
subsidi
perumahan

Terfasilitasinya peningkatan kualitas rumah bagi masyarakeat

Jumlah rumah Rumah 164.50  250.80 254.000
tangga yang Tangga 8 5]

mendapatkan

bantuan

peningkatan

kualitas

Tersedianya infrastruktur dasar permukiman

Hekts N/A N/A N/A
perumahan dan e / / !

permukiman
eksisting yang
mendapatkan |
peningkatan
layanan
infrastruktur

dasar

22,500 Kemen
PUPR

110,300 Kemen
PUPR

225.800 le Kemen
PUPE

*» Kemenso
s

Kemen
PUPR

2.733,02
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200.

Sasaran dan Indikator
Pembangunan Sarana dan
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel 5.41 Sasaran
dan Indikator Pembangunan
Sarana dan Prasarana,
Halaman V.92)
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infrastruktur
| cdasar | | |
:;::i;aﬂ” Kawasan = N/A N/A N/A 2
perumahan
dan
permukiman
eksisting
yang
mendapatkan
peningkatan
layanan
infrastruktur
| dasar

‘ 6 | Terciptanya kemudahan perizinan dan kearmanan bermukim
N/A

Kemen
PUPR

1000 Kemen

PUFPR

Jumlah
penerbitan
SHM/ [ |
SHGB/

SHRS

melalui

[asilitas pra

dan paska

sertifikasi

Persil N/A N/A

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

Sasarun /

Satuan 2017 2018 2019

Indikator

Air Minum dan Sanitasi

1 Terfasilitasinya pengembangan SPAM dan infrastruktur sanitasi (sistem pengolahan air limbah
domestik setempat, terpusat, dan infrastruktur sampah)

Kapasitas | : - i
SPAM Regional pd N/A 10,940 11,334 22.667 ::t]‘}?fqn

6 Dihapus

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Dihapus

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019

2018% 2019 2020

Pelaksana

Air Minum dan Sanitasi

1 Terlasilitasinya pengembangan SPAM dan infrastruktur sanitasi (sistem pengolahan air
limbah domestik setempat, terpusat, dan infrastruktur sampabh)
Kapasitas
SPAM
Regional

Kermnen
PUPR

Ipd 750 185 215 Q00




PERIHAL

M - 185

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Air Minum dan Sanitasi

yang
terbangun

Kapesitas Ipd N/A 177.892 192,692 208,931 Kemen
i PUPR
terbangun

yang

dikembangkan

Jumish SR N/A N/A 1.754.694 = 3.509.388 Kemen
Sambungan PUPR
Rumah yang

terlayani SFAM

baru

Terbinanya pemda provinsi, pemda kab/kota dan penyelenggara SPAM  dalam
penyelenggaraan SPAM serfa terlaksananya pengembangan layanan sanitasi permukiman
vang berkelanjutan

Jumlah Kabu- 410 415 507 514 Kemen
Kabupaten/ paten/ PUPR
Kota yang Kota
memiliki
RISPAM 100%
Arman
sk Kabu- N/A N/A 63 Kab/ 66 [ Kemen
{Tabupalcn,n' paten/ Kota :{agﬂ
Aota yang Kota terfasili- * Kemen
terfasilitasi tas] FUPR
penguatan pengelo-
kapasitas laan
daerah dalam lumpur
pengelolaan tinja
lumpur air
limbah {Akumu-
lasi

RPJMN

2015-

2019)

yang
lerbangun

Kapasiias Ipd 5.123 1.311 3.654 2105  Kemen
SPAM yang PUPR

dikembang-

kan

Jumlah SR 1.155.000 1.221.000 1.148000 | 1.000.000 Kemen
Sambungan PUFPR
Rumah

yang

terlayani

SPAM baru

Terbinanya pemda provingi, pemda kab/kota dan penyelenggara SPAM dalam
penyelenggaraan SPAM serta terlaksananya pengembangan layanan sanitasi permukiman
yang berkelanjutan

Jumlah Kab/ 410 415 507 514 Kemen
Kabupaten/ Kota PUPR
Kota vyang

merniliki

RISPAM

100%

-.lImn]ﬁh Kabupat N/A N/A 63 Kab/ 66 . ]{c'rnr_:r]
}\.&IIJIJI.\EI ten/ en/Kota Kota dagri
Kota yang terfasili- » Kemen
terfasilitasi tasi PUPR
[K:ngu:alml pengelo-

kapasitas laan

daerah lumpur

dalam tinja

pengelolaan

air limbah (Akumu-

domestik lasi

(termasuk If’]UMN

pengelolaan 2015-

lumpur 2019)

tinja)
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Jumlah desa/ Desa/ N/A N/A 20.000 31.158
kelurahan Kelura- (Akumu-

yang han lasi

mendapatkan REJMN

prograrm a015

perubahan j((])l] ;)

perilaku '

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2010
Keterangan: *) Realisasi, **) Target

201.

Sasaran dan Indikator
Pembangunan Sarana dan
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel 5.41 Sasaran
dan Indikator Pembangunan
Sarana dan Prasarana,
Halaman V.95)

Sumber Daya Air

2017 20187

Sasaran
Indikator

Sumber Daya Air
f————r il

Satuan 20197 2020™

1 | Tersedianya sarana dan prasarana sumber daya air untuk pertanian dan perikanan

| Luas jaringan Juta Ha
irigasi yang

dibangun

0.22 0,22 0,14 0,08

Luas jaringan Juta Ha 0,55
irigasi yang |
| dirchabilitasi |

1

0,28 0,37 0,29

8

| Meningkatnya ketangguhan masyarakal dalam mengurangi daya rusak air

Panjang Km 162 l 190 131 220
pengendali

banjir yang

dibangun

v]
B

‘ Panjang Km 20 22 30

pengaman |

Kemenkes

H/L
Pelaksana

Kemen
PUPR

Kemen
PUFPR

Kemen
PUPR

Kemen

[ PUPR

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Sorh Desa / N/A N/A 20000 83158  Kemenkes
desa/ Keluraha

kelurahan & {ﬁkum‘ul

yang asi

mendapat- RFJMN

kan 2015-

program 2019)

perubahan

perilaku

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target

2017 2018 2019 2020

1 Tersedianya sarana dan prasarana sumber daya air untuk pertanian dan perikanan

Luas jaringan Juta Ha 0.22 0,22 0,14 0,02 Kemen
irigasi yang PUFR
dibangun
Luas jaringan Juta Ha 0,55 0,28 0,37 0,08 Kemen
irigasi yang PUFR
| direhabilitasi | | |

2 | Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air
Panjang Km 162 190 131 136 Kemen
pengendali PUPR
banjir vang
dibangun
Panjang Km 20 22 24 21,5 Kemen
pengaman PUPR
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pantai yang
dibangun

4]

Jumlah
bendungan
yvang dibangun
(kurmulatif,
unit)

- Jumlah
bendungan
yang selesai
dibangun
(kumulatif,
unit)

- Jumlah
bendungan
dalam tahap
pelaksanaan
(kumulatif,
unit)

Jumlah

| embung/
bangunan
penampung air
yang dibangun

Nilai
peningkatan
kapasitas air
baku nasional

Unit

Unit

Unit

Unit

m?2/detik

43

34

117

4,34

57

38

103

4 Meningkatnya penyediaan air baku/air minum

4,59

' Meningkatnya ketersediaan air untuk sosial dan ekonomi produlktif

65

36

139

70

34

36

Kemen
PUPR

Kermnen
PUFR

Kemen
PUPR

pantai yang
dibangun

Meningkatnya ketersediaan air untuk sosial dan ekonomi praduktif

Jumlah Unit 38 47

bendungan
vang dibangun

3

- Jumlah Unit -
bendungan
vang
selesai
dibangun |

- Jumlah Ut 34 42
bendungan
dalam
lahap
pelaksana- |
an

Jurmlah Unit 117 an
embung/

bﬁiﬂg!llléill

penampung air

yvang dibangun

Meningkatnya penyediaan air baku /air minum

Peningkatan md/detik 4,34 7,46

kapasitas air
baku nasional

47

-
41

120

5,00

45

70

4,27

Kemen
PUPR

Kemen
PUPR

Kemen
PUPR
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5 : Meningkatnya kinerja tata kelola PSDA terpadu s | Meningkatnya kinerja tata kelola PSDA terpadu |
Jumlah Dokumen 44 49 62 62 Kemen Jumlah Dokumen 44 49 62 38 Kemen
dokumen pola PUPR dokumen pola PUPR
dan rencana dan rencana
pengelolaan pengelolaan
SDA Wilayah SDA Wilayah
Sungai Sungai
kewenangan kewenangan
pusat yang pusal yang
disusun/ disusun/
di-review di-revieu |
Jumlah Unit N/A N/A 68 68 Kemen Jumlah Unit N/A N/A 68 34 Kemen
lembaga PUPR lembaga PUPR
pengelolaan | pengelolaan |
SDA yang | SDA yang |
ditingkatkan ditingkatkan
kapasitas-nya kapasitasnya
Jumlah Dokunen N/A N/A N/ A 1 Kemen
rencana | PUFR
nasional
pengembangan Dihapus
dan

| pengelolaan
i rawa lerpadu | | | | i |
Jumlah Dokumen NfA NfA N/A 1 Kemen
peraturan FUPR :
perundangan IDihapus
Sumber Daya |
Air vang | |
diselesaikan
3 Sumber; Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: * Realisasi; *) Target
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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Sasaran dan Indikator
Pembangunan Sarana dan
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel 5.41 Sasaran dan
Indikator Pembangunan
Sarana dan Prasarana,
Halaman V.97)

Komunikasi dan Informatika
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Sasaran/

Indikator Batuan

2017

Komunikasi dan Informatika

i masyarakat

Jurmnlah Kebijakan 1
penataan
spektrum
frekuensi
radio dalam
mendukung
terlaksananya
transformasi
digital
Jumlah kantor Unit 2.340

pos cabang

layanan pos

universal

(KPCLPU)

yang beroperasi

(kumulatif, unit)

Jumlah Dokumen
kebijakan

bidang

telekomuni-kasi

dalam

mendukung

ckonomi digital

N/A

Sumber; Kementerian PPN/ Bappenas (diclah), 2019
Keterangan: *) Realisasi, **) Target

2018"

2,475

N/A

20197

2.360

2020

2.350

K/L
Peluksana

Meningkatnya peran layanan TIK dan penyiaran dalam peningkatan kualitas hidup |

Kemen
kominfo

Kemen

kominfo

Kemen
kominfo

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

K/L

20207 . pelskenne

Satuan 2017 20187 2019

| Meningkatnya peran layanan TIK dan penyiaran dalam peningkatan kualitas hidup
masyarakat

Kemen
kominfo

Jumlah Kebijakan 1 1 1 3
penataan

spektrum

frekuensi

radio dalam

mendukung

terlaksananya |

| translormasi |

digital

Kemen
kominfo

Jumlah kantor Unit 2.340 2.475 2350 2,475
pos cabang

layanan pos

universal

(KPCLFU)

yang beroperasi

(kumulatif,

unit)

Kemen
kominfo

Jumlah Doku-men NfA N/A 12 14
kebijakan

bidang

telekomuni-kasi

dalam

mendukung

ekonomi digital

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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Sasaran dan Indikator
Pembangunan Sarana dan
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel 5.41 Sasaran
dan Indikator Pembangunan
Sarana dan Prasarana,
Halaman V.98)

Energi dan Ketenagalistrikan
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Sasaran/

2017 20181

204.

Sasaran dan Indikator
Pembangunan Sarana dan
Prasarana (Perubahan data
pada Tabel 5.41 Sasaran dan

Indikator Pembangunan
Sarana dan Prasarana,
Halaman V.98)

Pembangunan Transportasi

Indikator
Energi dan Ketenagalistrikan
1 Meningkatnya kehandalan dan aksesibilitas ketenagalistrikan
SAIDI Jam/ 19,33 25,00 20,00
terbesar Pelanggan
/Tahun
Jumlah Juta Ton 3,40 3,40 3,45
penurunan COs
ermisi GRK
pembangkit
tenaga listrik
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi, **) Target
No. il Satuan 20179 | 2018 20197
Indikator
Pembangunan Transportasi

20197

20201

15,00

2020

* HKemen
ESDM,
* Badan
Usaha
* Kemen
ESDM,
+ Badan
Usaha

K/L
Pelaksana

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

2017™ 20189

Energi dan Ketenagalistrikan
1  Meningkatnya kehandalan dan aksesibilitas ketenagalistrikan
SALDI rata- Jam/ 19,33 256,00 20,00
rata sistem Pelanggan
[Tahun
Jumlah Juta Ton 3,40 3,40 3,45
penurunan COa
ernisi Cils
pembanghkit

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: *) Realisasi, **) Target

2017 2018Y 2019

20197

2020

15,00

3,45

2020"

K/L
Pelahsana

* Kermnen
ESDM,
* Badan
Usaha
= Kemen
ESDM,
* Badan
Usaha

K/L
Pelaksana

1 Meningkatnya Kuantitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan

1 Meningkatnya Kuantitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan

Jumlah
lulusan
pendidikan
dan
pelatihan
SDM trans-
portasi daral

Orang 3,451 23,506 43,888

33,465

Kemenhub

Jumlah
lulusan
pendidikan
dan pelatihan
SDM
transpor-tasi
darat

Orang 3,451 23,506 40,792

22,504

Kemenhub
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Panjang
jaringan KA
yang
terbangun
(kumulatif,

101 |

Jumlah rute
kereta api
yang
mendapat
Subsidi

Jumlah
penyediaan
sarana
prasarana
kenavigasian
pelayaran

Jumlah
pelabuhan
laut yang di-
bangun atau
dikem-
bangkan

L

Meningkatnya Pengelolaan

(755)

(1200)

dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

(1475)

Kemenhub

Kemenhub

Paket

Lokasi

41

Jumlah rute
angkutan
laut yang
menda-pat
subsidi

Rute

117

1

181

75

BO

| 60

60

134

113

Kemenhub

Kemenhub

Kemenhub

Fanjang
jaringan KA
yang
terbangun
(km)

Km

Jumlah rute |
kereta api
yang
menda pat
Subsidi

|
|

Rute

&

| -

|

A

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Meningkainya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Jumlah
penyediaan
sarana
prasarana
kenavigasian
pelayaran

Jumlah
pelabuhan
laut yvang
dibangun
atau dikemn-
bangkan

Faket

40

191

79

22

¢

102

42

Kemenhub |

Kemenhub

Kemenhub

Kemenhub

Jumlah rute
angkutan laut
yang
mendapat
subsidi

Fute

137

Kemenhub

Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
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| Jumlah
bandar
udara yang
direhabilitasi
dan
ditingkatkan

Lokasi
]

| kapasitssrya |

Jumlah
bandar
udara baru
yang
dibangun

Lokasi

| 3
| .

Jumlah rute
angkutan
udara
perintis yang
mendapat
subsidi

Rute

!

Persentase
mantap jalan
nasional

Meningkatnya Pengelolaan dan Penye

Persen

91

239

lenggaraan Jalan

M - 193

232 201

Kemenhub

Kemenhub

Kemenhub

Jumlah
bandar udara
yang
direhabilitasi
dan
ditingkatkan
kapasitasnya

Jumlah
bandar udara
baru yang
dibangun

Lokasi

22

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

Kermenhub

Kermenhub

Jumlah rute
angkutan
udara perintis
Yang
mendapat
subsidi

Rute

|

180

209 192

188

Kermmenhub

93

Panjang
jalan
nasional

| yang
dipreservasi

Panjang
jalan
nasional
yang
terbangun

Km
|

Km

| 42,154

46,813

94 95

46,564 47,017

Kemen
PUPR

Kemen
PUPR

Meningkatnya

Pengelolaan dan Penvelenggaraan Jalan

776

Jumlah
jembatan

Lokasi

12

‘ 739 Q35

Kemen
PUPR

Kemen

PUPR

Persentase
mantap jalan
nasional
Panjang jalan
nasional yang

dipreservasi

Panjang jalan

nasional yang

terbangun

Jumlah
jembatan
yang
terbangun

Persen

Km

Lokasi

g1

42,154

776

46.813

766 739

47.017

500,65

Kemen
PUFR

Kernen
PUFR

Kemen
PUPR

Kemen
PUPR
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PERIHAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

NO

yang [ Jumlah
,_,ff"ir_iﬂm i jermbatan,
Jumlah ﬂy\”f("‘r' uncar Kemen
jembatan, prz‘.-,:-,, atau Lokasi - 6 (5] 8 PUPR
fyaver, . | E::onga“ ;
:::Tfrpa‘%' | Lokasi - 51 6 12 :\,:;;,EH : terbangun | .
I terowongan P : - - —
| yang ‘ ! 8 Meningkatnya pengelolaan Pencarian dan Pertolongan
terbangun | | S i AT T i Al ——iapiem % W
i _8_” 1 hei g = Jumlah Paket |
Meningkatnya pengelolaan Pencarian dan Pertolongan | penyediaan
-— R p— e R S e sarana dan
Jumlah Paket | prasarana
penyediaan | pencarian
sarana dan | dan
prasarana pertolongan Basarnas
pencarian H i - 1
dan a. Rescue boat a. S a. 3 a 2 a6
pertolongan Basarnas e — e e penee K
—— - SERETTT] (NSNS I— - — b. Helicopter b. - b 2 b. 2 b, 2
| a. Rescue boat a.5 a3 a 2 a. 10 [ —— e e —— g
| . 1 ME— Sie— |c. Rescue car ¢ 23 c. 10 .13 | e.38
| b, Helicopter b. - b. 2 b. 2 b. 2 2
| - ———— —d — . a Meningkatkan pengembangan wilayah Suramadu
o. Rescue car | ¢ 23 o 10 ¢ 13 c 13 T e [
]. s Luas
[ 9 Meningkatkan pengembangan wilayah Suramadu ' kgwasan yang fia 1 4 7 50 BPWS
I ; . | dikembang-
Luas | kan
kawasan |
ﬁ?;;gmbang_ Ha 1 * B 5 BPWS Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
kan ] Keterangan: *) Realisasi; **) Target
Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan: *) Realisasi, **) Target
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PERIHAL

Arah Kebijakan (Perubahan
pada narasi pada poin 2, 3, 4,
dan 15, Halaman V.102 dan
V.104)

2.
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Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman melalui
strategi: (a) peningkatan tatakelola kelembagaan untuk penyediaan air minum
layak dan aman; (b) peningkatan kapasitas teknis penyelenggara air minum, (c)
penyediaan dan pemanfaatan kapasitas idle infrastruktur SPAM,; (d) perubahan
perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan
penyediaan air minum layak dan aman; (e) peningkatan kapasitas institusi dalam
layanan pengelolaan sanitasi; (f) peningkatan komitmen daerah untuk layanan
sanitasi yang berkelanjutan; (g pengembangan infrastruktur dan layanan
sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; (h)
peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman
sanitasi; dan (i) pengembangan kerja sama dan pola pendanaan;

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman melalui
strategi: (a) peningkatan tatakelola kelembagaan untuk penyediaan air minum
layak dan aman; (b) peningkatan kapasitas teknis penyelenggara air minum;
(c) peningkatan pengelolaan aset sistem penyediaan air minum; (d)
pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah melalui peanfaatan
kapasitas SPAM terbangun; (e) peningkatan kapasitas institusi dalam layanan
pengelolaan sanitasi; (f) peningkatan komitmen daerah untuk layanan sanitasi
yang berkelanjutan; (g) pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi
permukiman sesuai dengan karakteristtk dan kebutuhan daerah; (h)
peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman
sanitasi; dan (i) pengembangan kerja sama dan pola pendanaan;

Meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap
Modernisasi Irigasi; (b) pengembangan sinergi antara badan usaha air baku
dengan SPAM; (¢) pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur tampungan air
sebagai tampungan air multiguna (air, pangan, penahan banjir, dan PLTA); (d)
pengelolaan banjir perkotaan dan sistemn drainase, serta penyediaan room for the
river; dan (e) pengendalian bencana melalui infrastruktur tahan bencana,
infrastruktur hijau, dan pembangunan tanggul laut di utara Jawa secara
terintegrasi;

3.

Meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap
Modernisasi Irigasi; (b) penyediaan air baku di kawasan prioritas, rawan air,
dan pulau kecil terluar, serta pengembangan sinergi antara badan usaha air
baku dengan SPAM; (c) pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur
tampungan air sebagai tampungan air multiguna (air, pangan, penahan banjir,
dan PLTA); (d) pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase, penyediaan
sistem peringatan dini bencana banjir serta penyediaan room for the river, dan
(e) pengendalian bencana melalui pengembangan infrastruktur tahan bencana,
konservasi daerah aliran sungai, dan pengelolaan terpadu kawasan pesisir
utara Jawa;

Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan serta pendanaannya
dengan strategi antara lain: (a) transformasi industri ketenagalistrikan yang
efisien dan transparan; (b) kebijakan tarif dan harga energi dan ketenagalistrikan
yang optimal; (c) penyediaan pembiayaan alternatif dan insentif untuk
mendorong perluasan akses layanan dan pemanfaatan EBT serta efisiensi energj;
dan (d) penyediaan dukungan pembiayaan untuk akses energi bagi masyarakat
yang tidak mampu (bantuan pasang baru listrik);

Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan serta pendanaannya
dengan strategi antara lain: (a) transformasi industri ketenagalistrikan yang
efisien dan transparan; (b} kebijjakan tarif dan harga energi dan
ketenagalistrikan yang optimal; (c) penyediaan pembayaran kreatif dan
insentif untuk mendorong perluasan akses layanan dan pemanfaatan EBT
serta efisiensi energi; dan (d) penyediaan dukungan pembiayaan untuk akses
energi bagi masyarakat yang tidak mampu (bantuan pasang baru listrik]);
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15. Meningkatkan kapasitas pendanaan dalam investasi sektor infrastruktur

dengan cara: (a) menguatkan strategi koordinasi antar-K/L/Pemda dalam
rangka mempercepat penyelesaian hambatan (debottlenecking) dengan
mengoptimalisasi Kantor Bersama KPBU,; (b) mengefektifkan daftar proyek
(Project Development and Pipelines) melalui penyiapan daftar proyek KPBU dan
PINA; (c) mereformasi kebijakan tarif; (d) meningkatkan kapasitas fiskal melalui
reformasi pajak oleh pemerintah pusat dan meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD); dan (e) merealokasi Anggaran Belanja Pemerintah.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

15. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan skema KPBU dengan cara: (a)
menguatkan  strategi koordinasi antar-K/L/Pemda dalam rangka
mempercepat penyelesaian hambatan (debottlenecking) dengan

mengoptimalisasi Kantor Bersama KPBU; (b) mengoptimalisasi penggunaan
daftar proyek (Project Development and Pipelines) melalui penyiapan daftar
proyek KPBU dan pembiayaan kreatif.

206. Sasaran dan Indikator
Pembangunan Bidang
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Jumlah
Hasil Hortikultura

(Perubahan Tabel 5.42 Target
indikator sasaran, halaman
V.105)

5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran/

fo, Indikator

Batuan 2017 2018 2019 2020

1 | Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan
Jaaa hngicung;m

Jumlah Hasil Hortlku Il.ura

- Kentang | Ribu ton 1.165 1,285 1,431 1.508
Jumlah Hasil Peternakan | i
;rcf:;‘;d”"“’ | Ributon | 210604 3.655,4 3.770,0 3.800,0
suroduksi | Ributon | 920,14 980,9 1.063,6 11000 |

Jumlah Produk Perikanan Olahan |

Volume produk I
| olahan

2 | Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan permmbangm bcflmlamu tan
Peningkatan produksi mineral (ton) # —

Logam Ton 245,3680) 310,000 291.000 253,000
Tembaga |

Juta ton 6,2 4,0 6,8 7,0

2017 2018 2019

Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hagil hutan, produk perikanan |
| dan jasa Imgkungan

| Jumlah Haml Hurtlkullura |

Durian Ribu ton 795,2 1.142 | 1176 1.152

Jumlah Hasil Peternakan ‘

- Produksi | #ibuton 20800 | 2311 | 2.371,4 3.800,0 |
Telur | | | | |

- Produksi Ribu ton 928, 1 951 | 996,4 11000 |
Susu

I Jumlah Produk Perikanan Olahan ‘

Volume preduk | |40 100 6,2 6,5 6,8 6,9
| olahan | | !

i 2 Mcnmglmtnya mla: mmbah mdustn mmcral dan pcrtambangan bcrkelamuun l

Peningkatan pmdukm rnmemi [ton} i

- Logam | Ton 245,368Y | 310.000 201.000 | 201000
Tembaga
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- logam Ton 821) 75 120 75
Emas | | |
Logam SEah _ . e
Perak . Ton . 259¢) . 231 . 200 250
Logam Ton 68.702Y) 50.000 70.000 85.000
Timah | | |
Feranikel Ton 508.125% | 860,000 860.000 1,014,000

Peningkatan nilai tambah /hilirisasi

Fasilitasi : L -

Pengolahan dan ot ™ K : .
Permurnian
Mineral Dalam
Negeri/

Smelter (unit)*

Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat dan kerjasama |
antarwilayah

Kemitra- 109 1

i 5 20 20
kemitraan
i an
konservasi
perairan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Jumlah Naskah NfA N/A N/A 8
penelitian yang Jurnal

dimanfaatkan Akre-

oleh pengguna ditasi

dalam menjaga

kualitas

lingkungan

hidup untuk
meningkal-kan

 Jumlah

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

- Logam FEmas | Ton 821) 75 120 69
~ LogerygBerak Ton 2501) 231 290 267
- Logam Timah Ton 68.702Y) 50,000 70.000 70.000
- Feronikel Ton 508,125 | 860.000 | 860.000 | 1.838.000
Peningkatan nilai tambah / hilirisasi

Jumlah Unit ob) 2 1 30
pengawa-san

fasilitas

pengolahan dan

pemurnian |

mineral

(smelter)

Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakal dan

kerjasama antarwilayah

Kemitra- 106 15 20 25

kemitraan an
konservasi '
perairan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi

iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Jumlah Produk Vi e
Litheng Produk N/A N/A N/A 52

Lingkungan |
Hidup dan

Kehutanan yang

Inovatif dan

Imple-mentatif
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daya dukung
lingkungan,
ketahanan air
dan kesehatan
masyarakat

Jumlah ton B3 Ton 600.000
yang terkelola

untuk

mendukung

peningkatan

kualitas

lingkungan

587 615,49 600,000

Peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika

Tingkat Akurasi
Kualitas
Layanan
Informasi di
Bidang MKG |
Persentase Persen N A N/A* NJ A
layanan

pengelolaan

peralatan

operasional

utarma MKGU

berbasis |

teknologi

informasi dan

komunikasi

yang

terintegrasi

Persen N /A Nf A N[ A

Sumber; Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: %) Realisasi, *¥) Targel

1.200.000

7

5,7

87

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

' Jumlah ton B3 Ton | 600000 | S87.615, | 600.000 6,000,000

yang terkelola 40

Peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika

Persen-lase Persen N/AM N/A NJAN 88
layanan

pengelola-an

pera-latan

opera-sional

utama MKGLU

berbasis

leknologi |
informasi dan

komuni-kasi

yang terinteg-

rasi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diclah), 2019
Keterangan: *) Realisasi; **) Target
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PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2020

6.1 Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi

207. Kerangka Pel.a_\_fanan Umum Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2020 sebesar 6,9 — Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2020 sebesar 6,0
dan Investasi (perubahan 7,3 persen, dikembangkan arah kebijakan pelayanan umum dan investasi serta persen, dikembangkan arah kebijakan pelayanan umum dan investasi serta
data pada paragraf 4 dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6. 1. dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1,
halaman VI.2)
208. Kerangkﬂ. Pelaya_nan Umum - an Felayanan Umun sk g gintan Prio Arah Kehlj‘nkn:l: Pulnya:x;an Umum dan Dukungan Kegintan Prioritas PN.PP.KP
da I t i ' an v 5 - : nvesta
n;m?ve:dzs%{’;eﬁuﬁb?han Pclungkr_iiun pelayanan umurm Sisterm Jaminan Sosial Nasional | 1.1.1 - Peningkatan pelayanan umum dalam | Sistemn Jaminan Sosial Nasional
P abel O, dalam bidang kependudukan, bidang kependudukan, perlindungan dengan Peningkatan Kepesertaan
halaman VI.2) perlindungan sosial, pelayanan L || sosial, pelayanan kesehatan, dan | Mandiri | = |
kﬁﬁl’.’:h&l!f-}ll, dan pelayanan | Peningkatan Kualitas Pengajaran | 1.8.1 '] pelayanan pendidikan Peningkalan Kualitas Pengajaran 1.3.1 |
__chlf?'d‘kﬂ?‘ o B | dan Pcrrjl’._xilajaran dan Cara Pembelajaran !
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
6.3 Kerangka Regulasi

6.3.1 Kebutuhan Kerangka Regulasi RKP 2020

209. Bagan Peraturan Pemerintah | a. Undang-Undang a. Undang-Undang
(poin A) 1) Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 1)  Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
(Halaman VI.10) 2) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsumen.
(KUHP). 2)  Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
3) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara.
210. Bagan Peraturan Pemerintah | 1) Revisi Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Dihapus
(poin B no. 1) Peraturan
(Halaman VI.10) Penjen'ntah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Hari Tua.
211; Bagan Peraturan Pemerintah | 5) Penyederhanaan regulasi (revisi dan gabung) untuk tiga Peraturan Pemerintah 5] Penyederhanaan regulasi (revisi dan gabung) untuk tiga Peraturan

(poin B no.5)
(Halaman VI.10)

sebagai berikut: a) Peraturan Pemerintah Nomeor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM); b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Pemerintah sebagai berikut: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Pensiun; dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
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Penyelenggaraan Jaminan Pensiun; c) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

6.4 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

6.4.2 Pengendalian

212.

Mekanisme Pengendalian

(Perubahan narasi  pada
Paragraf 2 dan 3 Halaman
VI1.14)

Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP strategis mencakup
dua hal, yaitu tindakan konstruktif dan tindakan preventif. Tindakan konstruktif
adalah tindakan membangun dan memperbaiki pelaksanaan PP/KP, yang dapat
dilaksanakan melalui kebijakan:

(a) kebijakan refocusing (pemfokusan kembali),
(b) kebijakan reorientasi (peninjauan ulang), dan

(c) kebijakan restrukturisasi (penataan kembali).

Tindakan preventif adalah tindakan pengendalian untuk mengurangi atau
menghilangkan kemungkinan pelaksanaan PP/KP strategis yang tidak sesuai target,
yang dimungkinkan pula sampai pada keputusan untuk menghentikan
pelaksanaan PP/KP strategis yang sifatnya penghentian sementara ataupun
penghentian tetap apabila diperlukan (suspend/pinaity) dengan terlebih dahulu
memintakan persetujuan Presiden.

Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP strategis
dilakukan dalam bentuk tindakan konstruktif. Tindakan konstruktif adalah
tindakan membangun dan memperbaiki pelaksanaan PP/KP, yang dilaksanakan
melalui kebijakan refocusing (pemfokusan kembali).
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213, Mekanisme Pengendalian
(Perubahan gambar pada Data dari:
2 RP. -2024
Gambar 6,13, Malasistns tee et b mdis il B Y
Pengendalian Pembangunan, 3. 805 Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya i P t — e |
Halaman VI.15) 45 TS e T
SISTEM INFORMASI
(Terintegrasl, Terpadu, Handal)
I |
[ 1. Satu Data indonesia 1501 | 1 1
[ e [ Jonwed | [ T Eoviktl |
3 Evaluasi RPIMN dan e Menteri PPN Kepale Bappenas
Lanjut _T?“__"’_‘_'_““__’“_ _u_'_ Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Menteri I m:mm Lanjut 1“ _ ’:M,mw
I Refocusing | el Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian g e~ 1 Peenerintah Mon Kementerian
0 tAsiessiment 2 Reorientasi || | " a. BPX, BPKP ORI . e—
i crasiseteichy T | | b.
| ; :rnﬂu [ 3. Restrukturisas) | Dimintakan persetujuan Presiden terkait penghentian whmwmu?ounh
b Proyek  Prioritas/Kegatan  Strategis  sebeum “““’"""‘": don Penaililen
i’ mfmm; Tindakan Preventif | dilayangkan surat oleh Menteri PPN/Xepda .Tnﬁ.“ o
[k - “—1 Jemelpr || Bappenas ke Menteri Keuangan tentang peng hentian
| Penghentian || | pendanaan.
| ) ] Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
. I Usuan Suspend dalam KRISNA I
Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

-

Pl ==t

RR. Rita Erawati
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TENTANG
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2020

PEMUTAKHIRAN PETA ASPEK KEWILAYAHAN RKP 2020

Gambar 4.30
Peta Potensi Hilirisasi Pertanian
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diclah), 2019

Gambar 4.33
Peta Pengembangan Pariwisata Super Prioritas
i " -
- W (f‘“_;
----- - - "4»..‘

AUSTRALIA

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2019
Keterangan:

® : Destinasi pariwisata super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok, Labuan Bajo, dan
Manade-Likupang
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Gambar 4.54
Peta Rencana Penguatan Ketahanan Bencana
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diclah), 2012

Keterangan:
m 3 CHads dagy Simulapi Layanan Budaya Sadar Bencana
Penanggulangan Bencana
. . =5 Pe d d Distribusi Peralata
® : Sisten Peringatan Dini Bencana Layasas Pengsdena dan. Destrbust Per g

Kebencanaan
Layanan Pengadaan dan
Distribusi Logistik Kebencanaan
Layanan Pemulihan Dan
Peningkatan Ekonomi Di Daerah
Pascabencana

Layanan Peningkatan Sarana
Pusat Pengendali Operasi
Kebencanaan: Pusdalops

Desa Tangguh Bencana

Informasi Gempabumi Dan Tsunami Dengan
Pemasangan Seismograf

@ ® i
om?®

Gambar 4.64
Aspek Kewilayahan PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas
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AUSTRALIA

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019
Keterangan:

®  Command Center

¢ | Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

/ + Rumah Susun Polri

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
-

|

RR. Rita Erawati
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2020

INTEGRASI PENDANAAN ALOKASI PADA PRIORITAS NASIONAL
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020

ALOEKASI

PN PRIORITAS NASIONAL (RP. MILIAR)

01 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 143,126.9

02 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 39,551.4

03 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 24,210.1

04 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 40,300.0

05 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 39,895.6
JUMLAH 287,084.0

Keterangan:

Alokasi Pada Prioritas Nasional dirinci sampai dengan proyek di Kementerian/Lembaga
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ALOKASI
PROGRAM PRIORITAS/KEMENTERIAN/LEMBAGA (RP. MILIAR)

Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas 1,089.9
Kementerian Dalam Negeri 6.4
Kementerian Agama 4.0
Kementerian Sosial 236.6
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 58.6
Kepolisian Negara Republik Indonesia 752.7
Badan Narkotika Nasional (BNN) 19.8
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1.1
Kementerian Pemuda dan Olahraga 5.0
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 5.8
JUMLAH 39,895.6

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

—

=

RR. Rita Erawati




